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PEDOMAN TRANSLITERAS] ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987

tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
} alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba b be
& @ t te
&y s\a s\ es (dengan titik di atas)
z jim j Je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
é kha kh ka dan ha
3 dal d de
3 Z\al 2\ zet (dengan titik di atas)
J ra r er
,j zak z zet
sin s €s




U:’ syin sy es5 dan ye
Ua sad § es (dengan titik di bawah)
Ua dad d de (dengan titik di bawah)
1 fa | te (dengan titik di bawah)
1 7a z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain koma terbalik ke atas

'& gain g ge

A fa f ef

(:3 qaf q ki

S kaf k ka

‘J lam 1 el

P mim m em

O nun n en

3 wawu w we

> ha h ha

e hamzah ' apostrof

‘_'5 ya Y ye

2. Vokal




1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
- Fath}ah a a
—_— kasroh i i
P
— d}ammah u u
Contoh:; &5 - kataba :-*:‘é - yazihabu
Jd _fala Jiw - suila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama@ Gabungan Huruf Nama
I Fath}ah dan ya ai adan i
Ty — Fath}ah dan au adanu
wawu
Contoh: &35 - kaifa J's® _ haula

Maddah
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Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
P N fath}ah dan alif a a dan garis di atas
atau ya
Beon kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
-~
4 d}ammah dan i u dan garis di
wawn atas
-’ - ——
Contoh:
Ja . qdla U:é - gfla
s?) -ramd d.}’:‘— yaqilu
Ta Marbut}ah

Transliterasi untuk @ marbutjah ada dua:

1) Ta marbut}ah hidup

ta marbutjah yang hidup atau mendapatkan hjarakat fathjah, kasrah dan

d}ammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbut}ah mati

Ta marbutjah yang mati atau mendapat h}arakat sukun, transliterasinya adalah

M,
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3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutjah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka fa

marbut}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

contoh:
Juk Y aa Raud}ah al-At}fal
P }M_“ TR al-Madinah al-Munawwarah
dall Talh}zh

5. Syaddah (tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi

tanda syaddah itu.

Contoh:
L ) - rabbana

Lr)-‘ — nazzala

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
J, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf

gamariyyah.



1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang diikuti
oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /V/
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata
sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah, ditransliterasikan sesuai

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung

atau hubung.

Contoch:

Ll.&:)n - ar-rajulu
‘Jﬂi - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu,
hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia

dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal Jsi akala

Hamzah di tengah O J_\;';U ta’khudziina




Hamzah di akhir

eLall

al-ma’

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam

transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata

dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan

perkata,

Contoh:

Oy 56l Al

: wa innalla@ha tahuwa khair ar-ra@ziqi@n

O et 5 JSH Y 98 64 £ aufu@ al-kaila wa al-mi@zana

9. Singkatan

Swt: Subh}anahu> wa ta’ala

Saw

No.

Q.S.
t.t.
him.

a.s.

t.p.

: Nomor

: Qur’an Surat

: tanpa tahun

: halaman

: ‘alaihi al-salam
: tanpa penerbit

: Undang-Undang

: Shallalla>hu “alaihi wa salam




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kenegaraan dalam Islam selalu menjadi agenda politik yang
ramai dibicarakan umat Islam, karena di samping relevénsinya dengan agama
Juga membawa pengaruh dalam bernegara. Sebab itu banyak tokoh pemikir
politik Islam tertarik terhadap masalah pemikiran kenegaraan ini, baik yang
hidup pada zaman klasik' maupun pada zaman pertengahan.’

Pemikiran kenegaraan yang dikemukakan para pemikir politik Islam
dipengaruhi secara kuat oleh kenyataan historis dan kondisi sosio-politik pada
masanya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan H.A.R Gibb bahwa pemikiran
itu merupakan rasionalisasi terhadap sejarah masyarakat dan preseden-
preseden yang diartifikasi oleh ijmak. Demikian juga Nurcholis Madjid dalam
kata pengantarnya di buku Islam dan Masalah kenegaraan menyatakan bahwa
moderasinya konsep politik kaum Sunni pada abad ini, sering dinilai bersifat

kompromistis terhadap status quo. Akibatnya, tidak ada diantara mereka yang

'Zaman Klasik (650-1250 M). Para tokoh pemikir politik Islam zaman ini antara alain : al-
Bagillani, Tbnu Ari Rabi’, al-Farabi, al-Mawardi dan al-Ghazali Lihat Suyuti Pulungan, Figh
Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 217,

? Zaman Pertengahan (1250-1800 M). Para tokoh pemikir politik terkemuka dalam sejarah Islam
yang hidup pada zamanini antara lain Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Lihat J. Suyuthi
Pulungan, Figh, h.217.



berusaha membuat lompatan pemikiran tentang teori-teori politik kenegaraan
untuk mengantisipasi perkembangan perpolitikan umat Islam di masa datang®

Lain halnya para tokoh pemikir politik Islam yang hidup di zaman
Baru. Pemikiran politk mereka tidak hanya dijadikan sebagai legalitas
pandangannya terhadap tradisi yang ada waktu itu atau tradisi politik umat
Islam pada masa awal. Mereka memiliki pemikiran politik yang komprehensif
dengan melihat praktek kenegaraan umat Islam di masa lalu dan kenyataan
yang dihadapi di masa datang, Oleh karena itu di antara dua kelompok ini
terdapat perbedaan pandangan yang sangat tajam. Sebagai contoh perbedaan
pemikiran antara Rasyid Ridha dengan “Ali ‘Abd al-Razigq.

Rasyid Ridha pada prinsipnya tetap ingin mempertahankan sistem
khilafah di dunia Islam®, sedangkan ‘Ali Abd Raziq justru menentangnya®,
bahkan pandangan sekulernya Ingin memisahkan urusan agama dengan
negara. Agama Islam menurutnya tidak perlu dipergunakan sebagai dasar
pemecahan masalah-masalah sosial politik

Adapun Maududi, melalui teori kenegaraanya, tetap yakin dengan
bentuk negara yang ideal yakni “ negara Islam”. Hal ini sebagaimana yang

dikatakannya bahwa seiring dengan menyebarnya kemerdekaan berpolitik

* Sirajudin. Politik Ketatanegaraan Islam: Studi Pemikiran A.Hagjmy. (Pustaka Hidayah:
Yogyakarta, 2007). h ..

* Lihat Munawir Sjadzali. Isiam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. (UTPress:
Jakarta, 1993) h. 124.

S Ibid h. 140.



umat Islam yang ditandai dengan adanya gerakan untuk memperkenalkan
hukum Islam dan negara Islam, dipandangnya sebagai gerakan kebangkitan
dan rehabilitasi Islam.®

Masalah pemikiran kenegaraan di atas memberi dampak bahkan
mencuatkan pemikiran yang diintrodusir oleh para tokoh pemikir tentang
politik Islam di Indonesia. Misalya M.Natsir’, walaupun tidak sepenuhnya
menerima pengaruh pemikiran Mawdudi, dalam banyak hal setidaknya
mempunyao pandangan dan pemikiran yang sama tentang konsep kenegaraan
dalam Islam.

Sementara Hasan Al-Banna yang menjadi tokoh sentral dalam
pembahasan buku ini, juga memiliki kesamaan pandangan dengan Mawdudi,
tentang konsep negara Islam. Akan tetapi pada masalah lain terdapat
perbedaan, terutama pada tataran eksperimentasi konsep negara ideologis yang
harus dihadapkan pada kondisi dan realitas masyarakat modern dewasa ini.

Para pengkaji perkembangan pemikiran kenegaraan dihadapkan
dengan satu ide kontroversial dalam politik pemikiran kenegaraan yang
menyangkut masalah kekuasaan tertinggi dalam atau dari negara, atau dalam
bahasa Inggrisnya disebut “sovereignty” (kedaulatan). Apakah kekuasaaan ity

bersumber dari kedaulatan Tuhan yang mengambil bentuk “teokrasi” atau dari

¢ Ibid H. 166.

"M. Natsir sering diidentikkan sebagai symbol perjuangan mendirikan Negara Islam di Indonesia,
walaupun tampaknya istilah "Negara Islam ” itu tidak berasal dari Natsir sendiri. Lihat Abdul Azj»
Taba, Isiam dan Negara dalam Politik Orde Baru, ( Jakarta: Gema Insanj Press, 1996), h.340,




rakyat yang bercorak “demokarasi” ataupun penggabungan keduanya, seperti
“teo-demokrasi” yang ditawarkan Mawdudi ®

Disamping itu banyak para ilmuwan yang lahir dari proses kaderisasi
dari gerakan ikhwanul muslimin terutama para pemikir kontemporer. Dan
tidak kalah lagi banyak para pemikir islam kontemporer yang lahir dari proses
ideologi  syi’ah. Lebih mengagumkan lagi bila melihat perkembangan
teknologi yang lahir dari gerakan syi’ah .Hal tersebut semakin mempertegas
bagaimana Hasan Al Banna yang representasi sebagai gerakan politik
ikhwanul Muslimin (Suni) serta Imam Khomeini sebagai representasi gerakan
SyP’ah Menarik untuk di kaji bagaimana mereka meletakan dasar sistem
pemerintahan islam schingga mampu tercipta  peradaban Islam yang
berkemajuvan.’

Dalam sejarah politik Islam terdapat dua ideologi besar yang selama
ini menjadi mainstrem, terutama di negara-negara yang memiliki kekuatan
politik penyeimbang terhadap kekuatan Barat, yakni ideologi syi’ahk dan Sunni
(Amin Rais, 2003: 89). Menurut Penulis, idiologi tersebut merupakan
representasi  ideologi Islam di dunia. Kedua ideologi tersebut melahirkan
karakteristik dan corak yang berbeda serta memainkan peran yang signifikan
dalam sistem politik Istam. Dalam hal ini, penulis akan menganalisa

bagaimana ideologi tersebut terbangun dalam system pemerintahan Islam.

? Ivid. Hal .167.

? Abdul Basit, Basit, Abdul. Kumpulan Makalah: Pemikiran Islam Kontemporer.(Jakarta: IAIN
Syarif Hidayahtullah, 1998)h. 19.



Ideologi sebagai sebuah keyakinan mengalami pertumbuhan dan
perkembangan melalui ide-ide yang dikembangkan oleh para pemilik ideology
tersebut. Karenanya pemabahsan ideologi tidak terlepas dengan pembahasan
terhadap tokoh yang mengusungnya. Tokoh kontemporer yang banyak
dibicarakan oleh para pengkaji politik Islam adalah Imam Khomeini dan
Hasan Al-Banna.

Dalam kontek politik kedua tokoh tersebut menurut penulis
representatif mewakili dua ideologi besar tersebut (syi’ah dan sunni) mungkin
orang tidak menyadari kalau selama ini Iran yang dipandang sebagai
pemerintahan yang memiliki daya tawar yang tinggi dalam percaturan politik
dunia beridiologi syi’ah ,hal tersebut tidak lepas dari pondasi yang ditanam
oleh para pendiri bangsa Iran bagaimana membangun sistem pemerintahan
yang mempu menciptakan kekuatan sosial , politik dan pertahanan dan
keamnanan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan sosial serta hubungan
luar negari yang relative mewakili kekuatan dunia ketiga. '°

Dalam hal ini Imam Khomeini sebagai peletak dasar sistem
pemerintahan pantas untuk dikaji bagaimana akar dan landasan membangun
sistem pemerintahan serta menjadikan syi’ah sebagai ideologi revolusi !' |
Disisi lain Hasan Al Banna merupakan penggagas dari ideologi kaum sunni
yang menjadikan  ikhwanul muslimin sebagai gerakan dakwah yang

membangun peradaban alternative dan penulis melihat dampak dari gerakan

** Abdul Basit. Op.Cir. h. 13.

"' Hamid Algar. Op.Cit. .h.203.



ikhwanul muslimin yang banyak menjelma menjadi gerakan politik di
kawasan Timur Tengah bahkan saat ini di Indonesia nyaris masif dengan
menyebut kelompok tersebut dengan Jamaah Tarbiyah'2. Maka tidak kelirn
para ilmuwan banyak meneliti bagaimana kedua ideologi politik tersebut
berkembang serta semakin meluas cakupannya dalam semua lini kehidupan'®.
Disamping itu banyak para ilmuwan yang lahir dari proses kaderisasi gerakan
ikhwanul muslimin terutama para pemikir kontemporer. Dan tidak kalah lagi
banyak para pemikir islam kontemporer yang lahir dari proses ideologi syi’ah
.Lebih mengagumkan lagi bila melihat perkembangan teknologi yang lahir
dari gerakan syi’ah .Hal tersebut semakin mempertegas bagaimana Hasan Al
Banna yang representasi sebagai gerakan politik Sunni serta Imam Khomeini
sebagai representasi gerakan Syi’ah Menarik untuk di kaji bagaimana mereka
meletakan dasar sistem pemerintahan islam sehingga mampu  tercipta

peradaban Islam yang berkemajuan.'*

B. Penegasan Istilah
Untuk memudahkan dalam memahami dan untuk menghindari
persepsi ganda terhadap penelitian ini,maka perlu di jelaskan beberapa istilah

yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yang mencakup penecgasan

? Hasan Al-Banna. Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I (Solo: Era Intermedia, 1997).h. 237,

™ Sarbini. Islam Di Tepian Revolusi: Ideology, Pemikiran Dan Gerakasn, Yogyakarta: Pilar Media.
2005.h. 10.

" Abdul Basit.Op.Cit.h.23.



terhadap kata; Sistem Pemerintahan Islam, Pemikiran Hasan Al-Banna dan
Imam Khomeini, serta, secara berurutan yaitu:
1. Sistem Pemerintahan Islam

a. Sistem

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi
untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

b. Pemerintahan Islam

Sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang menjelaskan
bentuk, sifat, unsur, yang menjadi landasan, pemikiran, serta standar-
standar yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, serta
undang-undang dasar dan perundang-undangan yang diberlakukan,

Dari penegasan istilah di atas diharapkan mampu terjawab hal-
hal yang membedakan antara sistem pemerintahan Islam dengan
pemerintahan lainnya sehingga tidak terjadi distorsi dalam memahami
judul penelitian yang dimaksud.'

Sistem pemerintahan adalah sistem yang khas dan unik bagi
sebuah negara yang unik, yang berbeda dengan semua sistem
pemerintahan mana pun yang ada di dunia dengan perbedaan yang
mendasar. Baik dari segi asas yang dipergunakan sebagai landasan
sistem tersebut, atau dari segi pemikiran, konsep serta standar yang

dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, atau dari segi bentuk

' Media Diknas. 2008. hl 1075.

¢ Abdul Qadim Zallum. Op.Cit. h. 3



yang terlukis dari sana, maupun undang-undang dasar serta perundang-
undangan yang diberlakukannya.

Sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang menjelaskan
bentuk, sifat, dasar, pilar, struktur, asas yang menjadi landasan,
pemikiran, konsep, serta standar-standar yang dipergunakan untuk
melayani kepentingan umat, serta undang-undang dasar dan

perundang-undangan yang diberlakukan.

2. Studi Komparasi
Suharsimi Arikunto dalam bukunya Prosedur Penelitian suatu
pendekatan praktek mengemukakan penjelasan Aswani Sudjud tentang
penelitian komparasi: penelitian komparasi akan dapat mengemukakan
persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, tentag oragn,

kelompok, terhadap ide atau suatu prosedur suatu kerja.'”

Penelitian komparasi bisa dimasukkan sebagai causal comparative
studies yang pada pokoknya ingin membandingkan dua atau tiga kejadian

dengan melibat penyebab-penyebabnya '®

3. Pemikiran Hasan-Al-Banna dan Imam Khomeini.
Kata ‘pemikiran’ dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti

proses, cara atau perbuatan memikir.Jadi berkaitan dengan penelitian ini

yang dimaksud dengan pemikiran Hasan Al-banna dan Imam Khomeini

17 Suharsimi Arikunto. 2002 . Prosedur Penelitian. H. 236,

'® Ibid h. 237.



adalah hasil aktifitas berfikir yang di lakukan dengan seperangkat

gagasannya tentang sistem pemerintahan Islam '°

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pemikiran Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini tentang
Sistem Pemerintahan Islam?
2. Apa keunggulan dan kelemahan dari pemikiran Hasan Al-Banna dan

Imam Khomeini tentang sistem pemerintahan Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian.
Memperoleh penjelasan karakteristik pemikiran Hasan Al-Banna dan
Imam Khomeni tentang Sistem Pemerintahan Islam,
2. Kegunaan penelitian
a. Memberi informasi ilmiah kepada khalayak khususnya dunia
pendidikan tentang konsep sistem pemerintahan Islam Menurut Hasan
Al-Banna dan Imam Khomeini.
b. Mampu memperkaya Cakarawala pemikiran di Kampus STAIN
tentang pemikiran Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini tentang

sistem pemerintahan Islam.

' Kamus Besar bahasa Indonesia. 1993. h. 1160,
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c. Lebih spesifik bagi jurusan Syariah akan mampu menjadi media
dialektika khususnya pada kajian politik islam.

d. Bagi penulis sendiri semakin memperkaya khasanah pemikiran Politik
Islam yang secara otomatis akan berdampak terhadap kualitas

intelektual bagi penulis.

E. Telaah Pustaka

Membincangkan tentang pemikiran para tokoh revolusi Islam dengan
perbage dinamikanya memang bagai menguras air di samudra biru, sistem
pemerintzhan Islam maupun pemikiran-pemikiran politik yang digagas oleh
Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini selalu menjadi perbincangan yang
menarik bagi para pemikir dan pengamat politik islam dari berbagai lintas
golongan dengan menghasilkan berbagai perspektif yang semakin
memperkaya khasanah pemikiran islam.

Sebagaimana karya Abdul Hamid Al-Ghazali yang berjudul Meretas
Jalan Kebangkitan Islam: Peta Pemikiran Hasan Al-Banna ( Solo: Era
Intermedia: 2001). Di dalamnya mengurai pemikiran politik Hasan Al-Banna
secara spesifik berbicara tentang bagaiamana konsep sistem pemerintahannya.
Karya ini merupakan sebuah pemetaan ulang atas pemikiran-pemikiran Hasan
Al-Banna tentang agenda besar kebangkitan Islam.

Hasan Al-Banna sebenarnya tidak meninggalkan banyak buku sebagai
warisan pemikirannya. Beliau menyadari sejak awal bahwa “buku” bukanlah

tempat yang tepat untuk menitipkan pemikiran-pemikirannya ke dalam
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khazanah sejarah pemikiran Islam. Menurutnya ada tempat lain yang jauh
lebih tepat dan jauh lebih abadi yakni manusia. Suatu saat Hasan Al-Banna
ditanya tentang kenapa beliau tidak menulis buku (padahal kedalaman dan
keluasan ilmu serta kepenulisan beliau sangat memungkinkan untuk itu, beliau
menjawab, “ Saya tidak ingin menulis buku. Saya hanya ingin mencetak
manusia” 2

Begitu halnya karya seorang Nasir Tamara dalam bukunya yang
berjudul. Revolusi Jran (Jakarta: Sinar Harapan: 1980). Buku tersebut
menganalisa tentang peran Imam Khomeini dalam Revolusi Iran serta praktek-
praktek politik bagaimana menggulingkan penguasa.

Sedangkan buku yang mengkaji Sistem Pemerintahan Islam karya
Zallum, Abdul Qadim (Zallum, Abdul Qadim. 2002). Sistem Pemerintahan
Islam. Surabaya: Darul Ummah) hanya mengurai penjelasan-penjelasan
mengenai Pemerintahan Islam secara umum dan tidak spesifik membahas
karakteristik pemikiran Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini.

Dengan demikian penulis mengaggap penting penelitian terhadap
Sistem Pemerintahan Islam menurut Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini

sebagai upaya memperkaya khasanah pemikiran politik Islam.

 Anis Matta, dalam pengantar Meretas Jalan Kebanghitan Islam: Peta Pemikiran Hasan Al-
Banna, (Solo: Era Intermedia. 2001) h.
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F. Kerangka Teori

Kajian terhadap Sistem Pemerintahan Islam tidak lepas dari arus utama
mazdhab besar dalam islam yaitu Sunni dan Syiah. Bertolak dari hal tersebut
penulis melakukan pendekatan melalui kajian pemikiran tokoh yang
merespresentasikan kedua mazdhab tersebut. Pemikiran Hasan Al-banna dan
Imam Khomeini menjadi fokus penlitian oleh penulis. Lebih jauh dalam
penelitian ini penulis mencoba mengurai karakteristik Sistem Pemerintahan
Islam  dalam konsep maupun implementasinya. Disini penulis akan
menjelaskan tentang Sistem Pemerintahan Islam serta peta politiknya dengan
karakteristik yang berbeda. Karena hal tersebut disebabkan oleh latar belakang
pendidikan, setting sosial masyarakat, setting politik pada saat itu serta
lingkungan keluarga yang mendidiknya.”'

Dari sekian yang penting tentang sistem pemerintahan islam, penulis
akan meneliti tiga hal pokok, yakni iegislative, yudikatif, dan eksekutif Hal
tersebut merupakan unsur-unsur dalam Sistem Pemerintahan. Dan masing-
masing tokoh akan peneliti analisa keunggulan maupun kelemahannya. Dalam

hal ini peneliti akan membangun pola alur pemikiran tersebut:

Al Rahmena. Perintis Jaman Baru Islam. (Bandung: Mizan, 1996) h. 9
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SISTEM PEMERINTAHAN
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(DEMOKRATISASI ISLAM)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (/ibrary research)
yang difokuskan pada penelusuran dan penelahan literatur serta bahan
pustaka lainnya. Ditinjau dari tempatnya, research ini termasuk dalam
kategori research kepustakaan atau /ibrary research, bukan studi kancah.

Penelitian tersebut peneliti gunakan mengingat yang dikaji adalah
karateristik pemikiran tokoh,yang telah tertuang dalam karya tertulis kedua
tokoh tersebut Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini, maupun karya para
penulis lain yang mengkaji kedua tokoh tersebut dengan kata lain bukan

studi Lapangan.
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2. Objek dan Sumber Penelitian

a.

Objek Penelitian
Objek penelitian adalah masalah yang menjadi fokus
penclitian. Jadi dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah
Bagaimana karakteristik Pemikiran Hasan Al-Banna dan Imam
Khomeini tentang sistem pemerintahan Islam.
Sumber penelitian
Dalam penelitian ini yang dijadikan landasan yaitu sumber
Primer dan sumber sekunder.
1) Sumber Primer
Sumber primer adaleh sumber utama yang akan dijadikan
sebagai obyek penelitian. Adapun sumber primer tersebut adalah
karya dari Hasan Al-Banna dan Imam Khomeini. Untuk Hasan Al-
Banna adalah dalam karyanya yang berjudul:
1) Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin. Jilid 1
2) Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin. Jilid 1I (dalam
kitab aslinya majmuah arrisalah)
3) Meretas Jalan Kebangkitan Islam (Peta Pemikiran Hasan
Al-Banna) karya Abdul Hamid Al-Ghazali (2001),
Sedangkan karya Imam Khomeini yang betjudul The Government
Of Islam, yakni karya Imam Khomeini yang telah diterjemahkan

dalam bahasa inggris,
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1) Revolusi Iran karya Nasir Tamara (1 980),
2) Revolusi Islam Jran Dan Realisasi Vilayat-1
Fagih. Karya Nur Arif Maulana. 2003, Penerbit
Kreasi Wacana. Yogyakarta.
3) Kepemimpinan Dalam Isiam Perspektif Syi'ah
karya Abdul A. Sachedina (1994).
4) Figih Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat
dalam Rambu-rambu Syariah) karya H.A Djazuli
(2007).
Menurut peneliti dari kedua sumber tersebut representatif
untuk menjadi acuan dalam penelitian ini.
2) Sumber sekunder
Sumber Sekunder adalab yaitu sumber péndukung yang
berupa buku-buku, jurnal, bulletin, artikel atau tulisan yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian, Adapun yang menjadi
sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu;
1) Para Perintis Zaman Baru Isiam yang dieditori oleh Ali
Rahmena (1996),
2y Iran Pasca Revolusi (Fenomena Pertarungan Kubu
Reformis dan Konservatif) karya Musthafa Abd. Rahmad
(2003)
3) Revolusi Iran Dongeng Seorang Anak karya Marjane

Satrapi (2005)
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4) Politik Ketatanegaraan Islam (Studi Pemiliran A. Hasimy)

karya Sirajudin (2007)

5) Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin karya Dr. Ustman

Abdul Mu’iz Ruslan (2000)

6) Islam Dan Tatanegara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)

karya Munawir Sjadzali (1993).

3} Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi dan data-data yang
diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode
dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang berupa buku,
artikel, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan
Pemikiran Imam Khomeini maupun Hasan Al-banna Baik pra
maupun pasca Revolusi.Politik Islam.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut tahapannya
adalah;Pertama, data-data yang dibutuhkan dikoleksi. Kedua,
peneliti memilih yang paling memiliki korelasi dengan objek
penelitian. Ketiga, data yang memiliki kedekatan dan salaing
mendukung satu dengan yang lainnya kemudian dianalisis®?

4) Metode Analisis Data
Analisa data menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J.

Moleong adalah proses pengatur urutan data,

2 Suharsimi Arikunto, Op.Cit. h.206.
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mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan
uraian dasar.??

Dalam analisis data peneliti menggunakan pendekatan
analisis isi (content analysis). Menurut Noeng Muhaijir, analisis ist
merupakan analisa ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi 2*

Dalam hal ini, pesan komunikasi yang dimaksud adalah
pesan dari teks, dimana dalam analisanya melibatkan olahan
filosofis dan analisis. Analisis ini dipergunakan untuk menggali isi
pesan teks dari Sistem Pemerintahan Islam. Hasil dari analisis isi
dengan menggunakan pendekatan komparatif, peneliti membangun
perspektif menjadi bangunan paradigma.

Sebagaimana penulis kutip dalam buku Merodologi
Penelitian Kualitatif karangan Lexy 1. Moleong mengatakan
bahwa Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan  data,
memilah-milahnya menjadi  satuan yang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa
yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang
dapat diceritakan kepada orang lain.

Penelitian kualitatif ini memiliki cara yang digunakan

dalam menganalisis data, yaitu komparatif Komparatif adalah
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mencari pemecahan melalui analisa tentang hubungan sebab akibat,
yaitu meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan
situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan dengan
faktor-faktor yang lain.

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis
akan coba dijelaskan pemikiran utuh masing-masing tokoh, dan
selanjutnya akan dikomparasikan dengan melihat keunggulan dan
kelemahan. Kemudian ditarik satu kesimpulan dari pemikiran

tersebut menjadi paradigma.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dari skripsi ini, maka
perlu dikemukakan pokok permasalahan yang disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang
Masaalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat
Penelitian, Telaah Pustaka Kerangka Teori Metode Penelitian dan Sistematika
Penulisan.

Bab dua akan dibahas mengenai. Sistem Pemerintahan Islam yang
meliputi: pengertian, landasan, sejarah, dan unsur-unsur,.

Bab tiga berisi tentang biografi Imam Khomeini dan Hasan Al-Banna
yang membahas: pendidikan, karya, seting intelektual dan sosial, corak

pemikiran kedua tokoh.
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Bab empat berisi sistem Pemerintahan Islam yang membahas:
pemikiran Hasan Al-Banna (sistem kekuasaan, konsep masyarakat,
pemimpin), pemikiran Imam Khomeini, komparasi pemikiran.

Bab lima adalah Penutup yang terdiri dari kesimpulan, Saran-Saran dan
Kata Penutup.

Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan Daftar

Riwayat Hidup.
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mengatakan sebagaimana dikutip oleh Muhammad Al-Ghazali dalam

bukunya :

Harus ada kerja sama antara seluruh bangsa Muslim, dalam masalah
kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Setelah itu membentuk persekutuan dan
koalisi di antara mereka, mendirikan lembaga bersama dan mengadakan
konferensi-konferensi....Setelah itu membentuk persekutuan bangsa-bangsa
muslim, dan jika hal itu bisa diwujudkan dengan seutuhnya, dapat dibuat sebuah
kesepakatan untuk mengangkat seorang imam, yang menjadi penengah,
pemersatu, penentram hati.*°

Tkwanul muslimin menjadikan fikrah tentang khilafah dan upaya

untuk mengembalikan eksistensinya sebagai agenda utama dalam manjaj-

nya. lkhwan juga menyadari bahwa wuntuk melaksanakan semua itu

membutuhkan banyak persiapan yang harus diwujudkan, Beberapa di

bawah ini langkah-langkah yang ditempuh oleh Ikhwanul Muslimin untuk

melaksanakan agenda besarnya :

1. Harus ada konsolidasi antara bangsa-bangsa muslim,

menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial, pertahanan

keamanan, dan peradaban Islam secara umum.

. Setelah itu membentuk persekutuan dan koalisi di antara mereka

untuk mendirikan lembaga-lembaga keumatan dan mengadakan
muktamar antar negara. Sungguh, muktamar Parlemen Islam
untuk membahas masalah Palestina di London yang mengundang
para utusan kerajaan-kerajaan Islam untuk menyerukan

pengembalian hak-hak bangsa Arab di bumi Palestina adalah

2 Mohammad Al-Ghazali. Meretas Jalan Kebangkitan Islam :Peta Pemikiran Hasan Al-Banna,

Hal. 155-156.
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tentang kehidupan sosial pragmatis. Dalam hal inilah Islam mempunyai
dimensi politik dan kenegaraan yang dikenal dengan sebutan: "Al-Islam Din

wa al-Dawlah", yang mengisyaratkan kedekatan negara dengan agama.”’

Meskipun kedekatan ini menunjukkan adanya keterkaitan dan
menekankan terwujudnya keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat,
namun al-Qur'an tidak menjelaskan rincian teknis pelaksanaannya, melainkan
hanya dalam pernyataan-pernyataan global saja. Akibatnya muncul perbedaan
pandangan di kalangan para tokoh pemikir politik kenegaraan Islam dalam
memahami dan menafsirkan ajaran Islam dalam hubungannya dengan politik

dan pemerintahan.

Kini, setidaknya ada tiga aliran yang berkembang dalam pemikiran

politik-kenegaraan Islam® yaitu:

Pertama, yang memandang bahwa Islam serba lengkap. Di dalamnya
juga terdapat ketentuan yang mengatur masalah sistem politik maupun
kenegaraan. Karenanya dalam bernegara, umat Islam harus menerapkan

sistem kenegaraan Islam yang mengacu pada keteladanan Nabi Muhainmad

7 Ibid h.19.

2 Munawir Sjadzali. Islam dan Tata Negara :Ajaran, Sejarah dam Pemikiran. (Jakarta; UlPress,
1993). h. 1.
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dan para khalifah sesudahnya, dan tidak perlu meniru sistem kenegaraan

Barat ¥

Menurut Munawir Sjadzali aliran pertama ini berpendirian bahwa Islam
bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya
menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah
satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala
aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bemegara. Para penganut aliran

ini pada umumnya berpendirian bahwa:

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat
pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya
dalam bernegara umat Islam hendaknya kemballi kepada sistem
ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru

sistem ketatanegaraan Barat.

2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah
sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh
empat Al-Khulafa Al-Rasyidin.*

% Suyuti Pulungan , Figih Siyasah; Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1994) h.1.

% Sjadzali, Munawir, Op.Ci, h.1
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Tokoh-tokoh utama yang mendukung aliran ini antara lain Syekh
Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan yang

paling vokal adalah Maulana A. A. Al-Mauladi.

Kedua, mereka yang beranggapan bahwa Islam memang mengatur soal-
soal kenegaraan, tapi tidak menentukan secara lengkap dan tegas. Artinya
dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata
nilai, etika bagi kehidupan bernegara. Aliran ini menolak pandangan bahwa
Islam sudah menyediakan aturan kehidupan yang lengkap dan sempurna. Al-
Qur'an kata mereka hanyalah mengandung petunjuk-petunjuk moral bagi
kehidupan bernegara. Husein Haikal, Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid,
Harun Nasution dan K. H. Ahmad Siddiqy, antara lain berada dalam kelompok

ini, !

Aliran kedua ini menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang
serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem kenegaraan. Tetapi
aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian
Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Maha
Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem
ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan
bernegara. Di antara tokoh-tokoh dari aliran ketiga ini yang terhitung cukup

menonjol adalah Dr. Mohammad Husein Haikal, seorang pengarang Islam

3 1bid 1.2
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yang cukup terkenal dan penulis buku Havatu Muhammad dan Fi Manzil al-

Wahyi’?

Ketiga, mereka yang berpendapat bahwa Islam agama dalam pengertian
Barat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan aturan atau sistem
kenegaraan. Nabi Muhammad menurut anggapan mereka, hanya ditugaskan
berdakwah dan mewujudkan kebajikan, tidak ditugaskan untuk membentuk

pemerintahan. Termasuk dalam kelompok ini adalah Ali Abd al-Raziq, Thaha

Husen dan Qamaruddin Khan.

Perbedaan pandangan ini membawa dampak pada persoalan antara
Islam dan negara yang menjadi salah satu subjek pembahasan penting dalam
masa modem ini. Apakah keduanya tidak seharusnya ditempatkan pada dua
kutub yang berlawanan, dalam artian bahwa pelaksanaannya harus secara
integral dan seimbang ataukah keduanya terjadi diferensiasi seperti halnva
teori kenegaraan Barat dan Kristen. Ataupun mengambil sintesis dari
keduanya, di mana Islam memandang bahwa urusan negara merupakan tugas
keduniaan, tapi berdimensi keagamaan, karena itu melaksanakan politik
kenegaraan dapat disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman
dengan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dari al-Qur'an dan Sunnah

Nabi.

2 1bidh.2

 bid h.2
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Sehubungan dengan perbedaan pemahaman ajaran Islam, maka dalam
hubungan agama dan negara, pendapat pertama mengambil suatu paradigma
pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, di dalamnya
terdapat berbagai sistem kenegaraan, sesuai dengan petunjuk dasar yang ada
dalam al-Qur'an. Sayyid Quthb salah seorang tokoh aliran ini berpendapat
bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan amat lengkap sebagai suatu
sistem kehidupan yang tidak saja meliputi tuntunan moral dan peribadatan,
tetapi juga sistem politik termasuk bentuk dan ciri-cirinya, sistem masyarakat,

sistem ekonomi dan sebagainya.*

Ungkapan senada dilontarkan Hasan al-Banna bahwa Islam merupakan
tatanan lengkap bagi semua kehidupan. Islam adalah negara dan bangsa atau
pemerintzhan dan masyarakat, moral dan kekuasaan. Islam adalah aqidah yang
benar sebagaimana halnya is adalah ibadah yang benar, satu sama lain saling
melengkapi dan sama derajatnya. Menurutnva, sungguh keliru orang yang

mengatakan bahwa Islam hanva terdiri dari aspek rohaniah dan ibadah saja.”

Abul A'la Mawdudi yang tampil lebih vokal mengemukakan gagasan-
gagasannya. Tentang konsep negara Islam ia berangkat dari pemahamannya
terhadap hakikat Islam itu sendiri. Menurut Abul A'la Mawdudi, Islam adalah
agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk yang mengatur semua aspek

kehidupan manusia, termasuk dalam lapangan politik, Pemikiran Mawdudi

¥ Sirajudin. Op.Cir. h.22

3 id.
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ini, amat terikat kepada kecenderungannya dalam menggunakan pendekatan
literal dan tekstual secara tegar dengan argumen-argumen yang sifatnya

tradisionalistik-fundamentalis.*®

Rasyid Ridha cenderung mendukung pendapat alMawardi yang
mengatakan bahwa Imam itu ditegakkan sebagai pengganti Nabi Muhammad
dalam memelihara urusan keagamaan dan keduniaan, Sejalan dengan
pandangannya yang mengatakan bahwa Islam adalah agama untuk kedaulatan,
politik dan pemerintahan. Namun sistem kenegaraan yang diinginkan adalah
sistem khilafah, berarti umat Islam tidak perlu mencontoh Barat dengan

memakai model negara bangsa.”’

Tiga tokoh pemikir di atas Sayyid Quthb, Hasan alBanna dan Rasyid
Ridha, tampaknya memiliki pandangan yang lama. Di antara yang paling
sentral dan mendasar ialah bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna,
tuntunannya tidak hanya meliputi bidang ibadah dan moral, melainkan
mengandung ajaran-ajaran yang menuntun segala aspek kehidupan termasuk
dalam bidang politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, pertahanan keamanan
dan sebagainya. Karena itu umat Islam tidak semestinya mencontoh pola
hidup Barat dari segala seginya. Ketinggian Islam dalam ajaran-ajarannya itu
justru menjadi pedoman dasar untuk melaksanakan aktivitas keduniaan

dengan tujuan mengembalikan kejayaan Islam pada masa awal.

% Ibid

7 Ibid
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Sebagai acuan konkret para tokoh dan pendukung aliran pertama ini,
memandang bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah bukan hanya
scbagai pemimpin agama atau rasul yang bertugas untuk menyampaikan
risalah kenabian, tetapi juga bertindak sebagai pemimpin masyarakat dan
negara, karena itu mempunyai kekuasaan di bidang politik. Antara agama dan
negara dijalankan secara integral tanpa memisahkan kedua urusan tersebut. Itu
sebabnya Nabi mempunyai kapasitas sebagai kepala agama sekaligus kepala
negara dan terkumpul dua kekuasaan, kekuasaan spiritual dan kekuasaan

duniawi,

Dari fakta sejarah di atas menunjukkan bahwa Islam pada prinsipnya
tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Tinjauan hubungan ini
secara nyata telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, dan Islam dalam
konsep di atas memberikan pandangan dalam kerangka dasar bagi kehidupan

individu maupun masyarakat, termasuk dalam lapangan politik kenegaraan.

Prinsip umum sekularisme yang memandang masalah keduniaan dan
agama masing-masing berjalan sendirisendiri. Dalam implementasinya,
kehidupan dan tingkah laku manusia dalam masyarakat perlu dipisahkan dari
agama. Agama hanya dipandang sebagai urusan pribadi. Hal ini jelas tidak di

temukan dalam Islam.

Negara Madinah dengan Piagamnya merupakan dua hal yang berkaitan
erat. Prinsip-prinsip agama mendasari negara dan negara menjadi wahana bagi

pelaksanaan hukum dan pencapaian tujuan negara yang dirumuskan oleh
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manusia. Karena itu, dalam realitasnya, komunitas Islam yang hidup di bawah
lindungan negara Madinah bersifat spiritval sekaligus temporal. Balam hal ini
A. Hasjmy mengatakan bahwa terkumpulnya dua sifat bagi Nabi Muhammad
dalam kepemimpinannya dapat dilihat dari sifat kerasulan Muhammad yang
menyampaikan wahyu Allah tentang agama dan tasyri' kepada manusia; dan
sifat kepala negara yang bertugas memimpin negara dan mengatur segala hat

yang bersifat politik dan administrasi negara.*®

Hasby Ash-Shiddieqy memberikan pandangan tentang tata-aturan yang
ditegakkan Nabi Muhammad bersamasama komunitas muslim di Madinah
mengatakan bahwa apabila ditinjau dani segi kenyataan dibandingkan dengan
ukuran-ukuran politik pada masa modern ini dapat dipahami sebagai tata
aturan yang bersifat politkk dan bersifat agama. Selanjutnya Hasbi
mengemukakan bahwa sebenarnya falsafah Islam adalah falsafah yang
mencampurkan antara urusan-urusan dunia dengan akhirat yang saling
melengkapi satu sama lain yang menyusun satu kesatuan yang harmonis.

Dalam hal ini kebanyakan kaum orientalis telah mengemukakan hakikat dan

watak Islam seperti disebutkan di atas.*

Pernyataan Hasbi ini, cukup faktual dan belakangan diakui para peneliti
barat setelah membahas dan mengkajinya secara mendalam. W. Montgomery

Watt misalnya, berpijak pada hasil kajiannya, ia menarik konklusi bahwa Nabi

*® A Hasymi, Di Mana Letaknya Negara Islam, (Surabaya: Bina limu, 1984) k.50

» T M Hasybi Ash-Shidieqy, flmu Kenegaraan dalam Figh Islam,( Jakarta: Bulan Bintang, 1991 )
h.26
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Muhammad bukanlah sekadar Nabi, tetapi adalah juga seorang pemimpin

negara.

Sementara Schacht dengan kajiannya, mengatakan Islam lebih dari
sekadar sebuah agama, ia juga menjabarkan hukum dan politik. Islam adalah
satu sistem kebudayaan yang paripurna meliputi agama dan negara sekaligus.
Pendapat yang sama dikemukakan oleh Stuartman bahwa Islam adalah
perwujudan agama dan politik, karena pembangunnya adalah seorang Nabi,
sekaligus pemimpin pemerintahan yang ideal lagi luas pengetahuannya

mengenai berbagai macam pengaturan pemerintahan,"*

Pengakuan di atas sekaligus merupakan jawaban, di mans Islam
dipertentangkan dengan konsep keagamaan Kristen yang mengenal pemisahan
antara urusan keduniaan dan keagamaan, sedangkan dalam Islam ada kesatuan
dan totalitas pandangan terhadap realitas yang tidak dijumpai dalam agama

Kristen (Christen dom) dalam istilah Bernard Lewis.

Kelompok aliran kedua berpendapat bahwa hubungan antara agama dan

negara tidak perlu terjalin suatu hubungan yang bersifat kaku, dan cenderung
menghambat dinamika hingga harus pula memberikan predikat atau label

agama kepada negara.

Husein Haikal sebagai salah satu eksponen aliran ini berpendapat bahwa

Islam tidak menentukan sistem dan bentuk pemerintahan yang harus diikuti

* Sirajudin, Op.Cit, h.25
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olch umat. Islam menurutnya, tidak menetapkan sistem tertentu bagi
pemerintahan, tetapi ia meletakkan kaidah-kaidah bagi tingkah laku dan
mu'amalah dalam kehidupan antarmanusia. Kaidah-kaidah itu menjadi dasar

untuk menetapkan sistem pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah.*!

Pandangan Haikal di atas menunjukkan bahwa yang lebih penting
adalah terealisirnya prinsip-prinsip ajaran Islam, bukan pada sistemnya yang
baku. Sebab sistem pemerintahan Islam yang berkembang dalam sejarah tidak
hanya ditentukan oleh prinsip-prinsip ajarannya saja, tapi juga dipengaruhi
situasi lingkungan, sejarah, budaya serta tingkat perkembangan peradaban dan
intelektual.

Pendapat Haikal di atas menjelaskan bahwa suatu kenyataan bahwa
umat Islam pasca Nabi Muhammad sampai abad modern ini menampilkan
berbagai sistem dan bentuk kenegaraan. Bentuk itu dari kekhalifahan yanp
demokratis sampai ke bentuk monarkis absolut. Keadaan ini secara nyata
dapat dilihat terutama pada pasca Perang Dunia Il Pada era ini umumnya
diupayakan penyelerasan antara agama dengan konsep dan kultur politik

masyarakat muslim. Bentuk-bentuk itu dalam banyak hal sangat beragam.

Ada beberapa prinsip pokok Islam yang harus dijelmakan dalam sebuah
negara. Pertama-tama adalah tujuan yang hendak dicapai oleh negara itu yakni
untuk mewujudkan masyarakat beragama dan berketuhanan Yang Maha Esa,

4 Ibid H.26
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yang di dalamnya terdapat persatuan, persaudaraan, persamaan, musyawarah
dan keadilan. Prinsip-prinsip yang harus dijelmakan pada penyelenggaraan

negara adalah pemerintahan yang bersifat adil dan demokratis.

Dalam kajian kenegaraan, pemikiran Harun Nasution sejalan dengan
prinsip al-Qur'an yang menghendaki pemerintahan dikelola secara adil dan
demokratis. Prinsip ini harus ditransformasikan ke dalam bentuk rumusan-

rumusan kenegaraan yang dipandang akan memecnuhi hajat kebutuhan

komunitas muslim yang hidup di sebuah negara pada zamannya.

Pandangan Harun Nasution yang liberal dan kompromistis ini,
mempunyai kesamaan dengan pandangan Nurcholish Madjid dan Munawir
Sjadzali. Nurcholish Madjid yang pemah menggagas sekularisasi sebagai satu
bentuk "liberalisasi.” la menganggap sesuatu yang keliru bagi sebagian umat
Islam Indonesia dalam mengekspresikan konsep negara Islam Indonesia
sekitar tahun 1970-an, bahkan dianggap sebagai pemikiran yang apologetis.
Padahal konsep negara Islam adalah legalisme kelanjutan dari perspektif filth.
Artinya, baik al-Qur'an maupun al-Hadits, tidak mematok bahwa negara itu
harus berbentuk negara Islam, karena hal itu justru akan mendistorsi hubungan
proporsional antara agama dan negara. Karena itu tidak mungkin memberikan

predikat keagamaan kepada negaral seperti "Negara Islam Indonesia". 2

2 mid. h.27.
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Nurcholish Madjid lebih mementingkan bagaimana Islam bisa menjadi
suatu sistem yang dapat menguntungkan semua pihak berdasarkan ajaran
Islam yang dinamis dan universal sebagai cerminan dari watak inklusivisme
Islam itu sendiri. Gagasan cak Nur yang liberal ini memiliki titik temu dengan

pribumisasi Islam yang pernah dilontarkan oleh Abdurrahman Wahid.

Menurut Abdurrahman Wahid, negara adalah hukum dan sama sekali
tidak memiliki bentuk negara, tidak pula mengenal sistem pemerintahan yang
definitif. Yang penting bagi Islam adalah etik kemasyarakatan dan komunitas.
Sistem dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan sepanjang tidak

mengabaikan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid cukup mewakili
pandangan yang cenderung membatasi intervensi negara terhadap kehidupan
beragama. Negara bagi mercka tidak mungkin dapat mengetahui hati setiap
penduduknya, dan satu kawasan kehidupan yang sangat pribadi yang tidak
dapat mengacu pada aturan-aturan kenegaraan. Oleh karena itu ada batasan-
batasan tertentu dalam mencari hubungan agama dan negara, tapi tidak pula

harus dipisahkan secara totalitas.

Cendekiawan muslim lain, Munawir Sjadzali juga termasuk dalam
kelompok aliran ini karena pemikirannya yang menyatakan bahwa dalam
Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai, etika bagi kehidupan
masyarakat dan bernegara, seperti yang ditemukan dalam al-Qur'an yang

memiliki kelenturan dalam pelaksanaan dan penerapannya dengan
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memerhatikan perbedaan situasi dan kondisi antara satu zaman dengan zaman
yang lain serta antara satu budaya dengan budaya yang lain. Dalam kaitan ini,
Munawir tidak mempersoalkan bentuk negara, seperti Negara Pancasila
karena dianggap sebagai suatu implementasi dari sistem dan bentuk

kenegaraan yang selalu berkembang sesuai dengan semangat zaman.®

Sama seperti apa yang dikatakan Harun Nasution, pada prinsip utama
tujuan negara adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan Yang Maha
Esa, dan Pancasila menurut sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa,
bagi umat Islam Indonesia berarti tauhid sesuai dengan prinsip dasar ajaran

Islam.

Aliran ini berpendapat bahwa signifikansi agama dalam negara, bukan
karena agama memberikan penjelasan yang rinCi atau operasional terhadap
semua hal. Agama memberikan berbagai tujuan umum kepada manusia datam
kehidupan dan membantunya memusatkan kekuatan untuk berbagai tujuan
tersebut. Dengan demikian agama sebagai legitimasi atau paradigma etik dan
moral kenegaraan menjadi urgen dalam mengoperasionalkan prinsip-prinsip
ajarannya.

Gagasan universalitas Islam seperti itu, memberikan kejelasan tujuan

secara umum dalam kehidupan bernegara. Kuntowijoyo berpendapat bahwa

agama adalah penunjang politik dengan memberikan legitimasi kepada negara,

* Munawir Dzadjali, Op.Cit,h.236
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Kalau negara tersebut, agama dijadikan sebagai kekuatan pendorong dari

dalam, maka negara sebagai kekuatan dari luar.*

Kelompok ini mengakui kapasitas Nabi Muhammad sebagai pemimpin
agama, di samping pemimpin negara dan pemerintahan. Namun demikian
masyarakatnya tidak baku dalam Islam. Sistem yang terkandung dan berlaku
pada masyarakat politik di Madinah, bukan merupakan tipe tunggal dalam
masyarakat Islam. Ja merupakan satu bentuk dari berbagai bentuk masyarakat
Islam, karena itu dalam sistem bemegara tidak perlu harus sama modelnya
dengan praktik kenegaraan pada masa awal Islam. Bagaimanapun Nabi tidak

pernah menetapkan konsep yang baku dan harus ditiru umat Islam untuk masa

sesudahnya.

Kelompok aliran ketiga mempunyai pemikiran bahwa agama dan negara
adalah dua kutub yang berbeda. Masingmasing kutub mempunyai dimensi
yang berlainan pula. Oleh karena itu antara keduanya harus berjalan secara
terpisah. Kalau agama dan negara dijadikan satu dalam sistem kekuasaan,
maka justru agama akan kehilangan kekuasaannya karena ia gagal
mewujudkan fungsinya secara independen. Agama menurut mercka hanya
satu kebutuhan pribizdi, sedangkan negara adalah sebuah mesin hukum yang

cenderung untuk melegitimasi dan memformalkan setiap kekuatan sosial yang

ada di dalamnya.*’

“ Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Bandung: Mizan, 1997, h.192.

* Sirajudin. Op.Cit, h31.




35

Salah satu tokoh pemikir dari aliran ini adalah'Ali'Abd al-Raziq.
Bukunya yang berjudul A/-Islam wa Ushul Al-Hukm memuat kerangka pikir
tentang gugatannya terhadap sistem khilafah yang bermuara pada pemikiran
yang bersifat sekuler. Menurutnya, dalam sumber Islam, baik al-Qur'an
maupun al-Hadits tidak ditemukan nash yang secara eksplisit dan langsung
memerintahkan umat Islam agar mendirikan negara. Karena itu, pembentukan

negara bukan dari ajaran Islam melainkan tidak lebih dan sekadar tuntutan

sosial dan politik semata.

Menurut Abd al-Raziq, jika pembentukan negara menjadi salah satu
perintah agama, mengapa Nabi tidak pemah melakukan perubahan terhadap
model pemerintahan, sistem administrasi maupun peradilan yang selama ini
berlaku di lingkungan kabilah-kabilah Arab. Demikian pula, Nabi tidak
mengatur masalah rekruitmen seorang hakim, pemecatan gubernur serta
mengeluarkan peraturan sistem ekonomi seperti masalah perdagangan,

pertanian dan sebagainya.

Lebih lanjut Abd al-Raziq menjelaskan bahwa apabila Nabi Muhammad
dinyatakan pernah membentuk kekuasaan politik dan kenegaraan, mengapa
negara yang dibentuk itu tidak mempunyai satu perangkat pemerintahan yang
merupakan petunjuk kepada umat Islam tentang sistem pemerintahan dan
kaidah-kaidah syura (musyawarah). Hal ini tentunya satu petunjuk tentang
kedudukannya yang tidak berhubungan sama sekali dengan kekuasaan politik,
dan pemerintahannya merupakan tugas yang terpisah dari togas dakwah Islam

yang berada di luar Batas kerisalahannya. Dengan kata lain, pemerintahan
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yang dibentuk itu muncul dari amaliah keduniaan yang sama sekali tidak

terkait dengan togas kerasulannya.®

Dengan alasannya yang cukup argumentatif itu, Abd al-Raziq menolak
pendapat bahwa pendirian negara wajib atas pertimbangan syara'
Pemerintahan agama seperti sistem khilafah dan negara Islam tidak dikenal
dalam Islam. Baginya agama dan negara mempunyai tugas sendiri sendiri,

tidak seharusnya disatukan dalam satu lembaga kekuasaan.

Adapun kepemimpinan Nabi Muhammad adalah kepemimpinan
keagamaan yang diperoleh dari togas kerasulan. Maka setelah wafat, selesai
pula kepemimpinannya, kata 'Abd al-Raziq. Kalaupun ada kepemimpinan
sesudahnya, itu adalah bentuk barn bagi kepemimpinan umat Islam yang tidak
mempunyai kaftan sebelumnya, dan itu pun bersifat politik dan temporer. Satu
bentuk kepemi npinan yang bercorak kekuasaan politik dan pemerintahan

belaka, bukan kepemimpinan agama.

Kepemimpinan Abu Bakar menurutnya, sebagai awal kesalahan umat
Islam yang menafsirkan sebagai kepemimpinan agama. Meskipun dalam
pemerintahannya memerangi kaum yang murtad, tapi itu hanya refleksi dari
kepemimpinannya yang bermotif ekonomi karena sebagian umat Islam pada

waktu itu yang tidak mau membayar zakat. Pemikiran 'Abd al-Raziq tidak

% fbid h. 31
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beda dengan pemikiran sekuler Barat yang sama sekali tidak mengenal sistem

pemerintahan yang memiliki institusi- institusi keagamaan.

Karena kesamaan pemikiran Ali'Abd al-Raziq dengan sekularisme
Barat, ia dituduh sebagai pembawa misi penjajah dan musuh-musuh Islam,
merusak dan menyesatkan. Karena itu ia dianggap murtad oleh Ulama-ulama
Mesir, terutama Rasyid Ridha yang sangat reaksioner. Akhimya Abd al-Raziq

harus menerima kenyataan, ia dikucilkan serta dicopot gelar ilmiahnya.*’

Thaha Husen yang juga ulama dari Mesir memiliki pemikiran yang
sejalan dengan’Abd al-Raziq. Ja menganggap kepemimpinan Nabi Muhammad
di Madinah bukanlah kepemimpinan kenegaraan, karena negara Madinah yang
didirikan itu bukan atas perintah Allah atau berdasarkan wahyu. Oleh karena
itu, tidak pantas kalau umat Islam menganggap persoalan itu adalah sesuatu

yang sakral atau bagian dari ajaran Islam.

Pandangan Thaha Husen tidak hanya tertuju pada kepemimpinan Nabi
Muhammad, tapi juga para khalifah sesudahnya, yang dianggap sebagai
kekuasaan pemerintahan temporal semata, sehingga tidak harus disakralkan.
Suatu kekeliruan yang besar jika kepemimpinan Nabi dan Khulafa' al-
Rasyidin dianggap sebagai sesuatu yang berdasarkan syari'at (agama). Thaha
Husen membedakan antara yang sakral dan yang profan, sebagaimana is

membedakan antara agama dan politik. [a mengatakan bahwa sistem politik

** Ibid, h.32.
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itu dua hal yang terpisah, agama adalah sesuatu yang lain, demikian juga

politik sesuatu yang lain **

Pandangan kedua tokoh itu, memberi inspirasi kepada para pemikir
polittk kenegaraan Islam lainnya. Qamaruddin Khan dengan tegas
mengatakan, tak seorang nabi pun yang disebut di dalam al-Qur'an
diperintahkan untuk mendirikan negara Islam 31 Para nabi yang diutus oleh
Allgh kata Qamaruddin Khan hanya bertugas menyeru manusia untuk meng-
Esa-kan Tuhan. Karenanya, para utusan Allah itu hanya merupakan guru-guru

moral.

Qamaruddin Khan dalam mengemukakan argumentasinya diperkuat dan
dilengkapi dengan ungkapan Nabi Isa kepada rakyat Romawi yakni:
"Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi haknya, dan berikanlah Tuhan
apa yang menjadi hak-Nya".*’ Ungkapan ini sama dengan yang dikemukakan
'Abd al-Raz4q. Namun golongan lain menilai ungkapan tersebut, diberikan
Nabi Isa ketika umatnya terjajah di bawah dominasi penguasa asing yang

menganut kepercayaan yang berbeda.

Pendapat aliran ketiga ini yang memisahkan agama dan negara
menyalahi prinsip-prinsip umum tujuan Allah mengutus para nabi dan rascal,
utamanya misi yang dibawa Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir sepanjang

masa. Jika agama yang dibawa Nabi Muhammad hanya untuk urusan pribadi,

8 Ibid, h. 33.

® Ibid h 33.
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tentunya akan menggiring umat hanya untuk mereduksi agama sebagai
kebutuhan rohani. Sedangkan wurusan politik kenegaraan, dijalankan
berdasarkan rasionalisasi saja. Maka dari analisis ini penulis lebih cenderung

kepada pendapat aliran pertama dan kedua.

B. Perkembangan Sistem Pemerintahan Dalam Islam
Dalam beberapa kajian figh klasik, sering dijumpai pembagian wilayah
Islam ke dalam dua konsep teritorialreligius yaitu Dar al-Islam dan Dar al-
Harb. Dar al-Islam adalah wilayah damai, sebuah wilayah yang dihuni kaum
muslimin yang di dalamnya diatur menurut hukum Islam. Kemudian yang
disebut terakhir (Dar al-Harb) berarti wilayah perang atau wilayah yang dihuni
nonmuslim. Konsep figh kenegaraan ini setidaknya berlaku sejak masa awal

perkembangan Islam sampai zaman pra-modern.*

Memasuki abad modern (abad 19 dan 20), dunia Istam memulai babak
baru dalam sejarah politik kenegaraan. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh
penetrasi Barat yang membuat basis ideologis Islam tradisional atau Sistem
kenegaraan Islam secara cepat mengalami perubahan. Nasionalisme dan
sekulerisasi adalah altematif yang cocok untuk dikembangkan dalam sistem
kenegaraan Islam. Oleh karena itu, terjadinya keragaman dalam konsep dan
praktik bukan hanya dipengaruhi oleh tuntutan zaman, sejarah, latar belakang

budaya dan tingkat intclektual masyarakat muslim sendiri melainkan juga

pengaruh pemikiran asing (Barat).

% Ibid. h. 34.
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Untuk lebih jelasnya, keragaman sebagai proses perkembangan sistem
kenegaraan yang telah dipraktikkan umat Islam meliputi: sistem kenegaraan
masa Nabi di Madinah, sistem khilafah, pasca khilafah dalam hal ini Kerajaan

dan berbagai sistem kenegaraan pada masa modem.

1. Negara Madioah Periode Nabi Muhammad

Terlepas dari fenomena negara Madinah yang eksistensinya masih
diperdebatkan oleh para pemikir politik kenegaraan Islam hingga kini,
bahwa negara Madinah yang dibangun Nabi bersama komunitas muslim
saat itu, apabila diukur dari sudut definisi negara, baik dalam konsep yang
datang dari pemikir Islam sendiri maupun dan teori-teori kenegaraan
modem dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang telah memenuhi
persyaratan kenegaraan. Syarat tersebut antara lzin adanya wilayah
tertentu, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Artinya di zaman Nabi
Muhammad telah ada negara yang kepala negaranya adalah Nabi sendiri,
rakyatnya bangsa Arab yang pada mulanya terdiri dari orang muslim dan
nonmuslim, ada peraturan dan wilyahnya yakni Yastrib yang kemudian

berkembang keseluruh jazirah Arab.”"

Hasjmy justru memberikan kriteria khusus yang dimiliki negara

Madinah dengan segala perlengkapannya seperti:

3t hid h3s.




a. Undang-undang Dasar yang lengkap sempuma dan tetap berlakn

sepanjang zaman, yaitu al-Qur'an.

b. Pemerintahan yang teratur yang mempunyai Dewan Sekretariat,
tentara dan polisi yang pengaruhnya terasa dan ditaati, mengadakan
hubungan dengan beberapa negara di luar jazirah Arab.

c. Angkatan perang yang memelihara dan melaksanakan undang-undang
dasar serta perintah-perintah dan larangan-larangannya, di mana kaum
muslimin semuanya adalah sebagai anggota.

d. Sumber keuangan yang tetap yaitu segala jenis zakat, sedekah, pajak
basil bumi, pajak badan (kedua jenis pajak terakhir ini datang dari
bukan muslim).

e. Rakyat yang menaati dan menjalankan segala perintahnya.

f Daerah kekuasaan yang mempunyai kesatuan geografis, di mana
seluruh jazirah Arabia telah tunduk kepada negara baru ini, dan sampai
wafatnya Rasul tidak ada warga negara yang bukan Arab.

Dari kriteria di atas, segala yang diperlukan untuk suatu negara telah
dimiliki oleh negara Islam pertama itu. Dalam hal ini jelas bahwa umat
Islam mulai mengenal kehidupan bernegara dalam arti negara kota yang
sebelumnya belum dikenal dalam peradaban Arab. Dengan peradabannya
yang baru yaitu masyarakat yang Islam, bersatu dalam satu naungan
negara yang di dalamnya terdapat undang-undang mengenai hak-hak asasi
manusia, toleransi, kemerdekaan beragama dan menanamkan sikap

persaudaraan yang diikat atas dasar aqidah dan agama.
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Perkembangan masyarakat Madinah selanjutnya melahirkan sebuah
lembaga kekuasaan pemerintahan yang lebih formal yang berdasarkan
musyawarah. Negara kota (Madinah) ini kemudian diatur sebagai negara

hukum berdasarkan konstitusi tertentu yaitu Konstitusi Madinah.

Sejalan dengan perkembangan di atas, kaum muslimin Madinah
dalam bai'at Aqabah pertama dan kedua melepaskan hubungan mereka
dari ikatan kabilah dan bersatu dalam agama yang dibawa oleh Nabi
Muhammad. Tkatan persaudaraan yang dibentuk oleh Nabi itu merupakan

awal terbentuknya persaudaraan umat Islam untuk yang pertama kali. K.

Hitti menggambarkannya sebagai “suatu miniatur dunia islam. Nurcholish
Madjid menyebutkannya sebagai titik permulaan berdirinya organisasi

politik dalam sejarah Islam.

Kebijakan politik Nabi Muhammad tentang negara Islam yang baru
itu dituangkan dalam satu naskah politik yang dikenal dengan nama
nSahifah" atau "Piagam Madinah" yang oleh ahli-ahli politik modem

disebut Manifesto Politik Pertama Dalam Islam.

Sebagian para ahli menyatakan bahwa Piagam Madinah merupakan
penjabaran dari prinsip-prinsip al-Qur'an mengenai kemasyarakatan dan
kenegaraan sekalipun wahyu belum lagi rampung diturunkan. Akan tetapi
dalam kenyataan sejarah, menjadi bukti bahwa ketetapan Nabi itu
merupakan rumusan peraturan dan undangundang kemasyarakatan dalam

piagam yang mendahului ayat-ayat tentang kemasyarakatan atau
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kehidupan sosial politik yang belum turun secara sempuma, dan ini
merupakan langkah politik yang mengajarkan svatu macam ideologi yang
bermuatan “siyasah". Lalu kata siyasah inilah yang kemudian dibawa ke
tengah gelanggang politik internasional, sehingga perkataan ini pula yang
menjadi juru bahasa atau istilah politik yang tepat untuk konteks aktivitas

kenegaraan.

Yang menarik dari pembentukan negara Madinah adalah
terpenuhinya dua kedaulatan yang berjalan secara integral. Pertarna,
kedaulatan syari'at Islam sebagai undangundang negara, dan kedua,
kedaulatan ummah. Oleh karena itu, aktivitas Nabi di Madinah dalam
bidang sosial politik senantiasa memerintahkan kepada umat agar selalu
bermusyawarah dalam setiap urusan mereka sebagai aplikasi dari muatan
Piagam Madinah. Masalah-masalah ibadah, hukum dan sebagainya

dijalankan sebagai aplikasi dari syari‘at (al-Qur'an).

Jadi, syariat menjadi sumber dari segala sumber hukum yang
berlaku di negara Madinah tetap menjadi acuan utama dalam dimensi
ubudiyah, sedangkan Piagam Madinah yang merupakan Konstitusi
dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat sosial politik kenegaraan.
Mengingat negara Madinah waktu itu memiliki warga negara yang

majemuk, baik suku maupun agama.

Dengan adanya komunitas sosial kemasyarakatan yang beragam,

maka dalam upaya melakukan konvergensi sosial di negara yang baru




terbentuk, Nabi Muhammad sebagai kepala negara dan kepala

Pemerintahan segera meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat.

Dasar pertama, membangun masjid yang mempunyai multifungsi,
tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi untuk tempat bermusyawarah
bahkan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Dasar kedua, adalah
ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim yaitu antara
Muhajirin dan Ansor yang diharapkan agar setiap komunitas muslim
merasa terikat dalam satu persaudaraan dan kekeluargaan yang

berdasarkan agama. Kedua langkah tersebut, pada dasamya telah
dilakukan Nabi Muhammad sebetum ditetapkan Piagam Madinah. Dasar

ketiga, membina hubungan persahabatan dengan pihak-pihak yang bukan
muslim, seperti golongan masyarakat Yahudi dan penganut agama
paganis. Agar stabilitas dapat diwujudkan. Nabi mengadakan ikatan
perjanjian dengan mereka. Perjanjian itulah yang kemudian menjelma

menjadi sebuah konstitusi.

Pada perkembangan sclanjutnya, Nabi Muhammad meletakkan
dasar-dasar yang kuat bagi segala urusan kenegaraan. Hal ini disampaikan
dalam khutbah wada' menjelang Nabi wafat. Dasar-dasar tersebut menurut

A. Hasjmy antara lain:

a. Persaudaraan Islam, persamaan derajat dan permusyawaratan.
b. Jaminan kehormatan jiwa, harta dan kehormatan pribadi manusia.

c. Kewajiban memelihara dan menunaikan amanah.
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d. Keharusan membersihkan modal usaha (kapital) daripada noda riba.
. Penetapan "hak dan Kewajiban" timbal batik bagi suami istri.

Sistem kenegaraan Madinah mempunyai sistem yang unik yang
tidak dimiliki negara mana pun sesudahnya. Nabi Muhammad yang
kapasitasnya sebagai rasul sekaligus sebagai kepala negara di dalam
menjalankan tugas-tugas kerasulannya, memiliki hak untuk menetapkan
hukum baik berdasarkan atas prinsip dasar wahyu maupun atas dasar

ijtihadnya yang disebut dengan al-4hkam al-Nabawiyyat.

Pengertiannya bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan prinsip
keseimbangan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat bagi
umatnya, yang indikatomnya dapat dilihat pada prinsip-prinsip dasar
keadilan, musyawarah, semangat egaliter, kesejahteraan sosial, semangat

persatuan dan kesatuan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama,

yang kesemuanya ini telah dijalankan dengan baik. Dari indikator tersebut
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem kenegaraan yang dibangun
Nabi Muhammad adalah bercorak "konstitusional-demokratis*. Dengan
kata lain pemeruitahan Nabi di Madinah berdasarkan syari‘'at Islam yang

bersifat permusyawaratan.

Sistem musyawarah ini kemudian menjadi pedoman para Khulafa'
al-Razsyidin untuk memimpin negara Madinah yang bercorak

kekhilafahan pascanabi. Suatu sistem kenegaraan Islam yang memiliki

paradigma baru.
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2. Negara Madinah Periode Khulafa' al-Rasyidin

Proses kelanjutan negara Madinah yang dibangun Nabi Muhammad
hampir saja menjadi sumber perpecahan di kalangan para sahabat,
terutama antara golongan Mubhajirin dan Ansor. Pangkal persoalannya
karena Nabi tidak sedikit pun meninggalkan sebuah eksperimentasi
kenegaraan yang baku untuk dipedomani bagi generasi penerus pasta
kepemimpinannya. Kalau kapasitasnya sebagai Rasul dapat dimaklumi
karena ia adalah sebagai Nabi yang terakhir. Akan tetapi yang menyangkut
soal kepemimpinan politik dan kenegaraan justru menjadi perdebatan,
apalagi tradisi masyarakat Arab yang tidak menghendaki kekosongan

kepemimpinan,

Meskipun al-Qur'an tidak mengungkapkan secara eksplisit mengenai
sistem kenegaraan, dan Nabi sendiri tidak membuat aturan yang baku,
tetapi prinsip musyawarah yang selalu dipraktikkan Nabi Muhammad

semasa hidupnya ternyata mampu menjadi solusi di saat-saat kritis dalam

perdebatan tentang siapa penggantinya.

Forum musyawarah atau juga disebut pertemuan politik berlangsung
di Bani Saqifah, meski terkesan alot, tapi terbuka dan demokratis. Abu
Bakar akhimya terpilih untuk menggantikan Nabi Muhammad sebagai
pemimpin negara. Hasil musyawarah ini, mulailah era baru sistem

kenegaraan Islam pascakepemimpinan Nabi.
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Kepemimpinan Abu Bakar itu kemudian mendapat gelar "Khalifah
Rasulillah”. Sedangkan negara yang dipimpinnya disebut "Khilkfah" yang
berarti sebutan bagi pemerintahan pada masa tertentu. Penggunaan term
khilafah ini dapat pula diartikan pemerintahan atau institusi pemerintahan
dalam sejarah Islam Hasbi Ash-shiddieqy melitat dari  aspek
pemakaiannya bahwa khilafah adalah tantangan dari Kisrawiyah dan
Kaisariyah. Kisrawiyah dan Kaisariyah adalah suatu pemerintahan yang
tujuannya menjajah bangsa-bangsa lain untuk memperoleh kekuasaan.
Oleh karena itu untuk membedakan tata aturannya, sistem pengendalian
dalam pemerintahan [slam pascanabi menggunakan term yang diambil dari
maddah al-Khilafah, yakni suatu sistem yang baru, baik zatnya maupun
dari segi tujuannya.

Bai’at yang merupakan legalisasi kekuasaan sebagaimana yang
pernah dilakukan oleh masyarakat Madinah pada peristiwa bai'at aqabah
pertama (621 M) dan agabah kedua (622 M) kepada Nabi, menjadi tradisi
dalam setiap pengangkatan Khulafa' al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar,
Usman dan Ali). Meskipun yang disebut terakhir tidak mendapat bai at

dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan kawan-kawan.

Yang menarik dari bai'at ini adalah realisasi dari teori kontrak sosial
yang pemah dirumuskan al-Mawardi pada abad 11 M pemilihan Abu
Bakar sebagai khalifah tidak didasarkan atas keturunan, keseniorannya,
tapi karena Abu Bakar memang memiliki pemahaman agama yang tinggi,
di samping berakhlak mulia, dan paling awal masuk Islam serta dipercaya




48

oleh Nabi. Kepercayaan ini tidak pula berarti para khalifah itu maksum.
Karena itu setiap pergantian kbalifah selalu diawalli pidato yang
menyebutkan dirinya tidak lain adalah orantg yang mengemban amanat.
Dalam konteks inilah 'Abul A'la Mawdudi mengatakan bahwa negara yang
ditegakkan untuk melaksanakan sistem khilafah wajib ditaati rakyat dalam
hal-hal yang ma'ruf, dan tidak ada kewajiban soal-soal maksiat atau segala

sesuatu yang berlawanan derngan syari'at Allah clan perundangundangan-
Nya.

Lain halnya sisteim kerajaan yang tidak memberi kebebasan rakyat
dan ter-pasung dalam kekuasaan raja. Bai'at berlangsung berdasairkan
kekuatan bahkan tidak lagi merupakan persyaraitan awal dalam bangunan
sebuah negara. Oleh karena ittu, meskipun seorang Khalifah (raja)
melakukan kesalaharn, rakyat tidak dapat memaksanya untuk melakukan
kebijakan yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. A}palagi seorang
kepala negara (raja) yang menganggap diriinya bayangan Allah di muka

bumi.

Abu Bakar menjzadi khalifah cukup singkat yaitu 2 tahun (11-13
H), tapi pelngangkatannya merupakan awal terbentuknya pemerintalnan
negara Madinah model Khilifah dalam sejarah Islam. Pemerintahan model

Khilafah ini tampaknya belum berbeda jauh dengan sistem pemerintahan

pada masa Nabi.
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Sepeninggal Abu Bakar, jabatan khalifsh diamanatkan kepada
‘Umar bin Kihaththab yang bergelar Khalifatukhalifatu IZasulullah,
Namun Umar sering dipanggil Amir al-Mu'min. Umar tidakc diangkat
berdasarkan musyawarah, melainkan penunjukain Abu Bakar yang
didahului konsultasi dengan sahabatt lain. Abu Bakar mengambil inisiatif
ini karena khawatir akan terulang peristiwa Bani Sagifah. Oleh karena itu
sikap Abu Bakar ini dianggap para Yuris Sunni sebagai ijtihad Abu Bakar
pribadi.

Di zaman pemerintahan Umar terjadi perluasan daerah yang begitu
cepat schingga administrasi pemerintahan mengalami perkembangan.
Sistem pembayaran gaji dan pajak mulai diatur dan ditertibkan, pengadilan
didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga

eksekutif, jawatan kepolisian dibentuk.

Salah satu mekanisme pemerintahan yang penting ialah
pembentukan Majelis Permusyawaratan yang anggota-anggotanya terdiri
dari suku Aus dan Kazraj yang berfungsi sebagai lembaga legislatif.
Dengan demikian ‘Umar jauh sebelum lahimya teori "Trias Politica” telah
mengatur administrasi pemerintahannya melalui pembagian atau
pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif yang ia pimpin, sedangkan yudikatif
dilimpahkan kepada hakim dan kekuasaan legislatif ada pada Majelis

Permusyawaratan,
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Dalam kebijaksanaan administrasi pemerintahan daerah, Umar
menerapkan Sistem desentralisasi yakni otonomi seluas-luasnya bagi
pemerintahan  daerah, menetapkan dasar-dasar pengelolaan negara,
senantiasa memerhatikan kemaslahatan rakyat dan melindungi hakhaknya.
Umar juga menanamkan semangat demokrasi, baik di kalangan rakyat
maupun para pejabat negara. Dari kebijaksanaan politik yang dilakukan
Umar ini dapat dikatakan bahwa masa pemerintahan Umar adalah suatu

masa di puncak kejayaan negara Madinah.

Sebelum Umar bin Khaththab meninggal, is membentuk formatur
yang beranggotakan tujuh orang termasuk anaknya Abdullah bin Umar.
Tapi 'Abdullah tidak diberi hak untuk dipilih. Dalam pertemuan tim tujuh

ini Usman bin Affan ditunjuk sebagai khalifah pengganti 'Umar.

Usman bin Affan (23-35 H) menjadi khalifah ketiga yang
kedudukannya sebagai khalifatu Rasulullah. Meskipun pengangkatan
Usman diwarmmai dengan aspirasi masyarakat yang terpolarisasi antara
kubu Usman dan Ali, namun bai'at kepadanya tetap dilakukan
sebagaimana dua khalifah sebelumnya. Dalam pidato pembai
atannya,'Usman menegaskan akan meneruskan kebiasaan yang dilakukan
pendahulunya. Namun demikian, dalam praktik politik Usman bersikap
“nepotisme” yang memicu rakyat membuat mosi tidak percaya. Usman
terbunuh oleh kelompok pemberontak yang datang dari Mesir. Kematian

Usman yang sangat tragis dan temoda dalam catatan sejarah Islam,
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memaksakan Ali bin Abi Thalib memegang kendali sistem kekhilafahan

selanjutnya,

Ali bin Abi' Thalib (35-40 H) diangkat menjadi Khalifah keempat
melalui proses penyelenggaraan pemilihan yang jauh dari sempurna,
Mengingat situasi politik waktu itu yang instabilitas, akibat dar
pembunuhan Usman. Namun seperti sebelumnya, pembai'atan tetap
berjalan dan orang pertama yang menyatakan bai'at kepada Ali ialah
Talhah bin Ubaidillah. Kemudian diikuti oleh orang banyak, kecuali
Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang ingin menuntut tanggung jawab atas

kematian Usman.

Selain itu jabatan khalifah menurut Mu'awiyah tidak lagi hak
monopoli orang yang berada di Madinah, mengingat wilayah Islam yang
sudah semakin luas. Tantangan Mu'awiyah ini kemudian diikuti sejumlah
sahabat di Madinah yang akhimya membawa perpecahan secara
konfrontatif dan petaka bagi dunia perpolitikan umat Islam kala itu.

Meskipun Ali bin Abi Thalib berusaha untuk mengembalikan
kejayaan kekhalifahan pendahulunya yakni Abu Bakar dan Umar, serta
prinsip agama yang mengendalikan sistem politik, namun keadaan tetap
tidak terkendali, pertempuran tidak terhindarkan, baik dari kubu A'isyah,

Talhah dan Zuber maupun dari Mu'awiyah serta para pendukungnya.

Di tengah-tengah krisis politik yang melanda pemerintahan Ali,
masalah-masalah yang prinsip seperti musyawarah, pengadilan bebas,
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kebijaksanaan kevangan negara untuk kemaslahatan dan sebagainya tetap
dijalankan. Akan tetapi Ali tetap harus menghadapi risiko politik yang

mengakibatkan ia mati terbunuh.

Kematian Ali digantikan oleh putranya Hasan selama beberapa
bulan. Karena Hasan lemah dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk
mengambil alih jabatan khalifah tersebut. Dengan demikian masa Khulafa'
al-Rasyidin berakhir dan mulailah kekuasaan Bani Umavyah yang
bercorak dinasti (kerajaan) membawa konsekuensi terhadap perubahan
sistem kenegaraan dari kekhilafahan yang demokratis ke monarki absolut

berpusat di Damaskus:

. Sistem Kenegaraar Pasca-Khulafa’ al-Rasyidin

Setelah periode Khulafa' al-Rasyidin (11-40 H) berakhir, umat
Islam memasuki era baru dalam sistem kehidupan bernegara. Kalau pada
masa kekhilafahan rakyat yang menjadi alat legitimasi kepemimpinan,
pada masa sesudahnya rakyat tidak lebih dari objek kekuasaan oleh
penguasa. Penunjukan putra mahkota untuk memangku jabatan kepala
negara adalah suatu sistem yang dianggap terbaik sehingga kekuasaan
rakyat terpinggirkan bahkan hilang sama sekali. Ciri musyawarah dan
kebebasan berpendapat tidak ditemukan lagi. Para khalifah menyebut
dirinya bukan lagi khalifah Rasulullah melainkan khalifah Allah di muka

bumi.
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Terjadi perubahan sikap bahwa khalifsh yang lebih banyak
meniru cara Kaisar dan Kisra daripada cara hidup Nabi dan Khulafa' al-
Rasyidin. Mereka membangun istana kerajaan untuk tempat tinggal yang
dilengkapi dengan pengawalan yang menjadikan hubungan rakyat dan
penguasa terputus. Perubahan sikap dan sistem ini membuat garis
pembeda antara sistem kekhilafahan dengan sistem kenegaraan

sesudahnya yang disebut oleh Mawdudi system kerajaan.

Meskipun ada yang mengatakan bahwa hakikat sistem

kekhilafahan berakhir setelah Kemal At-Taturk menghapusnya pada
tanggal 23 Maret 1924, ketika itu Kerajaan Usmani beralih menjadi negara

republik. Namun para tokoh pemikir kenegaraan seperti Mawdudi, Hasan
al-Banna tetap memberi klasifikasi khusus bahwa sistem khilafah yang

ideal dan benar hanya pada masa Khulafa' al-Rasyidin.

Pembahasan masa pasca-Khulafa' al-Rasyidin ini tertuju kepada
dua dinasti yaitu Mu'awiyah dan Abbasiyah. Corak kenegaraan dua dinasti

ini, memakai sistem kerajaan yang indikatomya telah disinggung di atas.

Pertama, Dinasti Umayyah (41-132 H). Pada masa kerajaan ini,
diawali kepemimpinannya oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang
mengambil jabatan kekhalifahan dari tangan Hasan secara tidak wajar,
Kendati Mu'awiyah juga dibai'at, namun itu hanya karena terpaksa untuk
menghindari perpecahan. Rakyat melihat kenyataan bahwa tidak ada

pilihan lain untuk menolak.
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Perubahan sistem kenegaraan pada dinasti ini adalah peralihan
kekuasaan yang turun-temurun melalui Wilayat al-Ahd, artinya suksesi
kepemimpinan dengan jalan penunjukan putra raja. Di sini rakyat harus
mengakui tanpa syarat seperti penunjukan Yazid yang menggantikan
ayahnya (Mu'awiyah bin Abi Sufyan), padahal Yazid belum tentu

didukung oleh rakyat.

Sistem bar'at tidak termasuk hal prinsip karena legalitasnya

berdasarkan kepada al-Qur'an surat al-Bagarah ayat 30. Ayat ini
diapresiasi bahwa jabatan Khalifah diartikan sebagai wakil Allah dalam
memimpin umat. Atas dasar inilah keputusan-keputusan Khalifah seolah
berdasarkan perkenan Allah, maka siapa yang menentangnya adalah kafir.
Di sini dapat diambil suatu pengertian bahwa substansi khalifah telah

mengalami pergeseran yang sangat mendasar,

Kemudian yang penting adalah terjadinya perubahan sosial pada
masa dinasti ini. Fanatisme kesukuan (ashabiyah) Arab Quraisy bangkit
kembali. Politik kasta antara Arab dan Mawali diperlakukan meskipun
bertentangan dengan ajaran Islam. Agama tidak berfungsi lagi menjadi
landasan politik kenegaraan.

Terlepas dari nilai negatif sistem dinasti (kerajaan) Banff
Umayyah, namon di bidang administrasi negara mengalami

perkembangan. Kalau pada masa khalifah 'Umar ada suatu Diwan yang




55

disebut Diwan al-Jund, maka pada masa Dinasti Umayyah terdapat lima

Diwan yaitu:

a. Al-Nidham al-Shiyisy (organisasi politik)

b. Al-Nidham al-Idary (organisasi tata usaha negara)
¢. Al-Nidham al-Maly (organisasi keuangan/ekonomi)
d. Al-Nidham al-Harby (organisasi pertahanan)

e. Al-Nidham al-Qadh'i (organisasi kehakiman)

Sedangkan al-Kitabah ditetapkan menjadi lima yaitu :

a. Katib al-Rasail (sekretaris negara)
b. Katib al-Kharraj (sekretaris negara pendapatan)
¢. Katib al-Jand (sekretaris militer)
d. Katib al-Syurthut (sekretaris kepolisian)
e. Katib al-Qadhi (sekretaris kehakiman).
Perubahan dan perkembangan kelembagaan administrasi negara
pada masa ini disebabkan tuntutan keadaan dengan semakin bertambah
luasnya wilayah kekuvasaan Islam. Pemerintahan Dinasti Umayyah ini

mencapai puncak kejayaan pada masa khalifah Umar bin Abdul Azis.

Kedua, Dinasti Abbasiyah (750-1258 M). Sebagaimana halnya
Dinasti 'Umayyah, Dinasti Abbasiyah dalam mempertahankan
kekuasaannya dilakukan dengan cara kekerasan dan intrik-intrik politik.
Sistem monarki absolut tetap terjadi. Hanya kedudukan khalifah pada

masa ini menempatkan diri mereka sebagai Zhilullah fi al-Ardh (bayangan
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Allah di bumi) yang sedikit mengalami kedudukan lebih tinggi daripada
khalifth Bani 'Umayyah. Dalam lembaga pemerintahan tidak jauh
perbedaan dari masa sebelumnya. Perkembangan yvang tampak adalah
jabatan wazir (menteri) seperti menteri zaman sekarang. Jabatan wazir ini
adalah yang baru dalam sistem kenegaraan Islam, karena sebelumnya baru
berupa tugas-tugasnya saja, belum terlembagakan secara resmi sebagai
halnya pada masa Dinasti Abbasiyah. Pemerintahan Dinasti Abbasiyah int
mencapai puncaknya pada masa Abd Ja'far al-Mansur, al-Mahdi, Harun
alRasyid dan al-Makmun. Dinasti inilah yang membawa dunia Islam
menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta menjadi kekuatan

adidaya di dunia belahan timur.

Dinasti Abbasiyah ini mengalami masa-masa disintegrasi (1000-
1250 M). Sejumlah daerah yang jauh dari pusat mendirikan dnasti-dinasti
kecil antara lain Dinasti Idrisi, Aghlabi, Saffari dan lain-lain. Dengan
demikian Baghdad pada waktu itu terdapat dua penguasa yakni khalifah
sebagai pemegang kekuasaan spiritual dan sultan sebagai pemegang

kekuasaan temporal.

Selanjutnya perubaban dan perkembangan terjadi pada eksistensi
khilafah Khilafah di Baghdad bukan lagi satusatunya di dunia Islam, tapi
ada khilafah Dinasti Umayyah (750-1492 M) di Andalus dan khilafah
Dinasti Fatimiyah (909-1171) di Tunis yang kemudian pindah ke Mesir.

Setelah runtuhnya kekhilafahan di Baghdad muncul pula tiga kerajaan
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besar antara lain kerajaan Safawi di Persia (12521736), Kerajaan Usmani

di Turki (1300-1924) dan Kerajaan Mughal di India ¢ 1482-1858).

Perubahan dari sistem kekhilafahan ke sistem kerajaan telah pula

menyebabkan pergeseran dalam sistem kenegaraan secara mendasar.

Ibnu Khaldun melihat perubahan dari sistem khilafah ke sistem
kerajaan adalah akibat dari keadaan yang berkembang untuk kembali ke
ashabiyah. Kalau pada awal Islam bermotif keagamaan, maka pada masa
kerajaan ini dilatarbelakangi oleh ashabiyah atau kekuatan, tapi substansi
kekhilafahan masih tetap ada. Oleh karena itu ITbnu Khaldun masih
mentolerir sistem kerajaan selama masih memiliki motif-motif keagamaan

dan menuju kepada kebenaran, bukan yang menuju kepada kebathilan.

Ibnu Khaldun melihat perubahan itu melalui proses sejarah yang
merupakan sunnatullah. Lalu menganalisis dengan pendekatan sosiologis-
historis yang lebih luas dan pemikiran figihnya. Sedangkan al-Mawardi
yang lebih kompromistis terhadap penguasa di zamannya, hanya
memusatkan diri pada teori dan pemikiran ideal dengan melupakan
kenyataan hidup yang telah terputus hubungannya dari teori klasik, kata

Brokelman.

Pemikir politik zaman Kliasik dan Pertengahan, baik al-Mawardi,
al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun menerima sistem kenegaraan

yang ada, dan baru kemudian menawarkan saran-saran perbaikan atau




reformasi. Upaya legitimasi pada sistem yang ada dinilai hanya untuk

mempertahankan status quo kekuasaan politik di masanya.

Penilaian di atas terlalu berlebihan. Mereka tidak memandang dari
aspek upaya para pemikir Klasik dan Pertengahan tersebut untuk
menegakkan agama dalam suatu sistem kekuasaan. Itu sebabnya al-
Ghazali meminjam suatu ungkapan bahwa agama dan raja ibarat dua anak
kembar; agama adalah suatu fondasi sedangkan sultan adalah penjaganya.
Sesuatu yang tanpa pondasi akan mudah runtuh, dan suatu pondisi tanpa
penjaga akan hilang. Senada dengan al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah juga
mengungkapkan bahwa 60 tahun di bawah sultan yang zalim lebih baik
daripada satu malam tanpa sultan. Ungkapan tersebut menunjukkan
keharusan adanya kepala negara, tapi secara implisit berarti keharusan
mempertahankan eksistensi agama. Bukankah masa itu orientasi pemikiran

kenegaraan dalam Islam adalah al-Islam Din wa al-Dawlah?

Meskipun Kerajaan Usmani dapat bertahan lama (1300-1924),
tetapi gelombang reformasi politik menjadi agenda tersendiri terutama
pada masa gerakan renaisans di Eropa (abad 16-17 M) yang melahirkan
perubahan-perubahan besar dalam sejarah dunia. Bersamaan dengan itu
dunia Islam sedang mengalami kemunduran, sementara Barat terus maju

dan menjajah wilayah-wilayah Islam lainnya.

Sistem kenegaraan Barat yang demokratis-konstitusional dengan

cepat merambah ke dunia Islam, khususnya di Kerajaan Turki Usmani
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yang masih mempertahankan Sistem monarki absolut, Kekuasaan absolut
sultan dianggap sebagai penyebab utama kemunduran Islam. Oleh karena
itu usaha pembaruan di Turki yang dilakukan Usmani Muda melalui
tokohnya Namik Kemal (1840-1885) berusaha mengubah  sistem
kenegaraan dari monarki absolut ke monarki konstitusional (1876).
Dengan demikian langkah perubahan ini menjadi salah satu tahapan dari

Sistem kenegaraan di dunia Islam abad 19.

Memasuki abad 20, upaya pembaruan di Kerajaan Usmani
mencapai puncaknya setelah Kemal At-Taturk menghapus lembaga
khilafah (1924). Penghapusan lembaga khilafah ini karena Turkt yang
lebih dahulu menyatakan diri negara republik (1921) dengan kepala
negaranya seorang presiden menimbulkan kerancuan dalam teori dan
praktik. Khalifah masih diberi pengertian lama yaitu kepala negara dan
kepala agama dalam dunia Islam yang berarti terjadi  dualisme
kepemimpinan negara di Twrki. Dengan dihapusnya lembaga khilafah
terscbut, maka berakhirlah sistem kekhilafahan dunia Islam dengan
membawa konsekuensi perubahan sistem dan struktur kenegaraan yang
berdasarkan faham nasionalisme. Dengan kata lain suatu perkembangan
konsep daulah dalam Islam yang bergerak dari negara universal menuju
sistem negara bangsa atau negara nasional. Hamid Enayat dalam
komentarnya mengatakan bahwa penghapusan lembaga khilafah di Turkj
karena terjadinya benturan antara gagasan nasionalisme oleh rakyat Turki

dengan pan-Islamisme. Atau konflik antara sistem kenegaraan yang
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didirikan atas dasar kehendak rakyat dengan sebuah negara muslim yang

supra nasional.

4. Pasca Kekhilafahan/Kerajaan

Hapusnya lembaga khilafah di Turki mengakibatkan dunia Islam
kembali memasuki era baru dalam sejarahnya. Umat Islam tidak lagi
terpolarisasi pada eksperimentasi kenegaraan yang terikat den gan ideologi-
Islam sebagai pemersatu dalam satu daulah Islamiyah. Akan tetapi telah
berkembang pada satu gagasan atau sistem yang berdasarkan
nasionalisme. Munculnya gagasan ini yang diikuti dengan berdirinya
partai-partai politik merupakan modal utama umat Islam dalam perjuangan

untuk mewujudkan negara bangsa (national state) yang merdeka, bebas

dari pengaruh politik Barat.

Menurut  Munawir ~ Sjadzali, terdapat tiga hal yang
melatarbelakangi pernikiran politik Islam kontemporer yang mulai muncul

menjelang akhir abad 19 M. Ketiga hal tersebut adalah:

Pertama, bersumber dari faktor-faktor  internal yang
menyebabkan kemunduran dan kerapuhan dunia Islam itu sendiri dan
akibatnya muncul gerakan-gerakan pembaru dan pemurnian. Kedua,
retaknya hubungan baik antara dunia Islam dengan Barat yang

merongrong keutuhan kekuasaan politik yang berakhir dengan dominasi

Aunawir Sjadzali. Op.Cit.h. 115.
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atau penjajahan terhadap sebagian besar wilayah Islam, dan
kemunculannya itu sikap antibarat yang melanda umat Islam di berbagai
belahan dunia, Ketiga, keunggulan Barat dalam peradaban, ilmu
pengetahuan, teknologi maupun bidang organisasi. Tiga hal tersebut
sangat mewarnai orientasi para pemikir kenegaraan Islam pada zaman
baru. Tetapi tiga hal itu pula yang mengakibatkan adanya keanckaragaman
aliran pemikiran. Akibatnya praktik kenegaraan memasuki zaman modern

di dunia Islam sangat beragam.

Terjadinya keragaman praktik dan pemikiran kenegaraan tidak
hanya dipengaruhi dari dalam Islam itu sendiri seperti yang telah
disinggung pada awal pembahasan ini. Akan tetapi baik faktor intern
maupun ekstern sama-sama turut berpengaruh terhadap keragaman
tersebut. Eksperimentasi kenegaraan tumbuh beragam atas dasar ideologi

yang berbeda pula.

Pada masa ini, Islam tidak lagi dihadapkan pembicaraan pada
tataran ideologis semata tetapi mengembalikan pengertiannya pada seluruh
aspek kehidupan dengan tugas Islam yang utama yaitu mengembangkan
etika social (social ethics) yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan
umat manusia, baik melalui bentuk masyarakat yang bemama negara

nasional maupun negara bangsa atau di luamya.

Menurut Azyumardi Azra, keragaman sistem kenegaraan dan

pengalaman politik “negara-negara Islam"™ dewasa ini, di samping
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bersumber dari perkembangan pemikiran dan perbedaan pendapat di
kalangan para pemikir politik kenegaraan Islam tentang hubungan antara
din dan daulah, juga banyak dipengaruhi oleh tingkat kedalaman pengaruh
Barat atas wilayah muslim tertentu. Sementara tingkat penetrasi "Islam" ke
dalam negara dan politik juga berbeda-beda. Akhimya pada wujudnya
yang konkret, mengandung suatu pertanyaan yang besar, manakah di
antara negara muslim di era modem ini yang betulbetul sebagai prototype
(pola dasar) dan apa yang disebut "negara Islam". Apakah Iran atau Arab
Saudi atau bahkan Pakistan yang dapat disebut sebagai representasi

"negara Islam” yang sesungguhnya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas bahwa
paradigma pemikiran kenegaraan dalam Islam masih perlu diapresiasi,
karena itu masih terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan
agama dan negara. Konsekuensi logis dari perbedaan pandangan tersebut
membawa kepada keragaman dalam praktik, Khususnya pada

eksperimentasi kenegaraan masa kini, Hal ini diperkuat tidak adanya suatu

aturan yang baku, baik dalam al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi.

Munculnya Barat sebagai kekuatan di berbagai belahan dunia
pada abad 20, berpengaruh pula terhadap gagasan mengenai sistem

kenegaraan dalam Islam.
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C. Pemikiran Politik Islam Pada Zaman Klasik Dan Pertengahan

Di bawah pemerintahan Abbasyiah dunia ilmu pengetahuan
mengalami masa keemasan, khususnya dalam dua ratus tahun pertama dari
lima ratus tahun kekuasaan dinasti itu Berkat kelonggaran dan bahkan
dukungan dari para penguasa waktu itu kegiatan para ilmuwan dari berbagai
cabang ilmu amat melonjak. Para ahli bahasa Arab dengan penuh gairah
menyusun kaidah-kaidah bahasa — naAwu dan sharaf. Kritik sastra makin riuh.
Pada masa itu pulalah tersusun buku-buku kumpulan Hadis, termasuk Shahih
Bukhari dan Shahih Muslim. Dalam bidang ilmu hukum Islam (figh) mazhab-
mazhab bermunculan, dan empat darinya masih tetap bertahan sampai
sekarang — Hanafi, Maliki, Syafi’l dan Hambali. Makmun, khalifah Abbasyiah
yang ketujuh, sangat besar pethatiannya kepada pengembangan ilmu
pengetahuan, tidak terbatas pada ilmu-ilmu agama dan sosial, tetapi juga ilmu
lain seperti ilmu pasti dan ilmu alam. Dia juga terkenal sebagai pengagum
ilmu-ilmu Yunani, termasuk filsafatnya. Maka beliau memerintahkan
melengkapi perpustakaan negara Bait Al-Hikmah dengan buku-buku asing di
samping buku-buku Islam, dan untuk itu memerintahkan membeli karya-karya
tulis Yunani kemudian disalin ke dalam bahasa Arab. Dengan demikian
perkenalan para ilmuwan Islam dengan alam pikiran Yunani makin meluas
dan mendalam, yang pada waktunya akan menimbulkan perhatian dan hasrat
di kalangan sarjana-sarjana Islam untuk mempelajari masalah-masalah
kenegaraan secara rasional, dan kemudian lahirlah sejumlah pemikir Islam

yang mengemukakan gagasan atau konsepsi politiknya melalui karya tulis.
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Sarjana Islam pertama yang menuangkan gagasan atau teori politiknya
dalam suatu karya tulis adalah Syihab al-Din Ahmad Ibnu Abi Rabi’, yang
hidup di Baghdad semasa pemerintahan Mu’tashim, khalifah Abbasyiah
kedelapan, putra Harun Rasyid dan yang menggantikan abangnya, Makmun.
Setelah Ibnu Abi Rabi’ kemudian menyusul pemikir-pemikir seperti Farabi,
Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah yang hidup setelah runtuhnya kekuasaan
Abbasyiah di Baghdad, dan Ibnu Khaldun yang hidup pada abad XIV Masehi
dan terakhir menjabat sebagai Hakim Agung Mazhab Maliki di Mesir. Mereka
ity kiranya dapat kita anggap scbagai eksponen-eksponen yang mewakili

pemikiran politik di dunia Islam pada Zaman Klasik dan Zaman Pertengahan.

Terdapat dua ciri umum pada gagasan politik dari enam pemikir
tersebut. Pertama, pada pendapat mereka tampak jelas adanya pengaruh alam
pikiran Yunani, terutama pandangan Plato, meskipun kadar pengaruh itu tidak
sama antara satu pemikir dengan pemikir yang lain. Kedua, selain Farabi,
mereka mendasarkan pikirannya atas penerimaan terhadap sistem kekuasaan
yang ada pada zaman mercka masing-masing. Bahkan di antara mereka ada
yang dalam penyajian gagasannya bertitik tolak pada pemberian
legitimasi/keabsahan kepada sistem pemerintahan yang ada, atau
mempertahankan status quo bagi kepentingan penguasa, dan baru kemudian
menawarkan saran-saran perbaikan dan reformasi. Di antara mereka Farabi-
lah yang mengadakan idealisasi tentang semua aspek kehidupan bernegara,
Konsepsinya begitu wopian, sama dengan “Negara Sempurna” Plato. Maka

sebagaimana gagasan Plato, konsepsi Farabi juga tidak mungkin dapat
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diwujudkan di tengah-tengah masyarakat manusia yang penuh dengan

kelemahan dan bukan malaikat ini. Juga kadar pengaruh alam pikiran Yunani

pada alur berpikir Farabi sedemikian besar sehingga warna Islam hampir

kabur.

1.

Tbnu Abi Rabi’

Tidak banyak yang diketahui tentang ilmuwan politik Islam ini selain
sebagai penulis buku yang berjudul Suluk Al-Malik Fi tadbir al-
Mamalik (Perilaku Raja dalam pengelolaan Kerajaan —kerajaan), yang
dipersembahkan kepada Mu’tashim, khalifah Abasyiah ke delapan
yang memerintah pada abad IX Masehi. Buku ini dimaksudkan agar
dipergunakan sebagai manual atau “buku pintar” oleh kepala negara
itu, seperti halnya pada awal abad XVI Niecolo Machiavelli menulis
buku berjudul IL Principe (Sang Pangeran) dan mempersembahkan

kepada Lorenzo di Medici, penguasa Florence, Italia.

Karena buku itu oleh Tbnu Abi Rabi’ ditulis untuk dipersembahkan
kepada kepala negara yang sedang berkuasa dapatiah dipastikan bahwa
penulis buku itu tidak akan mempertanyakan keabsahan
mendukungnya. Sementara itu memang dinasti Abbasyiah semasa
pemerintah Mu’tashim masih berada pada puncak kejayaannya. Dalam
kata pendahuluan buku itu Ibnu Abi Rabi’ mengatakan  adalah satu
kebagahiaan bagi umat pada zaman ini bahwa pemimpin mereka,

pengemban kekuasaan politik mereka dan raja mereka adalah seorang
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yang pada dirinya berkumpul segala kualitas yang baik, tambang dari
segala watak Iuhur dan pengumpul dari segala yang terpuji, panutan
mereka, pemimpin dan raja mereka, Khalifah Allah bagi hamba-
hamba-Nya dan yang berjalan di atas jalan yang benar, Mu’tashim bi-
Allah, Amir al-Mu’minin, keturunan al-Khulafa Al-Rasyidiin, yang
melaksanakan hukum secara benar dan adil, yang memiliki semua
persyaratan bagi jabatan khalifah dan imamah, dan yang karena
meratanya keadilan dan keamanan maka semua bangsa tunduk
kepadanya, semua kerajaan takluk kepadanya, dan segan kepadanya.:
juga sesuai dengan judulny , sebagian besar dari isi buku itu berupa
nasihat-nasihat kepada khalifah tentang bagaimana menangani
masalah-masalah  kenegaraan, termasauk bagaimana memilih
pembantu dan pejabat negara, serta hubungan kerja antara khalifah

dengan mereka. Tetapi sekalipun demikian dapat pula kita lihat alur-

alur pikirannya tentang tata negara.
Asal mula tumbuhnya kota atau negara

Sebagaimana Plato, Ibnu Abi Rabi’ berpendapat bahwa manusia,
orang-seorang, tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya
sendiri tanpa bantuan yang lain, dan oleh karenanya mercka saling
memerlukan. Hal itu mendorong mercka saling membantu dan
berkumpul serta menetap di satu tempat. Dari proses demikianlah
maka tumbuh kota-kota. Menurut Ibnu Abi Rabi® hal-hal yang tidak

dapat ditinggalkan dalam hidup manusia, dan untuk mengadakannya
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memerlukan bantuan pihak lain seperti; pakaian untuk melindungi diri
dari gangguan udara panas, udara dingin dan agnin, tempat tinggal
yang aman terhadao berbagia mara bahaya; reproduksi atau
penangkaran yang menjamin kelangsungan eksistensi atau kehadiran
umat manusia di buni ini, dan pelayanan kesehatan. Jelas bahwa
manusia orang seorang tidak akan mammpu memenuhi kebutuhan
akan hal-hal tersebut, karena untuk mengadakannya diperlukan
berbagai keahlian, ilmu dan ketrampilan dari banyak orang. Plato
mengatakan bahwa kebutuhan alamu yang terpenting bagi manusia
adalah pangan, kemudian tempat tinggal dan pakaian. Kebutuhan akan
kerjasama untuk mengadakan segala yang diperlukan bersama itu akan
berakibat timbulnya semacam pembagian tugas di antara anggota-
anggota masyarakat,dan lahirnlah kelompok-kelompok petani, pekerja
bangunan, penjahit, tukang sepatu dan pandai besi, sesuai dengan
bakat dan perhatian masing-masing. Kemudian karena jumlah
penduduk makin meningkat, kota dengan batas-batanya menjadi terlalu
sempit, juga lahan pertanian dan wilayah gembalaan ternak
memerlukan perluasan, sehingga dapat menimbulkan bentrokkan-
bentrokkan kepentingan dengan kota-kota yang lain. Maka diperlukan
kelompok bersenjata yang terlatih uatuk membela kepentingan kota itu
terhadap kota-kota tetangga, dan juga seorang kepala yang berwibawa
dan mampu menyeleseikan sengketa antara warga-warga kota dan

memimpin kotanya menghalau serangan dan ancaman dari luar.
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Ibnu Abi Rabi’ sepakat dengan pemikir-pemikir Yunani bahwa
manusia adalah makhluk sosial, tetapi dia menambahkan tiga butir
pengertian; pertama, kecenderungan manusia untuk berkumpul dan
bermasyarakat itu watak yang diciptakan oleh Tuhan pada manusia;
kedua, Tuhan telah meletakan peraturan-peraturan tentang hak dan
kewajiban masing-masing anggota masyakat sebagai rujukkan dan
harus dipatuhi, dan peraturan-peraturan itu tercantumn dalam kitab suci
Al-Qur’an; dan tugas menjaga berlakunya peraturan-peraturan rakyat
dari Tuhan itu dan mengelola masyarakat berdasarkan petunjuk-

petunjuk Illahi.

Bentuk pemerintahan : dari sekian banyak bentuk pemerintahan,
Ibou Abi Rabi’ memilih monarki atau kerajaan di bawah pimpinan
seorang raja serta penguasa tunggal, sebagai bentuk yang terbaik. Dia
menolak bentuk lain seperti aristokrasi, yaitu pemerintahan yang
berada ditangan sekelompok kecil orang-orang pilihan atas dasar
keturunan atau kedudukan; oligarki, yaitu pemerintahan yang dipegang
oleh sekelompok kecil orang kaya; demokrasi, yaitu negara diperintah
langsung oleh seluruh warga negara; dan lebih-lebih demagogi, ialah
apabila para warganya memanfaatkan hak-hak politiknya yang
diberikan oleh demokrasi secara tidak bertanggungjawab, yang
kemudian menimbulkan kekacauan atau anarki. Alasan utama
mengapa Ibnu Abi Rabi memilik bentuk monarki sebagai bentuk

pemerintahan yang terbaik adalah keyakinannya bahwa dengan bantak
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kepala, maka politik negara akan terus kacau dan sukar membina

persatuan. >

Menurut Aristoteles seperti dikutip oleh Munawir Sjadzali bahwa
terdapat tiga macam pemerintahan: pertama, yang dipimpin oleh
seorang; kedua, dipimpin oleh s¢jumlah orang pifihan; dan ketiga,
yang diperintah secara langsung oleh semua warga negara.
Pemerintahan dibawah seorang, tetapi dilaksanakan untuk kepentingan
umum, oleh Aristoteles disebut kerajaan atau monarki. Pemerintahan
yang dilakukan oleh segolongan kecil warganegara disebut aristokrasi,
oleh karen amercka yang memerintah itu merupakan warga-warga
pilihan dan terbaik, dan oleh karena perhatian mereka adalah
kepentigan negara serta kebaikan seluruh warga negara. Kalau negara
dikelola langsung oleh seluruh warga negara untuk kepentingan
bersama, pemerintahan semacam itu disebut konstitusi. Tetapi kalau
sang raja atau penguasa tunggal itu menyeleweng, perhatian tidak lagi
apda kepentingan rakyat dan negara, serta bergeser kepada
kepentingan pribadi raja, amaka tidak lagi dapat disebut monarki tetapi
tirani. Demikianjuga aristokrasi, kalau titik berat perhatiannya hanya
pada kepentingan golingan tertentu, yakni mereke yang berkedudukan

tinggi dan berada disebut oligarki. Kalau perhatian pemerintahan

 Ibid h.46
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konstitusi menjadi terbatas kepada kepentingan warga negara yang

miskin saja, disebut demokrasi. >

Tentang siapa yang berhak menjadi raja, Tbnu Abi Rabi’
mengemukakan enam syarat yang harus dimiliki oleh seorang untuk

dapat menjadi raja:

a. Harus anggota dari keluarga raja, dan mempunyai hubungan

nasab yang dekat dengan raja sebelumnya.
b. Aspirasi yang luhur
¢. Pandangan yang mantap dan kokoh

d. Ketahanan dalam menghadapi kesukaran/tantangan

e. Kekayaan yang besar

f  Pembantu-pembantu yang setia>

Farabi

Sebagai ilmuwan dia jauh lebih terkenal daripada Ibnu Abi Rabi, dan
dia terhitung tokoh filsafat yang terbesar di dunia Islam. Dia lahir dj
suatu kota kecil bernama wasij, wilayah Farab, termasuk kawasan

Turkistan, pada tahun 257 H atau 870 M, dari ayah berkebangsaan

34 Ibid, h.46.

% Ibid h 48.
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Persia dan ibu berkebangsaan Turki, dan meningga tahun 339 H atau
950 M, sejak muda dia dapat bicara dalam tujh puluh macam bahasa;
yang pasti dia menguasai secara penuh empat bahasa; Arab, Persia,

Twrki dan Kurdi.

D. Pemikiran Politik Islam Kontemporer

Jatuhnya Baghdad pada pertengahan abad XHI Marja’ taqlid, yang
menandai pula tamatnya dinasti Abbasyiah, kiranya belum berarti berakhimya
masa kejayaan dunia Islam. Yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa tersebut
barulah hilangnya lembaga khalifah yang mencerminkan kepemimpinan pusat
dan tunggal bagi seluruh dunia Islam — suatu lembaga yang sudah sejak lama
otoritas dan kekuasaannya hanya tinggal nominal saja. Meskipun pimpinan
pusat tersebut telah tiada, dunia Islam masih tetap tegar, terus berkembang dan
bahkan masih mampu melakukan ekspansi atau perluasan wilayah kekuasaan,
di bawah pimpinan sejumlah penguasa lokal yang bertebaran di dunia Islam,
masing-masing dengan gelar raja, sultan dan sebagainya. Dalam abad XVI M
dari sekian banyak kerajaan dan kesultanan Islam muncuilah tiga kerajaan
besar, masing-masing dengan wilayah yang luas, yakni wssmaniyah (Sunni)
yang wilayah kekuasaannya meliputi kawasan Timur Tengah dan bagian timur
Benua Eropa; Safawi (Syiah) di Persia; dan Mughal (Suni) di anak benua
India. Baru pada abad XVIII M kekuasaan; wibawa dan kemakmuran tiga
negara Islam tersebut berangsur menurun dan mundur, yang disebabkan oleh
disintegrasi politik dengan melemahnya otoritas masing-masing pemerintah

pusat dan munculnya penguasa-penguasa semi otonom di berbagai daerah dan
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propinsi negara-negara tersebut, disertai dengan tetjadinya dislokasi sosial,

memburuknya situasi ekonomi akibat persaingan dagang dengan negara-

negara Eropa, atau karena kalah perang, serta kemerosotan spiritualitas dan

moralitas masyarakat, terutama para penguasa. Sebagai akibat darj

kemunduran itu maka di masyarakat luas berkembang dan mengentallah

pendapat dan keyakinan bahwa:

a) Hal-hal tersebut terjadi karena Islam yang diamalkan dan dihayati

b)

oleh umat Islam bukan lagi ajaran Islam yang murni, tetapi ajaran
yang sudah tercemar oleh masuknya unsur-unsur dari luar yang
pada hakikatnya bertentangan secara diametrikal dengan ajaran
Islam, dengan tudingan khusus secara sinkritisme Sufi sebagai
yang bertanggung jawab atas masuknya unsur-unsur luar ke dalam
akidah dan ajaran Islam, dan munculnya inovasi-inovasi yang
sebenarnya tidak Islami.

Untuk meraih kembali kejayaan yang pernah dinikmati pada “masa
keemasannya” dahulu, umat Islam harus memulibkan vitalitas
mereka dengan kembali kepada ajaran Islam yang mumni, Islam
yang dahulu diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad
S.A.W dan kemudian dihayati para sahabatnya, khususnya selama
periode Al-Khulafa al-Rasyidin di Madinah.

Berdasarkan pendapat dan keyakinan itulah maka di banyak wilayah dunia

Islam seperti di benua Afrika, Timur Tengah dan India, bermunculan

gerakan-gerakan pembaharuan atau mungkin Iebih tepat pemurnian
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kembali ajaran Islam, dengan pengertian dasar dan sasaran yang tidak
selalu sama antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Di pedalaman
Jazirah Arabia muncul gerakan pemurnian kembali ajaran Islam yang
dipelopori oleh Syeikh Mohammad bin Abdul Wahab yang hidup dari
tahun 1703 sampai 1792 M. Gerakan ini mengajak umat Islam untuk
mengandalkan banyak kepercayaan dan praktek keagamaan vang sudah
sejak lama dianut dan dilakukan secara luas, oleh karena tidak sesuai
dengan ajaran Islam yang murni, dan bahkan merupakan kepercayaan dan
praktek-praktek zaman Jahiliah, dan telah diberantas oleh Nabi. Secara
khusus gerakan ini menyerang segala khurafat dan pemujaan makam
“orang-orang suci” yang diajarkan oleh golongan Sufi, dan mengutuknya
sebagai perbuatan-perbuatan bid'ah atau inovasi, dan penyimpangan dari
Islam yang benar. Gerakan itu mengajak umat Islam kembali kepada
gjaran Islam yang murni dengan menafsirkan Qur’an dan Hadis secara
lebih ketat dan berpedomankan praktek Islam pada zaman Nabi dan para
sahabatnya (generasi pertama Islam). Gerakan itu, yang kemudian yang
lebih dikenal dengan gerakan Wahabi, bersekutu dengan seorang kepala
suku terkemuka, Muhammad Ibnu Saud, yang meninggal pada tahun 1975
M, dan dari persekutuan tersebut berdirilah dinasti Saudi Arabia yang
sekarang ini, yang kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah Jazirah

Arabia,

Di India kemunduran kekuasaan dinasti Mughal berakibat munculnya

banyak gerakan pemurnian, dan di antara yang paling berpengaruh adalah
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gerakan yang dipimpin oleh Syah Wali Allah, yang hidup dari tahun 1702
sampat 1762 M, dan murid-muridnya. Wali Allah mengecam kebobrokan
moral yang melanda masyarakat Islam di India dan sinkritisme dari ajaran
Sufi yang demikian akomodatif, serta mengajak melakukan pemurnian
ajatan Islam. Tetapi berbeda dari Mohammad bin Abdul Wahab, Wali
Allah tidak sedemikian radikal sikapnya terhadap ajaran Sufi. Dia tidak
serta merta memberantas ajaran Sufi, dan hanya mengadakan koreksi dan
perubahan terhadap kepercayaan dan praktek keagamaan yang telah
menyimpang dari ajaran Islam, atau dengan perkataan lain melakukan
reformasi terhadap ajaran Sufi yang ada. Wali Allah berkeyakinan bahwa
dengan mengadakan perbaikan terhadap kepercayaan dan praktek
keagamaan, umat Islam akan menemukan kembali vitalitas mereka dan
Juga akan berarti restorasi kekuasaan Mughal. Di bawah pimpinan
anaknya, Syah Abdul Aziz, yang hidup dari tahun 1746 sampai 1824 M,
dan kemudian Sayid Ahmad Barelewi, yang hidup dari tahun 1786 sampai
1831 M, gerakan Wali Allah tclah mengubah dari gerakan pemurnian
ajaran agama semata-mata menjadi gerakan politik. Hal itu disebabkan
oleh muncuinya tantangan baru dari luar dunia Islam, yakni ancaman dan
serangan baik dari golongan Sikh maupun dari pendatang bar, Ingeris.
Gerakan yang dimulai oleh Wali Allah itu bergeser menjadi gerakan jihad
dengan pengertian yang meliputi pula petjuangan fisik atay perang,

Sedangkan Islam di India dan mendirikan suatu negara Islam yang
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berasaskan ajaran Islam yang telah dimumnikan, dan berdasarkan keadilan

sosial serta persamaan.

Sebagaimana di banyak wilayah dunia Islam, di Afrika ajaran Sufi
yang akomodatif itu telah banyak berjasa menarik banyak suku di benua
itu untuk masuk Islam. Oleh karenanya perlakuan gerakan-gerakan
pemurnian Islam di Afrika terhadap ajaran Sufi tidak seradikal
Mohammad bin Abdul Wahab, dan lebih dekat dengan sikap Wali Allah,
yakni melakukan reformasi dan koreksi terhadap paham dan praktek Sufi,
dan tidak memberantasnya sama-sekali. Sebagaimana di India, gerakan-
gerakan pemurnian di Afrika banyak yang kemudian berkembang menjadi
gerakan politik, bahkan diantaranya terdapat yang berhasil merebut
kekuasaan politik dan mendiritkan negara. Umpamanya, gerakan yang
dipimpin oleh Utsman dan Fodio, yang hidup dari tahun 1754 sampai
1817, di Nigeria Utara, gerakan yang dipimpin oleh Sanusi Agung, yang
hidup dari tahun 1787 sampai 1859, di Libya; dan gerakan yang dipimpin
oleh Mohammad Ahmad yang menyatakan dirinya sebagai Makdi, yang
hidup dari tahun 1848 sampai 1885, di Sudan. Dalam hubungan ini dapat
kiranya dikemukakan bahwa gerakan pembaharuan atau pemurnian yang
berhasil mendirikan negara-negara tersebut, dalam hal pemerintahan
mengikuti sistem tradisional, yakni monarki dengan sejumlah penasihat
yang ditunjuk sendiri oleh kepala negara, Dengan kata lain usaha

reformasi mereka tidak menyinggung sistem kenegaraan, melainkan hanya
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terbatas pada akidah dan praktek keagamaan dan kebijaksanaan

pengelolaan negara.

Kemunduran dunia Islam yang disebabkan oleh faktor-faktor internal
itu kemudian disusul oleh munculnya problema baru yang datang dari luar.
Pada awal abad XVIII M banyak wilayah dunia Islam yang sudah mulai

merasakan dampak dari desakan ekonomi dan militer negara-negara Barat,

dan lambat laun duniz Islam bergeser posisi dari ofensif ke defensif
Tetapi baru pada bagian akhir abad XIX M penetrasi kekuasaan Barat ke
dalam dunia Islam mencapai puncaknya, dari Maroko di ujung barat
sampai Indonesia di ujung timur. Kehadiran militer dan ekonomi barat di
dunia Islam sering berbentuk dominasi politik seperti jajahan, secara
langsung atau tidak langsung: Perancis di Afrika Utara, Barat dan
Equatorial, Inggris di Palestina, Trans-Jordan, Irak, di sekitar Teluk Arab

dan anak benua India; dan Belanda di Nusantara. Adapun negara-negara

Islam yang masih mampu mempertahankan kemerdekaannya, seperti
kerajaan Utsmaniah dan Iran, terpaksa bersikap defensif menghadapi
tekanan ekonomi dan militer negara-negara Barat. Keadaan yang demikian
itu menyulut semangat permusuhan terhadap Barat, dan mengingatkan
kembali umat Islam kepada Perang Salib yang terjadi ratusan tahun

sebelumnya.

Sementara itu sejak abad XIX M dunia Islam harus mengakui

bahwa dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi negara-negara Barat
lebih unggul daripada dunia Islam, dan kalau dunia Islam ingin bangun
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kembali harus belajar dari Barat. Pengakuan itu antara lajn tercermin pada
langkah-langkah yang diambil oleh Sultan Mahmud II dari kerajaan
Utsmaniah dan Muhammad Ali, penguasa Mesir, pada bagian pertama
abad XIX, yang hendak belajar dari Barat. Mereka mendirikan lembaga-
lembaga pendidikan militer dengan anggota staf dan instrukturnya terdiri
dari perwira-perwira Eropa. Dua orang penguasa itu juga mengirim
perutusan ke Eropa untuk mempelajari bahasa, sains, ilmu sosiai dan
politik. Didirikan pula biro-biro terjemahan dan percetakan, Modemisasi
dalam bidang ketentaraan kemudian diikuti oleh usaha modemisasi dalam

bidang administrasi pemerintahan, hukumn, pendidikan dan ekonomi.

Singkatnya, terdapat tiga hal yang melatarbelakangi pemikiran
politik Islam kontemporer, yang mulai muncul pada waktu menjelang
akhir abad XIX M. Pertama, kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang
disebabkan oleh faktor-faktor internal, dan yang berakibat munculnya
gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurmnian. Kedua, rongrongan Barat
terhadap keutuhan kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam yang
berakhir dengan dominasi atau penjajahan oleh negara-negara Barat atas
sebagian besar wilayah dunia Islam, dengan akibat rusaknya hubungan
yang selama ini baik antara dunia Islam dan Barat, dan berkembangnya di
kalangan umat Islam semangat permusuhan dan sikap anti Barat. Ketiga,
keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi,

Tiga hal tersebut sangat mewarnai orientasi umum dari para

pemikir politik Islam pada Zaman Baru itu, tetapi tiga hal itu pula yang
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mengakibatkan adanya keanekaragaman aliran pikiran. Pada umumnya
para pemikir Islam kontemporer itu berorientasikan pembaharuan dan
pemurnian Islam dengan berbagai nuansanya. Tetapi dalam hal
ketatanegaraan di antara mereka timbul berbagai aliran, Sekelompok di
antara mereka, dengan kecenderungan tradisionalnya ditambah dengan
sikap anti terhadap semua yang datang dari Barat, menghendaki agar
kembali kepada kemurnian Islam yang juga berarti kembali kepada pola
kenegaraan pada masa Nabi dan zaman Al-Khulafa al-Rasyidin,
Kelompok itu berkeyakinan bahwa Islam bukan sekedar agama dalam
pengertian Barat, tetapi suatu pola hidup yang serba lengkap, termasuk di
dalamnya sistem tata negara, dan bahwa umat Islam tidak perlu atau
bahkan tidak boleh meniru Barat. Sementara itu terdapat kelompok lain
yang di samping menghendaki pemurnian ajaran Islam juga berpendirian
bahwa selain pemurnian, harus pula dipikirkan kemungkinan adaptasi dari
ajaran yang murni itv pada Zaman Baru yang situasi dan kondisinya tidak
lagi sama dengan abad pertama Islam. Adapun dalam bidang
ketatanegaraan, yang tidak termasuk dalam kategori ibadah murni itu,
umat Islam dapat secara selektif meniru Barat, yang telah diakui bersama
tentang keunggulannya dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi. Hal
itu berarti bahwa modernisasi dalam bidang militer, administrasi negara,
pendidikan dan ekonomi dengan mengikuti pola Barat yang sudah dirintis

oleh para penguasa di Istambul dan Kairo itu seyogianya diteruskan dalam

bidang ketatanegaraan. Kelompok ini juga sadar akan keangkaramurkaan
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negara-negara Barat, dan juga akan terus betjuang untuk melepaskan dunia
Islam dari dominasi dan penjajahan. Tetapi untuk tujuan tersebut, dan juga
untuk kebangunan kembali Islam, umat Islam harus dengan otak yang
terbuka dan secara selektif belajar dari Barat, yang pada hakikatnya
hanyalah mengambil kembali apa yang dahulu diberikan oleh para
ilmuwan Islam ke Barat pada zaman Pertengahan. Kemudian terdapat pula
kelompok yang lain lagi, yang mengartikan bahwa kembali kepada
kemurnian Islam itu juga kembali kepada kemurnian bahwa Islam itu
adalah semata-mata agama dalam pengertian Barat. Wilayah agama hanya
terbatas pada pengaturan hubungan antara manusia dan Tuhan semata-
mata, dan bahwa seharusnya agama dipisahkan dari politik, sedangkan
mengenai ketatanegaraan sepenuhnya terserah kepada manusia yang
bersangkutan sendiri bagaimana mengaturnya. Dalam hal ini tidak ada
salahnya meniru Barat, yang ternyata memiliki keunggulan dalam bidang
itu.

Suatu aspek lain dart pengaruh tiga hal tersebut terhadap pemikiran
politik Islam kontemporer ialah banyak di antara para pemikir politik
Isiam kontemporer tidak mengetengahkan konsepsi tentang sistem politik
Islam, melainkan konsepsi perjuangan politik umat Islam terhadap
kezaliman penguasa, lebih-lebih terhadap imperialis dan kolonialis Barat.
Perhatian mercka lebih banyak dipusatkan pada perjuangan pembebasan
dunia Islam dari cengkeraman atau dominasi Barat, mirip dengan pejuang-

pejuang nasional di dacrah-daerah jajahan. Kiranya Maulana Maududj
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merupakan salah seorang pemikir Islam kontemporer yang mencoba
menyajikan suatu konsepsi politik Islam yang relatif utuh, lengkap dan

ash.




BAB III

A. Hasan Al-Banna

1.

Latar Belakang Kehidupan

Hasan Al Banna lahir pada tahun 1906, di sebuah kota Mahmudiah
Propinsi Buhairah di Mesi.* Beliau dibesarkan dalam keluarga yang amat
kuat berpegang pada Islam. Ayahnya seorang ulama yang sangat hebat
dalam bidang keilmuan dan ketagwaan. Keganya memperbaiki jam,
pekerjaan inilah yang menjadi sumber rezeki bagi menghidupi
keluarganya. Masa kerjanya pada waktu malam. Pada siang harinya
menjadi Imam di sebuah masjid di kampungnya, disinilah ayahnya
mengajar prinsip-prinsip Islam dan berdakwah. Diantara karyanya kitab
Tafsir Musnad Imam Ahmad Ibn. Hambal. Hasan Al Banna berguru pada
ayahnya sehingga bisa menghafal Qur'an 30 juz. Pada usia remaja,
ayahnya mengizinkan menggunakan kitab-kitab simpanan ayahnya untuk
dibaca, hingga akhirnya Hasan Al Banna dapat memahami Islam dan
bahasa Arab dengan baik. Semangat perjuangan Islam dan sifat

kepimpinan telah mulai nampak pada umur yang masih muda.

56 Abdul Halim Hamid. 2001.Di Medan Dakwah Bersama Dua Imam. (Era Intermedia: Solo).

h.19.

31
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Pada usia 16 tahun, ayahnya menghantarkannya ke Darul Ulum,
sebuah pusat latihan perguruan di Kairo. Ketika sampai di sana beliau
terkejut melihat kerusakan moral orang-orang Islam di kota Kairo. Pada
tahun 1927, di usia 21 tahun Hasan Al Banna lulus dan meninggalkan
Darul Ulum, Beliau adalah pelajar yang pintar dan mendapat tempat

pertama dalam kelasnya.

Kemudian setelah beberapa bulan beliau mengajar di Ismailiah, di
sebuah sekolah menengah pemerintahan, disitu beliau dengan resmi
mendirikan Harakah Islamiah “Al-Ikhwanul Muslimin”, tepatnya pada
bulan Dzulga’dah tahun 1347 H bertepatan dengan bulan Maret 1928 M.*
Beliau didukung para pengikut dan pelajar-pelajar yang setia. Setelah
harakah Ikhwanul Muslimin terkenal dan berpengaruh, rezim yang ada
mulai menganggap harakah Islam itu sebagai sebuah subversif yang
mengancam keamanan negara. Pada tahun 1948, pemerintahan Mesir
tunduk pada Inggeris dan mengharamkan harakab Ikhwanul Muslimin.
Maka setelah itu ribuan anggota Ikhwan dimasukkan ke dalam penjara

serta harta benda mereka dirampas. Dua bulan kemudiannya Hasan Al

57 Ibid b 21. Awal terbentuknya Ikwanul Muslimin hanya beranggotakan 6 orang. Sejak tahun
1923 Hasan Al-Banna pindah ke Kairo, dengan demikian berpindah pula kantor pusat Ikhwanul
Muslimin di sana. Ia memulai dengan program tarbiyah untuk para pemuda dengan tarbiah Islam
yang kokoh , sebagai persiapannya untuk memikul beban-beban dakwah. (Lihat Abdul Halim
Hamid. 2001.Di Medan Dakwah Bersama Dua Imam. (Era Intermedia: Solo). H.21.
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Banna ditembak mati oleh seorang penembak yang tidak dikenal di jalan

raya Kairo pada tanggal 12 Februari 1949 %

2. Hasan Al-Banna dan Ikhwanul Muslimin

a. Sejarah Berdiri Ikhwanul Muslimin

Setelah runtuhnya khilafah Islamiyah di Tuwrki yang di
bubarkan oleh bapak sckuler Kamal Atarturk pada tahun 1924 M.
dunia Islam hidup dalam kegelapan bagaikan anak ayam kehilangan
induknya, maka bermunculan gerakan sckulerisme8 di setiap Negara
Islam bagaikan jamur di musim hujan, tiada yang dapat
menghentikannya, maka tampilah tokoh-tokoh masyarakat yang

berkiblat ke barat.

Selepas Perang Dunia Pertama, golongan yang berkiblat ke
barat bergerak sangat aktif mempromosikan pemahaman mereka di
Mesir. Seiring dengan itu faham nasionalisme di dunia Islam mencapai
puncaknya. Sementara Pergerakan Emanspasi Wanita semakin
bertambah kuat, para wanita kelas atas Mesir memberontak;, enggan
memakai purdah. Mereka justru memakai fesyen ala Eropa,
menghadiri temasya sosial yang bercampur bebas antara lelaki dan
perempuan, baik secara tertutup ataupun terbuka. Mereka juga

mendesak supaya wanita diberi hak yang setaraf dengan lelaki.

% Ibid h.22
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Para ulama tidak berdaya menahan serangan dari pihak
Modernis kecuali hanya sekedar melabelkan murtad pada mereka.
Keadaan ditambah parah dengan para ulama jahat yang begitu mudah
dipermainkan oleh pemerintah taghut. Kondisi seperti ini telah
mengenapkan kecelaruan sebahagian umat Islam dalam kejahiliahan.
Ulama Kairo saat itu jatuh ke lembah yang paling hina, kerena mereka
menyetujui fatwa yang diberi oleh Rektor Universiti al Azhar bahwa
Presiden Faruk layak untuk memerintah dan digelar Khalifatul Mu'min
dengan alasan "Faruk merupakan seorang Islam yang datang dari

keturunan Rasulullah Saw."9.

Hasan Al Banna dan para sahabatnya merasa gelisah mengenai
situasi kritis ini, di dalam buku hariannya beliau mencatat: "Hanya
Allah yang mengetahui berapa malam kita akan berbincang tentang

kondisi negara dan hubungannya dengan kehidupan rakyat dan
pengaruhnya terhadap masyarakat kelas bawah serta cara

penyelesaiannya? Kami diskusi hal tersebut dengan penuh perhatian
sehingga meneteskan airmata”. Dalam buku tersebut, Hasan Al Banna
mengakui bahwa keputusannya mendirikan Jamaah Ikhwanul
Muslimin merupakan manifestasi dari sikap beliau dan sahabat yang
anti terhadap kejahilan Ummat Islam. Beliau menganggap bahwa

masjid dan khutbah saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah

penyakit umat ini.
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Pada tahun 1928 Ikhwanul Muslimin resmi didirikan dengan
tujuan untuk menyelesaikan nasib malang yang menimpa umat Islam
saat itu. Hasan Al Banna jauh berbeda dengan tokoh Islam lainnya
seperti Jamaluddin Al-Afghani, Sheikh Muhammad Abduh dan Sayyid
Rashid Ridha', mereka lebth mengutamakan penulisan dan dakwah
billisan dalam kipraknya. Ini discbabkan Harakah Islam yang dipimpin
Hasan Al Banna sangat syumul dan komplit sehingga menyentuh
berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, akidah, mu'amalah, akhlah,

politik, kebudayaan, ekonomi, social, olah raga dan sebagainya.

Hasan Al Banna mulai mengunjungi kedai kopi untuk
melakukan dakwah secara halus, tausiah beliau ini mulai menusuk hati
para pendengar dan cukup untuk menyadarkan orang yang khilaf,
Beginilah cara beliau berdakwah dan mentarbiyah masyarakat hingga

larut malam.

Pada musim liburan di musim panas, beliau menjelajah seluruh
Mesir dengan jalan kaki atau naik kereta api buruk kelas tiga yang
penuh sesak. Beliau tidak melalui sebuah kampung dan kota melainkan
berhenti dan bermalam di situ, guna menyampaikan dakwah Islam
kepada orang kampung di masjid-masjid dan di rumah-rumah. Beliau
sangat bersemangat dalam menyampaikan dakwah schingga

menyentuh hati mereka yang mendengarkannya, mulai dari buruh
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rendah dan kasar hingga para ulama yang mulia mengelilinginya untuk

mendengar dakwahnya yang berapi-api.

Pada tahun 1933, kantor Ikhwanul Muslimin dipindahkan dari
Ismailiah ke Kairoll. Dalam masa tiga tahun di sana, Harakah
Tkhwanul Muslimin membuat penekanan yang berat dalam mendidik
umat islam supaya menghayati islam, yaitu melalui cara menggerakkan
masjid-masjid, mendirikan sekolah-sekolah dan pusat-pusat kebajikan
di seluruh Mesir. Begitulah Hasan Al Banna membuat gebrakan baru

yang belum di buat oleh para ulama besar di Al Azhar saat itu.

Kota Kairo saat itu berkiblat ke Eropa. Umat Islam malu untuk
sembahyang tempat umum. Murid-murid di sekolah belajar membenci
apa saja perkara yang berkaitan dengan Islam. Di kota besar inilah
Hasan Al Banna berhasil mengajak ratusan pelajar didikan Barat
kembali mencintai Islam dan menjadi muridnya yang gigih berjuang.
Jama'ah Ikhwanul Muslimun bercita-cita untuk menjalankan tanggung
jawabnya ke seluruh Mesir. tujuananya ialah menggantikan
masyarakat Mesir secara menyeluruh kepada masyarakat yang

berlandaskan Syariah Islam.

. Karya Tulis Hasan Al-Banna

Hasan Al-Banna meninggalkan beberapa tulisan. Diantaranya yang

paling fundamental adalah Majmu'ah Ar-Rasail (Kumpulan-kumpulan




Surat), yang dihimpun dalam satu buku. Karya yang lain yaitu
Mudzakkiratut Dakwah wad Da'ivah ( Memoar untuk Dakwah dan

Para Da’i).*

Tulisan-tulisan Hasan Al-Banna meskipun sedikit dan ringkas,

namun mengandung semangat dan motivasi perjuangan menegakkan

Islam. Buku-bukunya diungkapkan dengan gaya bahasa yang
sederhana dan ringkas tetapi membangun semangat bagi siapa yang

membacanya. Karena memang untuk itu buku ini di tulis.

Hasan Al-Banna menghabiskan waktunya untuk menekuni dakwah
dan tarbiah. Ia membangun jamaahnya dengan bertumpu pada proses

tarbiah untuk mencetak kader dakwah serta membangun kesadaran
umat yang selama ini tertidur pulas dan beku. Schingga pantas saja

karya tulisnya tidak begitu banyak.

Imam Khomeini

1. Latar Belakang Kehidupan Ayatullah Khomeini

Ayatullah al-Uzhma Sayyid Ruhullah al-Musnawi al-Khomeini
dilahirkan di Kota Komeyn yang dulu disebut Propinsi Kamareh, 349 km

barat daya Kota Taheran, pada tanggal 24 September 1902 M atau 20

Ihid.h. 23. Buku ini dalam edisi Indonesia besjudul Risalah Pergerakan Idwarul Muslimin
Ing terdiri dari dua jilid, diterbitkan oleh penerbit Era Intermedia Solo. Buku ini membahas
cara detil seluk beluk dakwah dalam pandangan Hasan Al-Banna, dan Ikhwnul Mustimin

E tltunya.
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Jumadil Thsani 1320 H. tanggal kelahiran Khomeini sama dengan tanggal

kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra-satu di antara empat belas manusia
suci dalam kepercayaan Syi’ah istri kekasih Imam °Ali bin Abi Thalib dan

putri kesayangan Rasululiah (Nabi) Muhammad Saw.*’

Nama Khomeini sendiri berasal dari nama Kota Khomayn. Di Iran,
memang ada semacam “tradisi” dalam menggunakan nama kota atau
daerah sebagai bagian dari nama orang, biasanya hanya dengan
menambahkan akhiran “i”. Seperti Rafsanjan menjadi Rafsanjani, Tehran
menjadi Tehrani, Golpaygan menjadi Golpaygani, Khwansar menjadi
Khwansari, Mahallat menjadi Mahallati dan sebagainya. Kemudian untuk
gelar “Sayyid” mempunyai arti bahwa orang tersebut masih memiliki garis

keturunan Nabi Mubammad Saw.5!

Khomeini lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang sangat
religius. Artinya Ayatullah Sayyid Musthafa Al-Musnawi Al-Khomeini,
maupun kakeknya Sayyid Ahmad Hindi dan kakek ayahnya, Sayyid Din

‘Ali Syah merupakan ulama-ulama yang terkemuka, dan disegani pada

masanya. Sementara dari silsilah ibunya Hajar Agha Khanom, Khomeini

merupakan cucu dari Ayatullah Agha Mirza Ahmad Khwansari, penulis

kitab Zubdah A-Tasharif.

'Noor Arif Maulana, Revolusi Islam fran dan Realisasi Vi;ayai-1 Fagih, (Yogyakarta, Kreasi
facana, 2003) h.70.

1bidh.70.




3 | pemberani dan bertanggung jawab. Teman-teman bermainnya sangat

berkenaan dengan s¢jarah perjuangan Nabi Muhammad Saw.

Khomeyn yang tidak aman.®

Semasa kecil, Khomeini dikenal sebagai anak yang sholeh,

senang bila bersama-sama dengan Khomeini. Meskipun dalam usia yang
relatif masih remaja, Khomeini selalu membantu teman-temannya yang
sedang sedih dan berduka. Khomeini juga selalu mengajak teman-teman

bermainnya untuk belajar mengkaji dan membaca buku-buku Islam yang

Sebagai seorang remaja, Khomeini juga dikenal sangat sopan dan
hormat pada orang yang lebih tua, khususnya pada orang tuanya sendiri.
Ayah Khomeini meninggal dunia pada usia 42 taun, karena dibunuh oleh

agen-agen rahasia Dinasti Qajar. Pembunuhan itu terjadi pada saat Sayyid

Musthafa sedang dalam perjalanan menuju Ibukota Propinsi Arak guna

menemui Gubernur Adhuh al-Sulthan untuk melaporkan situasi di Kota

Kematian yang dialami oleh ayah Khomeini ini sangat terkait

dengan aktivitas perjuangan politiknya yang gigih dalam memperjuangkan

hak-hak rakyat miskin dari penindasan para tuan tanah yang terkenal

sangat kejam. Sayyid Musthafa dengan beraninya melawan “Khan” atau

penguasa setempat yang buas dan para penjahat feodal yang menindas

rakyat tak berdaya dan lemah. Tiga tokoh terkemuka diantara “khan” lokal

Jamid Algar, Imam Khomeini, Sang Sufi, dalam terjemahan Zainal Abidin, Mata Air
cemerlangan: Sebuah Pengantar untuk Memahami Pemikiran Khomeini, Bandung: Mizan,

95, hal.63.




90

adalah Bahram Khan, Ridla Quli Sulthan dan Ja'far Quli Khan, yang
menganggap Sayyid Musthafa adalah penghalang bagi rencana buas

mereka.

Sayyid Mustafa meninggalkan tiga orang putra, yakni, Sayyid
Murtadla, yang dikenal dengan julukan Ayatullah Pasandideh, Sayyid Nur
Ad-Din, meninggal pada tahun 1979, dan Khomeini. Sepeninggal ayahnya
Khomeini berada dalam asuhan ibunya, Sayyidah Hajar Agha Khanom
dan bibinya dari pihak ayah, Sahiba. Namun pada tahun 1918, bibinya
meninggal dunia kemudian disusul oleh kematian ibunya. Kejadian ini
memberikan goresan kesan cukup mendalam pada diri Khomeini yang
sudah menjadi yatim piatu pada usia 16 tahun. Selanjutnya, tanggung

jawab membesarkan Khomeini ada di tangan kakak tertuanya, yaitu,

Ayatullah Pasandideh.”

Pendidikan Khomeini dimulai dengan belajar bahasa Arab, syair
Persia dan Kaligrafi di Maktab Khaneh, suatu sekolah tradisional untuk
anak-anak milik Ukhund Mulla Abu al-Qasim yang tidak jauh dari
rumahnya. Di sana Ayatullah kecil belajar Al-Qur’an. Pada usia tujuh
tahun ia melanjutkan belajarnya pada sepupunya dari pihak ayah, Syaikh
Ja’far mengenai bahasa Arab, yang kemudian dilanjutkan mempelajari
buku Jami’® Mugaddimat, buku logika dan tata bahasa Arab di bawah

¥ Ayatullah Pasandideh mengasuh dan sekaligus menjadi guru pertamanya di bidang itmu-ilmu
te-Islam-an, khususnya ilmu logika dan bahasa Arab.
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bimbingan Mirza Muhammad Mahdi, pamannya dari pihak ibu. Setelah itu
ia memperdalam pelajaran logika pada ipar lelakinya Mirza Ridla Najaff,
yang diteruskan belajar Muhawwal karya As Suyuthi pada kakaknya,

Ayatullah Pasandideh.

Khomeini kemudian melanjutkan studinya ke Kota Arak di bahwa
asuhan Ayatullah Syeikh Muhammad Golpaygani tentang ilmu mantiq dan
pelajaran Syarh-e¢ Lum'ah kepada Ayatullah Aqa Abbas Araki, seorang
marja’ taglid pada tahun 1920. Pada tahun 1922, Khomeini pergi ke Kota
Qom bersama dengan gurunya yang lain, yakni Ayatullah Syeikh ‘Abdul
Karim Ha’iri, seorang Mujtahid terkemuka pada masa itu, untuk
mendirikan sebuah sekolah teologi, yang dikenal dengan nama Hauza-ye
Iimiye atau Hauzat ‘llmiya (Lembaga Pengajeran). Di Kota Qom ini
pulalah Khomeini bertemu dengan saleh seorang gurunya yang
memberikan andil besar atas kemunculannya sebagai seorang tokoh, yaitu

Ayatullah Burujerdi.*

Pada masa awal Khomeini di Qom telah terjadi peristiwa penting
di Iran, yaitu; hancurnya Dinasti Qajar dan digantikan oleh Dinasti Pahlevi
di bawah kekuasaan Reza Khan yang didukung oleh Inggris pada tahun
1344 H atau 1925 M. Meskipun relatif masih kecil, Khomeini pada waktu

itu sudah dapat melihat dan memahami setiap perubaban politik yang

| 8 Noor Arif Maulana, Op.Cir, Hal.73.
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tefjadi di negaranya, seperti peristiwa kudeta yang dilakukan oleh Dinasti

Pahlevi kepada Dinasti Qajar.%’

Selama dalam masa belajar atau pendidikan umum yang diikutinya
di Qom, Khomeini berhasil membentuk kepribadian yang agung di bawah
bimbingan sejumlah guru besar agama yang cukup mumpuni antara tahun
1922 sampai 1936 (1340-1355 H). Di Qom, Khomeini termasuk seorang
murid yang berhasil baik di lingkungannya maupun di luar kegiatan sosial
keagamaan. Hobi membacanya sangat memperluas cakrawala pengetahuan
yang ada dalam dirinya. Kebiasaan membaca yang tertanam sejak kecil
dalam hati sanubari Khomeini inilah yang membuat dirinya sangat kritis

dan peka terhadap kondisi sosial yang ada di sekitarnya.

Berikut ini adalah beberapa guru Khomeini yang pemah

membimbingnya®:

1. Ayatullah Aga Mirza Muhammad ‘Ali Adib Tehrani (1302-1396 H
atau 1884-1949 M). Seorang penulis buku Sharf al-Sharf
mengenai tata bahasa Arab dan Hasyiyah mengenai Mughnil al-
Labib. Beliau juga penyunting Mafatih al-Jinan dan yang
mengajarkan kita Muthawwal, tentang gramatikal atau sintaksis
bahasa Arab, Figh dan ushul pada lembaga pendidikan agama atau

Hauzah di Qom kepada Khomeini,

& Ibid, h.73.

& Ibid, h. 74 -76.
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2. Ayatullah Aqa Mirza Sayyid ‘Ali Yatsrib Kasyani (1311-1379 H

atau 1893-1959) murid Sayyid Muhammad Kazhim Yazdi, Sari’at
Isfahani, Aqa Dhiya’uddin ‘Iraqi dan MirzaNa’ini yang datang ke
Qom tahun 1341 H/1923 M atas undangan Ayatullah Ha’iri dan
pada tahun 1347 H /1928 M. Ia adalah guru Khomeini tentang ilmu

fikih dan ushul tingkat awal (suthut).

. Ayatullah Hajj Sayyid Muhammad Taqi Khwansari (1305-1371 H

atau 1887-1951) murid Akhund Khurasani, Sayyid Muhammad
Kazhim Yazdi, Sari’at Isthani, Aga Dhiya’Uddin ‘Iraqi dan Mirza
Na’ini dan Hajj Syaikh ‘Ali Khuchani. Ia adalah guru Khomeini

dalam bidang ilmu Fikih.

. Ayatullah Hajj Syeikh “Abdul Karim Ha’iri Yazdi (1276-1355 H

atau 1859-1936 M) murid Mirza Muhammad Hasan Khurasani,
Mirza Syirazi Kuchak dan Sayyid Muhammad Fisyaraki telah

mengajarkan ilmu fikih dan ushul tingkat lanjutan kepada
Khomeini antara tahun 1345-1355 H atau 1926-1936. pada tahun

1937, ketika Ha’iri Yazdi meninggal dunia, Khomeini telah

menjadi salah seorang tokoh ulama terkemuka dan dikenal alim

yang jenius.

. Ayatullah Aga Mirza Muhammad “Ali Syahabadi (1292-1373 H

atau 1875-1953). Murip para abli fikih seperti Mirza Hasyim
Khwansari, Hajj Mirza Hasan Asytiyani, Akhund Khurasani,

Syari’at Isfahani, Mirza Muhammad Taqi Syirazi dan para filosof
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seperti Mirza Hasyim Gilani dan Mirza Abu al-Hasan Jalwah. di
antara karyanya adalah Rasyahat al-Bihar, Syadzarat al-Ma'arif
dan Mifiah Al-Sa'adah. Selama tujuh tahun hidupnya, Khomeini
belajar tasawuf atau ‘irfan seperti Manzhumah-nya Sabzawari dan
Asfar-nya Mulla Shadra. Khomeini juga belajar karya Qaishari,
Syarh al-Fushush merupakan penjelasan atas karya tasawuf
terbesar karya Ibnu ‘Arabi, Fushush al-Hikam. Khomeini juga
memperdalam Mafatih al-Ghayb-nya Muhammad bin Hamzah dan
karya Khawajah Abdullah Anshari, Manazil al-Sa'irin di bawah
bimbingan ayatullah Syahabadi. Dalam perndapatnya, Khomeini
sering menukil Ayatullah Syahabadi dengan rasa hormat dalam
karya-karyanya seperti; Mishbah al-Hidayah, Chihil Hadits, dan
Ta'ligah ‘ala Syarh al-Fushush al-Uns.

. Ayatullah Hajj Agqa Husain Butujerdi (1292-1380 H atau 1875-
1960) murid Sayyid Muhammad Baqir Darcheh’i, Jahangir Khan
Qasyqa’i, Akhund Khurasani, Sayyid Muhammad Kazhim Yazdi
dan Syari’at Isfahani. Beliau merupakan Mara’, pemimpin
tertinggi atau Imam kaum Syi’sh terkemuka pada saat itu,
menggantikan Ayatullah Sayyid Abu al-Hasan Isfahani di Najaf 6
Dzulhijjah 1366/1947 dan empat tahun kemudian menyusul
Ayatullah Hajj Aqa Husain Qummi di Karbala Rabiul awal

1366/1947. Khomeini memperdalam ilmu fikih dan ushul
kepadanya.
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7. Ayatullah Hajj Mirza Jawad Maliki Tabrizi, meninggal pada tahun
1343 atau 1924, murid Aga Ridla Hamadani, Akhund Khurasani
dan Mulla Husain Quli Hamadani. Di antara karyanya adalah Asrar
al-Shalat, al-Muragabat, liga’ Allah dan Hasyiyah ‘ala Ghayat al-
Qushwa. Khomeini belajar akhlak bersama dengan murid pilihan
secara khusus di rumahnya dan pelajaran di Madrasah Faydliyyah
untuk peserta yang lebih umum,

8. Ayatullah Aga Mirza ‘Ali Akbar Hakami Yazdi, meninggal pada
tahun 1344 atau 1925, murid Jahangir Khan Qasyga’i dan ada
Muhammad Ridla Qum-Sye’i. Beliau mengajarkan al-Ishfar karya
Mulla Shadra, Manzhumah karangan Mulla Hadi Sabzawari, dan
Syarh al-Fushus-nya Qaisyari, di samping memberikan pelajaran
matematika dan astronomi. Karya risalahnya: Mahiyyar wa Wujud,
Ma rifat al-Nafs wa Ma'rifat al-Rabb, Fann-e Masahat.

9. Ayatullah Hajj Sayyid Abu al-Hasan Rafi’i Qazwini (1315-1396 H
atau 1897-1976) murid Sayyid Muhammad Tunekabumi dan Mirza
Hasan Kirmansyahi. Karyanya antara lain: Risalah Raj at, Risalah-
ye Mi'raj, Risalah-ye Ittihad-e “Aaqil beh Ma’qul. Beliau mengajar
fikih, filsafat dan pelajaran seperti: Makazib, Rassa’il, Kifayah.
Khomeini secara khusus belajar Syarh-e Manzhumah-nya Mulla

Hadi Sabzawari dab sebagian al-Ashfar-nya Mulla Shadra

kepadanya.




10. Ayatullah Hajj Syaikh Muhammad Ridla Najafi Isfahani (1287-

11

1362 H atau 1870-1943) di antara 30 karya tulisnya adalah
Wigayat al-Adzhan, Nagd-e Falsafah-ye Darwin, Amjadiyyah dan
koleksi puisi (diwan). Khomeini beserta murid lainnya
mendapatkan pelajaran tentang kritik terhadap teori Darwin.
Khomeini juga sering mengutip bagian besar dari risalahnya
Raudhat al-Ghina dalam karyanya sendiri al-Makasib al-
Muharramah. Hal ini dilakukan untuk mengenang dan memberi
rasa hormat kepada guru atau syaikh Muhammad Ridla, seperti
disebutkan pada permulaan Chikil Hadits.

Ayatullah Sayyid Abu al-Qassim Dehkurdi Isfahani (1272-1353 H
atau 1855-1934) murid Mirza Muhammad Hasan Syirazi, Syaikh
Zainal ‘Abidin Manzandarani dan yang tinggal di Isfahan. Hajj
Kalsabi dalam bukunya mencantumkan enam belas dari karya-

larya tulisnya. Khomeini mencantumkan anamanya diantara para

ahli hadits.

12. Ayatullah Sayyid Muhsin al-Amin al-‘Amili (1285-1372 H atau

1868-1952). Penulis buku A’yan al-Syi'ah dan salah satu ahli
hadits, beliaulah yang memberikan izin (ijazah) kepada Khomeini

untuk meriwayatkan Hadits.

13. Ayatullah Hajj Syaikh ‘Abbas Qummi (1294-1359 H atau 1877-

1940) ahli hadits terkemuka dan sejarawan Iran, murid Muhaddits

Nuri dan penulis Safinat al-Bihar, Mafatih al-Jinan dan beberapa
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karya lainnya. Khomeini memperdalam itmu Hadits kepada beliau

yang dikenal sebagai ahli hadits, dan termasuk salah seorang yang

disebut Khomeini dalam Chihil Hadits.

Jika dilihat dari daftar guru Khomeini di atas, maka dapat diketahui
bahwa minat pengetahuannya dalam khazanah keilmuan, keislaman
khususnya sangat luas dan tinggi. Khomeini menerima pendidikan
istimewa tidak hanya dalam fikih, ushul, hadits, al-Qur’an dan ilmu
akhlag, tapi juga di bidang pengetahuan ilmu-ilmu modern seperti
astronomi dan matemmatika. Tidak heran apabila di kemudian hari dalam
usia yang relatif muda, yaitu 27 tahun, khomeini telah dapat memberikan
pelajaran filsafat dan metafisika kepada murid-muridnya yang mempunyai
kapasitas sikap kepada murid-muridnya yang mempunyai kapasitas
intelektualitas dan spiritualitas yang memadai. Dan telah menulis buku-

buku tentang berbagai segi agama.

Sepanjang belajar di Qom, Khomeini juga sangat sadar akan
perkembangan—pcrkembangan politik yang terjadi di Iran dan di negeri-
negeri Islam. Hal itu terlihat jelas dalam tulisan maupun pidato-pidatonya
tentang pemikiran-pemikiran politik yang berkaitan dengan pengetahuan
sejarah Islam.

Pada usianya yang ke-30 tahun, Khomeini menikah dengan putri
seorang ahli agama dan dikaruniai dua orang putra dan tiga orang putri.
Putra pertama diberi nama Musthafa Khomini, seorang Hujjatul Islam

muda terkemuka, sekaligus tangan kanannya, meninggal secara misterius
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dan diyakini telah dibunuh oleh agen-agen dinas rahasia Reza Syah
(SAVAK). Yang kedua, Ahmad Khomeini, sama-sama Hujjatul Islam
yang nantinya akan menggantikan posisi kakaknya, menjadi salah seorang
tokoh pendiri Rebublik Islam Iran. Diantara putri-putrinya, Zahra

Mustafawi adalah seorang doktor dan dosen filsafat di salah satu

universitas di Iran.%’

Khomeini sangat menekankan pendidikan kepada anak-anaknya
dengan disiplin, jujur dan tanggung jawab yang tinggi terhadap diri,
keluarga dan masyarakat Khomeini juga mengembangkan dan
mengajarkan kepada anak-anaknya pendidikan yang mengandung nilai-
nilai Islami sehingga diharapkan anak-anaknya nanti mampu menjadi

seorang yang soleh dan solehah.

Hal ini terlihat juga pada waktu Khomeini membutuhkan dan ingin
mengambil buku Kasyf al-Asrar yang ditulisnya sendiri dari kantor biro

perpustakaan miliknya sendiri.

Bgitulah Khomeini, seorang pemimpin yang mematuhi sepenuhnya
tata tertib, tidak mau membedakan dan tidak mengizinkan dirinya untuk
melanggara begitu juga dengan orang lain. Padabal Khomeini telah

memiliki wewenang penuh dan kedudukan tinggi dalam posisi dan umur

7 Ibid, h.78.
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yang tidak dimiliki oleh orang lain di negerinya. Dalam aspek religius,

Khomeini pun sangat memperhatikan perkembangannya.

Khomeini tidak hanya menyampaikan teori-teori mengenai akhlak
yang seharusnya dikerjakan oleh keluarga atau para pengikutnya,
melainkan Khomeini juga harus bisa menunjukkan dengan praktik yang
mendekati kesempurnaan yaitu dengan bertaqwa sebagai hamba Tuhan

(Allah SWT).

Kehidupan Khomeini dan keluarganya memang sangatlah
sederhana. Suatu ketika, pernah seorang wartawan muda yang berasal dari
Amerika tercengang melihat rumah ini terdapat di sebuah kampung kecil
yang tidak dapat dilewati oleh mobil. Walaupun telah melihat sendiri
rumah Khomeini, wartawan itupun masih ragu dan tidak mempercayainya.
“Apakah ini Rumah Ayatullah Khomeini yang sesungguhnya?” Maka
dengan rasa penasaran bertubi-tubi, wartawan tersebut bertambah

tercengan tatkala mengetahui bahwa rumah yang dihuni Khoemini adalah

rumah sewaan atau kontrakan dan bukan rumah pribadi.

Sampai di sini dapat dikatakan sosok seorang Khomeini ketika
masih kecil dan memasuki masa remaja telah memiliki ciri-ciri dan
karakter yang sangat menonjol dibanding dengan anak-anak lainnya. Sifat
dan perilaku sangat baik ditampilkan olek Khomeini inilah yang membuat
rekan-rekan  disampingnya, baik murid, teman dan mereka yang

mengenalnya secara pribadi sangat menyukai dirinya, dan itu merupakan
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&1 : perwujudan spiritual dan akhlak Islam. meskipun sudah menjadi anak

yatim piatu, ketegaran, ketababan, dan konsistensi dalam menghadapi
berbagai persoalan hidup, malah semakin menambah kuat dan matang
dirinya.

Pada minggu terakhir, bulan Mei 1989, para dokter di rumah sakit

Teheran sibuk merawat dan emngobati, Pemimpin Besar Revolusi Islam

Iran, Ayatullah Ruhullah al-Musawi al-Khomeini, yang menjalani operasi

karena pendarahan di lambung. Operasi berjalan dengan baik, rakyat Iran
dan Umat Islam di seluruh dunia pun berdo’a untuk kesembuhan dan
kekuatan pemimpin mereka yang hidupnya penuh dengan perjuangan dan

keteladanan. Para dokter pun berupaya untuk mempertahankan hidup sang

imam. Namun, Allah SWT menghendaki lain. Pada pagi hari Ahad, 3 jum
1989 M, 29 Syawal 1409 H, bangsa Iran, seluruh umat Islam dan para
pecinta sang [mam tenggelam dalam kesedihan dan berkabung menangisi
kepergiannya. Jutaan rakyat Iran dan para pencintanya mengantarkan sang

Imam ke tempat peritirahatan terakhir, di dekat pemakaman Behesyte

Zahra, selatan Teheran.**

2. Seting Intelektual Dan Sosial Imam Khomeini

a. Syiah sebagai Konstruksi Ideologi
Khomeini adalah seorang ‘Alim yang Cukup dise gam

aat ini. Tidak saja bagi pengikut setia yang meneruskan

sampai S

! 1bid, h. 78.
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ajaran-ajarannya, melainkan juga bagi kawan dan lawannya.
Khomeini adalah seorang guru besar yang memberikan bimbingan
ke arah jalan dan tujuan yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama
Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Kepada para murid dan
pengikutnya.

Kontribusi wahana pemikiran Islam saat ini yang telah
berhasil digulirkan oleh Khomeini setelah revolusi yang
dipimpinnya dan dinilai mampu menumbangkan asumsi-asumsi
tentang revolusi dari para pengamat politik Barat adalah konsep
kepemimpinan dalam negara yeng terkenal dengan sebutan
Vilayat-1 Fagih.

Dalam pandangan Syiah, nabi bukan saja sebagai pemimpin
rohani yang menjalankan misinya sebagai utusan Tuhan bagi
keschahteraan umat manusia, melainkan sekaligus sebagai
pemimpin politik. Terbukti dengan kepemimpinan Nabi
Muhammad saw sebagai komandan tertinggi dalam peperangan
umat Islam melawan kaum kafir. Demikian pula dengan peristiwa
perjanjian Hudaibiyah tahun 628 M, antara umat Islam dengan
kaum Yahudi Quraisy, yang berisi tentang gencatan senjata semua

ini membuktikan kedudukan Nabi Muhammad Saw bukan saja
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sebagai pemimpin keagamaan tetapi lebih pada pemimpin suatu
kelompok di masyarakat (politik).*

Di satu sisi sejarah tersingkimya keluarga Nabi Muhammad
saw dalam persoalan-persoalan kehidupan masyarakat abad
pertama sepeninggal Nabi Muhammad saw dan berakhimya
kepemimpinan ‘Ali bin Abi Thalib karena dibunuh oleh Tbnu
Muljam, menimbulkan tumbuhnya kesadaran politik yang kuat
dalam diri pengikut-pengikut ‘Ali (Syiah Ali). Terutama dengan
terjadinya Tragedi Karbala pada tanggal 10 Muharram 61 H (12
Oktober 680), di mana Imam Husein bin “Ali bin Abi Thalib, cucu
Nabi Muhammad saw, Imam ketiga Syiah Imamiyah, beserta 72
pengikutnya syahid dibantai secara keji oleh pasukan Yazid bin
Muawiyah bin Abi Sufyan™. Inilah tragedi paling besar yang
pernah menimpa umat manusia, dimana cucu dari manusia pilihan
Tuhan dibunuh oleh sekelompok orang yang haus akan kekuasaan
dan ironisnya mengaku sebagai pengikut-pengikut setia Nabi
Muhammad Saw.

Bagi kaum Syiah hal ini membawa inspirasi tersendiri yang
lebih kuat dalam menjalankan aktivitas keagamaan yang tidak ada
pemisahan antara politik dan agama, keduanya menyatu scbagai

bagian dari ritual keagamaan. Hampir seluruh ajaran Syiah

| ® 1bid. n83.

| ™ Ibid, b. 83.
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menampilkan hubungan yang erat antara dimensi ibadah dan
politik. Khomeini berkeyakinan bahwa Islam itu bersifat politis,
kalau ridak maka agama hanyalah “omong kosong” belaka. Beliau

berkata seperti dikutip oleh Noor Arif Maulana :

“Grup musuh kedua yang melakukan rencana jahat yang lebih keji
mempercayai bahwa agama dan pemerintahan tak dapat dipertemukan
dan dipadukan. Orang-orang jahil harus menyadari bahwa Al-Quran
dan Sunnah Nabi saw mengandung lebih banyak pelajran, ketentuan
dan perintah tentang tata pemerintahan dan politik ketimbang masalah
apapun lainnya. Bahkan banyek perintah Islam mengenai peribadatan
kepada Allah SWT sesungguhnya mengandung aspek-aspek politik,
mencegah yang mungkar. Nabi Mubhammad saw mendirikan

pemerintahan untuk menjangkau keadilan sosial. Ini pemerintaha
scbagaimana pemerintahan lainaya, kecuali bahwa ia bermaksud
meningkatkan keadilan sosial dan persamaan.”
Dapat dikatakan setiap bentuk ritual keagamaan, apapun namanya
selalu dapat dikatikan dengan “ritual politik”. Dengan begitu,
hampir selalu ada dimensi sosial-politik dalam setiap upacara

keagamaan. Pada masa kehidupan Nabi Muhammad saw pun

keberadaan pemerintahan maupun negara itu sudah terwujud,
bukan hanya dalam makna substansi tapi dalam bentuk

menyeluruh. Karena itu, masyarakat Muhammad kemudian
meliputi kaum muslimin dan juga non-Muslim dalam atau dengan
tingkat keanggotaannya yang berbeda-beda. Masyarakat tersebut
telah lama berhenti sebagai suku baru dari orang-orang beriuman,
atau bahkan sebuah asosiasi orang-orang sukarela. Ia telah menjadi

sebuah masyarakat yang kompleks dan luas dari unsur-unsur yang

"\ 1bid. h. 84.
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heterogen, tersusun secara lebih penuh ketimbang yang pernah
terjadi pada sistem Mekkah (baik secara religius ataupun politik);
struktur politik yang telah dibangun Muhammad kini jelas telah
menjadi sebuah negara sebagaimana negara-negara pada bangsa-
bangsa yang mengelilingi Arabia, dengan sebuah pemerintahan
otoritatif.

Ideologi mazhab Syiah yang bersumber pada sejarah agama
Islam sebagaimana di atas itulah yang mendasari pemikiran
Khomeini dalam konsep Vilayat-I Fagih. Konsep ini sesungguhnya
Jahir schagai bentuk “protes” Ijtihad Khomeini "untuk
menanggapi ke-ghaib-an besar Imam keduabelas, yaitu Imam al-
Mahdi al-Muntadzar. Khomeini menerangkan bahwa dalam
keimanan Syiah selama ghaibnya al-Mahdi, maka kepemimpinan
umat harus berada dan menjadi hak para fagih agama yang saleh
dan adil. Inilah pemerintahan ideal yang berhasil dibangun
Khomeini di bawah kekuasaan para ahli-ahli agama, sehingga

rakyat dan para faqih lain pun wajib mengikutinya.

. Sejarah Perkembangan Teori Politik Syi’ah

Awal-mula sejarah politik Syi’ah sebenarnya telah

berlangsung lama, yaitu sejak wafatnya Nabi Muhammad Saw.

Persoalan yang mendasar dalam Islam setelah Nabi Saw tiada

adalah tentang siapa yang bethak menjadi pemimpin atan

™ 1bid. h.85.
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pengganti beliau? Dari kalangan keluarganya Ahlul-Bayt, atau para
sahabatnya? Menurut kalangan Syi’ah yang berhak menjadi
pengganti setelah Rasul Saw adalah “Ali bin Abi Thalib dan para
keturunannya. Sementara dari kalangan Sunni menganggap bahwa
kepemimpinan Abu Bakar, ‘Umar bin Khaththab, ‘Utsman bin

Affan, dan selanjutnya baru ‘Ali bin Abi Thalib-lah yang diakui.

Sejarah politik Syi’ah sesungguhnya lebih banyak diwamai
oleh quietisme yaitu kecenderungan untuk diam dan bersifat
apolitis, daripada aktif di bidang politik. hal ini berlangsung pasca
*Ali bin Abi Thalib yaitu sebagai Imam Pertama dalam Madzhab
Syi*ah. Sehingga awal dari sejarah Syi’ah sebenamya telah dimulai
dengan suatu “kekalahan politik”™ yang dimulai dari Imam Pertama
Madzhab Syi’ah hingga Imam Keempat, yaitu “Ali Zainal Abidin

(sekitar 38-94 H atau 658-712 M). 7

Kemudian Imam Kelima adalah muhammad al-Baqir (57-
114 H/ 676-7132 M), setelah itu Imam Ja’far Ash-Shidiq sebagai
[mam Keenam (80-148 H 1 699-765 M), setelah itu mulai dikenal
sebagai masa-masa perkembangan keilmuan di kalangan Syi’ah
Imamiyyah) yang berpuncak pada kodifikasi fikih Syi’ah yang

™ Ibid. h. 86.




106

kemudian dikenal sebagai fikih Mazhab Ja’fari yang berasal dari

nama Imam Ja’far sebagai founding father-nya.™

Berbeda dengan mazhab Zaidiyyah —diambil dari nama
Zaid bin ‘Ali Zainal abidin bin Husain bin ‘Ali bin Abi Thalib,
saudara Imam al-Bagir (Imam Ketujuh), salah satu dari tiga
Mazhab besar dalam Syi’ah selain Isma’iliyyah dan itsna’
Asy’ariyyah yang dikenal antara lain karena doktrinnya yang
mengharuskan konfrontasi secara terbuka terbadp kekluasaan
kekhalifahan Umayyah yang tidak sah pada masa itu, dan
menghimpun kekuatan militer untuk melakukan pemberontakan.
Sebagian orang menafsirkan kejadian ini sebagai kritik terhadap
sikap Imam al-Bagir yang memilih tindakan konfrontatif untuk

menguasai persoalan pada zamannya.

Seperti halnya dengan putra mahkota yang akan
menggantikan kekhalifahan Dinasti Abbasiyyah, Imam kedelapan
yaitu Imam ‘Ali as-Ridla (813-833 H/198-218 M) telah ditunjuk
oleh khalifah al-Makmun untuk mengembalikan kekhalifahan
kepada keluarga Hasyimiyyah. Banyak ahli sejarah mengatakan
bahwa upaya al-Makmun itu merupakan bagian dari manuver
politiknya untuk mengambil hati dan memperoleh legitimasi dari
lebih banyak kaum Muslim yang menganggap bahwa kekhalifahan

 1bid. h. 86.



itu merupakan hak Bani Hasyim. Walaupun pada kenyataannya,
Imam “Ali Ridla sendiri wafat karena di racun oleh kaki tangan al-

Makmun.

Dengan demikian, sejarah para Imam Syi’ah ini terus
berlanjut sampai masa Imam Mahdi -Imam Muhammad bin Hasan
al-Mahdi- yang dikenal sebagai “Imam Zaman” atau “Imam
Sepanjang Masa”. Menurut keyakinan Syi’ah yang juga diyakini
oleh sebagian orang dari kalangan Sunni, imam tersbut dipercayai
menghilang sejak tabun 329 M dan akan muncul kembali ke dunia
pada akhir zaman untuk menyelamatkan umat Islam, khususnya

mustad! ‘afin atau kaum tertindas,, dalam rangka merebut kembali

. . 7
kepemimpinan umat manusia.”

Selain itu, kekuatan politik Islam sepanjang sejarah pasca
Khulafaur-Rasyidin didominasi oleh kaum Sunni. Dan kaum
Syi’ah, dalam sejrahnya hampir selalu bersikap quietisme,
schingga menjadikan kelompok tersebut cenderung terpinggirkan
(peripherial) dan tertindas.

Kenyataan ini ditambah dengan adanya paham
«Mahdiisme” yang cenderung membuat kaum Syi’ah memisahkan

diri dari percaturan politik dan hidup dalam komunitas yang

™ Ibid h.87.
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tertutup. hal ini membawa konsekuensi kaum Syi’ah menjadi
independen dari politik kekuasaan. Sikap ini tentunya didukung
oleh konsep “Tagiyyah”, yang mampu menyelamatkan mereka dari

kepunahan dan brkembang secra alami.

Selama masa kekosongan Imam Mahdi inilah, maka
kepemimpinan diserahkan kepada scorang pengganti vang
dianggap menguasai bidang agama, hukum Islam dan harus adil
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, ini hanya dapat
dilakukan oleh seorang fagih terpilih. ketaatan terhadap Imam

Keduabelas, oleh karenanya hukumnya waiib.

3. Karya Tulis Imam Khomeini

Sebagai seorang ulama dan intelek, Imam Khomeini lebih

menonjol keulamaannya, sehingga mendapat gelar Imam karena beliau

banyak berkiprah dalam dunia pendidikan, namun setelah banyak murid

serta melihat fenomena sosial masyarakat Iran saat dan memungkinkan

untuk mengadakan berbagai gerakan sosial kemasyarakatan, Raja Pahlevi
sangat khawatir meli
uas, sehinggad mendorongnya untuk mengasingkan Khomeini ke

hat pengaruh Imam Khomeini semakin hari semakin

mel
wilayah di luar Iran.

Imam Khomeini

cukup produktif untuk menulis karya-karyanya, selama di pengasingan

jtu termasuk salah seorang ulama Syi’ah yang

tidak kurang dari 20 jilid buku agama yang selesai ia tulis dan disebarkan
ke masyarakat. Ad2 tiga buah tulisan yang bernuansa politik dan sangat
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terkenal di kalangan para intelektual mustim Syi’ah, ke tiga karyanya ini
banyak memberikan inspirasi terhadap gerakan revolusi Islam di Iran.

Teks aslinya ditulis dalam bahasa Persia. Buku pertama berjudul Valayate

Faghih (Kerajaan mereka yang terpejalar) setebal 263 halaman, buku ke
dua berjudul Kashfol Asrar (Kunci misteri-misteri) setebal 334 halaman,

dan buku ketiga berjudul Towzihol Masael (penjelasan persoalan-

persoalan) setebal 639 halaman.
plar, dan kepada siapa saja yang ingin memperbanyak atau

Ketiga buku ini telah dicetak dalam

ribuan eksem

menterjemahkan ke berbagai ba
am buku pertama dan kedua Ayatullah Khomeini

hasa dipersilahkan.

Dal
mengemukakan prinsip-prinsip filsafatnya mengenai pemerintahan Islam,

uslim, politik internasi
dan scbagainya. Dalam kedua buku di atas Imam

dunia m onal, keadilan hukum Qur’an, kegiatan-

kegiatan subversive
ini tampil sebagai dalam sosok sebagai politikus ulung, seperti

Khome
jsannya mengenai soal figur seorang pemimpin yang

terlihat dalam tul ‘
ideal, beliau mengatakan pahwa pemimpin ummat yang ideal harus
a sebagai perikut: “seorang pemimpin harus beriman,

memenuhi kriteri
pandai, percaya kepada kedua belas

syah secara hukum agama, adil, rajin,
mengetahui dan

berkelamin laki-taki, cukup umuf,

keduniawian, dapat

ak  memperhatika®
menginterpretasikan hukum Allah.
puku yang kedua beliau menceritakan bahwa kewibawaan
Dalam

ni harus diakui oleh:

dan kekuasaan dari pemimpin !

e T e T T T =




4. Pengikut-pengikut yang yakin akan kebaikan pemimpinnya dan

memnilihnya dari antara yang lain sebagai pembimbing kerohaniannya.
§. Dua orang yang terkenal adil dan bijaksana dengan syarat bahwa
keputusan mereka tidak ditentang oleh dua orang lain yang setingkat
dan mempunyai kwalifikasi yang sama tingginya.
6. Sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan dalam persoalan
agama, yang telah memilihnya dari antara orang lain.

Dalam buku yang ketiga, ia tidak bertindak sebagai seorang
politikus, tetapi sebagai seorang patriot dari kaum Syi'ah yang
memproklamirkan prinsip-prinsip susila dan agama, yang seringkali jauh
berbeda dari prinsip-prinsip figih sunni, seperti konsep Khumus dalam
zakat.

Halaman pertama dari buku ketiga ini merupakan beberapa garis

tulisan tangan Imam Khomeini sendiri disertai dengan tanda tangan dan
capnya, maksudnya untuk mengangkat efek bahwa segala yang ditulis ini
merupakan refleksi ide-idenya yang harus dilaksanakan oleh segenap
kaum Syi’i. Prinsip-prinsip yang dikemukakannya merupakan jawaban
dari persoalan-persoalan sehari-bari.

Di samping dikenal sebagai seorang yang revolusioner, praktisi

gerakan, dan mobilisator ulung, Khomeini juga dikenal banyak membaca

dan menyempatkan diti untuk buah pikiran dalam bentuk buku. Di antara

tkan dan mendapat sambutan baik dan apresiasi

karya yang sempat diterbi
emua kalangan adalah:

yang luas dari s
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Syarh Do'n Sahir; Kitab yang ditulis pada tahun 1928,
menjelaskan mengenai do’a sahur yang membahas masalah “irfan,

filsafat, dan teologi yang sangat mendalam.

Syarh Hadits Ra's al-jalut; ditulis pada tahun 1929, adalah
penjelasan hadits Ra’s al-Jalut mengenai kmtikan Imam Ridha
kepada penganut berbagai agama.

Hésyiyah ‘Ala Syarjj Hadlts Ra’s al-Jalut; memberikan catatan atas

Syarh Hadits Ra’s Al-Jalut kepada ulama irfan pada abad 11, yang

ditulis oleh Qadhi Said al-Qummi.

Hésyiyah ‘Ala Syarh Fawaid al-Ridlawiyyah; berisi tentang
pembahasan ‘irfan yang sangat mendalam sebagai tambahan
penjelasan atas Syarh Fawaid Al-Ridlawiyyah karya Said al-
Qummi.

Syarh Hadits Junud Al-Aqi Wa Al-Jahl; pembahasan mengenai

akhlak dan pandangan-pandangannya terhadap teologi, akhlak serta

‘irfan.
Mishbdh al-Hiddyah ila al-Khilafah Wa al-Wilayah; salah satu

karya mengenai ‘irfan yang paling dalam pada tahun 1930, dan

ditulis pada usia 28 tahun.

Hdsyiyah Ala Syarh Fushush al-Hikam,; catatan Khomeini atas

karya al-Qaisari yang menjelaskan Fuslzuslz al-Hikam-nya Tbnu

‘Arabi.
Mishbdh al-Uns; memuat catatan irfan nazhari dan

Hasyiyah Ala




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ditulis pada tahun 1936.

Syarh Arbain Hadits; penjelasan yang sangat mendalam tentang

hadits-hadits akhlak dan irfan.
Sir al-Shaldt; berisi penjelasan tentang rahasia-nahasia shalat dari

pandangan spiritual dan ‘irfan. Ditulis dengan bahasa Parsi pada

tahun 1942.
Adab al-Shalét; merupakan penjelasan lebih terinci tentang

karyanya Sir al-Shaldt.
Risalah Liga Aflah; membahas dan menjelaskan mengenai Hikmah

yang cukup dalam.

Hasyiyah ‘Ala al-As far; catatan menarik Khomeini terhadap kitab

al-As far al-Arba’ah, kitab paling baik dan sempurna tentang irfan

dan perjalanan manusia ke dan dari Allah, karya terkenal Mulla

Shadra. Sampai saat ini masih belum ditemukan.
karya yang terkenal, berisi tentang kritikan

Kasyf al-Asrdr;
terhadap propaganda kaum anti Islam pada tahun 1944 dan

sekaligus membongkar rahasia atas kejahatan yang dilakukan Reza

Khari, juga menjelaskan tentang pentingnya pemerintahari Islam
yang berasaskan Vilayat-1 Fagqih.

Anwar al-Hiddyah; perisi tentang rasionalisasi ilmu ushul fikih,
yang ditulis pada tahun 1949 (dalam bahasa Arab).

Badayi Al-Durar; penjelasan tentang kaidah ushul fikih yang

diarar), ditulis pada tahun 1950.

sangat popular (la




17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Risalah al-Istishab; berisi pembahasan ilmu ushul fikih yang

sangat menarik, ditulis pada tahun 1951.

Risalah Fi al-Ta'adul Wa al-Targjih; pembahasan ushul fikih
ketika terjadi pertentangan antara dalil-dalil.

Risalah al-I jtihad Wa al-Ta glid; ditulis pada tahun 1370 H dan
mengandung pembahasan tentang masalah Jjtihad dan Tagqlid,
merupakan pernbahasan ushul fikih penting.

Risalah Fi al-Tagiyyah; menjelaskan keberadaan Tagqiyyah sebagai

bagian dari upaya mempertabarikan ajaran agama. Ditulis pada

tahun 1953.
Kitab Thaharah; yaitu menerangkan tentang makna kesucian

dipandang dari jtmu fikih. Ditulis pada tabun 1954-1958, terdiri
dan empat jilid.

Tahrir al-Wasllah; penjelasan tentang hukum dan fikih. Ditulis

pada tahun 1964-1965.
Kitab al-Bay'; terdiri dari lima jilid hesar, menerangkan persoalan
bagaimana huku jual beli dan perdagangan. Ditulis pada masa
pcmbuangannya di Najaf (Irak) antara tahun 1961-1976.

Al-Hukumat al-Islami; penjelasan lebih lanjut tentang pentingnya
Vilayat-{ Fagqih atau sistem pemerintahari Islam. gl
AlJikdd al-Akbar; membahas tentang pentingnya penyucan diri

atau tahzib al-nafs, ditulis di Najaf pada tabun 1971 saat Khomeini

masih berada di pengasingan.




Ao ettty

114

26. Tafsir Surat al-Fdtikah; uraian mendalam mengenai makna surat
A1-Fatihah dan Basmalah berdasarkan analisis “irf an.
27. Istiftdt; merupakan kumpulan fatwa-fatwa Khomeini tentang

berbagai persoalan agama yang ditujukan kepadanya sejak revolusi

) 7%
Islam hingga akhir hayatnya.

e

™ Ibid b 120-122.




BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Hasan al-Banna tentang Sistem Pemerintahan Islam

Untuk memahami pemikiran Hasan Al-Banna pertama-tama perlu

dipahami dahulu sejumlah keyakinan pokok yang melandasi pemikiran dan

gerak politik jamaah I

Banna.

1.

khwanul Muslimin yang telah diletakkan oleh Hasan Al-

7 Dj dalam visinya 12 menjelaskan sebagai berikut :

Hakikat keberadaan seorang Muslim sejati sebagai politisi adalah

berangkat dari keislamannya. Seseorang Muslim tidak akan

sempurna keislamannya kecuali jika dia menjadi seorang politisi,

jauh pandangannya dalam urusan-urusan umatnya, penuh perhatian

dan antusias terhadapnya. Begitu juga, saya mengatakan bahwa

sikap membatasi dan mengasingkan diri dari politik merupakan

sikap yang tidak diakui oleh Islam dan bahwa setiap organisasi

Islam wajib meletakkan perhatiannya terhadap urusan-urusan
am kerjanya. bila tidak, maka

umatnya pada urutan pertama progr

organisasi itu sendiri yang perlu memahami Islam.

liyah ajaran Islam mengharuskan amal politik. Untuk

Syumu

menegaskan hakikat ini, Hasan Al-Banna menyatakan bahwa

I

77 Dalam Al-Tkhwanul Muslimun.
Maktabah Asyamilah, 2005).h.83

Jalan Peradaban Komprehensif Al-Ikiwarul My uslimun. (Al-

-86.
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komprehensitas Islam i
sebagai agama dan si
stem kehidupan
yang

sempurna itu sudah barang tentu mencakup aspek politik

3. Negara Islam mencerminkan fikrah (ideologi). Implementasi Isl
sebagai ideologi yang sempurna dapat terwujudkan melalui ne N
Islam. Negara dianggap sebagai representasi gagasan, 1:tenjagang1am
dan bertanggungjawab atas realisasi tujuan-tujuannya di ten:;

masyarakat terentu serta menyampaikannya kepada semua

manusia.

4. Tanggungjawab dan peran umat dalam menuntut hak-hak

keislamannya kepada pemerintahnya.

5. Menegaskan hakikat bahwa Islam tidak memisahkan antara agam
a

dan politik.

6. Politik dan pemerintahan dalam pemahaman Ikhwanul Muslimi
1min

merupakan sal

sip-prinsip yang lain.

ah satu prinsip syariat yang tidak terpisah dari

prin
keyakinan tersebut di atas, maka lahirlah dari o

Berlandaskan sejumlah
rintahan Islam yang pokok-pokoknya adalah

Al-Banna suatu konsepsi Pem®

sebagai berikut -

1. Kedudukan l’emerintahan Islam

kan kedudukan negara Hasan Al-Banna

f ini mengharuskan tegaknya

mendeﬁnisi

Saat
wa Islam Y808 hani

menyatakar bah




pemerintahan di atas kaidah sistem sosial yang telah digariskan oleh Allah
untuk umat manusia. Islam tidak menghendaki terjadinya kekacauan dan
tidak membiarkan umat Islam hidup tanpa pemimpin. Rasulullah SAW.

bersabda kepada sebagian sahabatnya sebagaimana disitir oleh Hasan Al-
Banna™ :

"Jika engkau berada di sebuah negeri yang tidak ada kepemimpinan di dalamnya,
maka tinggalkan negeri itu.”

Pada hadits yang lain beliau juga bersabda kepada para sahabat:

"Dan jika kalian bertiga, maka hendaklah salah seorang (di antara kalian)
memimpin.”

Selain itu Hasan Al-Banna menulis dalam bukunya

Barangsiapa beranggapan bahwa agama terlebih lagi Islam tidak mengungkap masalah
politik atau bahwa politik tidak termasuk dalam agenda pembahasannya, maka sungguh
ia telah menganiaya diri sendiri dan pengetehuannya. Saya tidak mengatakan bahwa ia
“menganiaya Islam", karena Istam itu syari‘at Allah yang sama sekali tidak mengandung
kebatilan, baik di depan maupun di belakangnya.

Dari uraian di atas Hasan Al-Banna mewajibkan setiap muslim

harus memiliki pemikiran atau anggapan bahwa agenda politik itu

termasuk agenda pembahasan yang sangat penting dalam agama Islam

dan termasuk bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam,

Beliau juga menyitir kata-kata Imam Al-Ghazali, "Ketahuilah

bahwa syari'at itu pondasi, dan raja itu penjaganya. Sesuatu yang tidak ada

—

™ Hasan Al-Banna Risalah Pergerakan

Tihwantd Muslimin. ( Solo : Intermedia, 1997) h. 359.

™ Ibid h. 360.
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pondasinya pasti akan hancur, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya

niacaya akan hilang. 80

Hasan Al-Banna berpendapat bahwa keberadaan Daulah Islamiyah

enopang dalowah Islamiyah beliau menulis dalam

sangat penting untuk m

bukunya :

) tidak akan tegak kecuali bertumpu di atas pondas§ 'dakwah,
Dil'llah Isil:,rrln?":':j’a di sebush pemerintahan yang. menghasung suatu misi, bukan
sel :nggab struktur, dan bukan pula pemerintahan yang materialistis, yang
;e l::;n:h; ta:gznmh di dal’amnya. Demikian pula dakwah tidak mungkin ;eg:k kecuali
el I . . akan menjaga, menyebarkan, dan
o ; erlindungan; yang

jika ada jamingh P

mengokohkannya.
Mepurutnya merupakan

kesalahan yang fatal ketika umat Islam

lupakan akar pemikiran ini, sehingga dalam prakteknya umat sering
melup

politik (meski secara teoritis umat

; san
memisahkan agama dani urd

Jslam Mesir menetapkan dalam
ngatakan umat
Hasan Al-Banna Ime

mi negara adalah Is}
para petinggi pemerintahan dan para

am, namun ternyata ketetapan )

UUD bahwa agama %
pisa menghalang!
rusak citrd Islam dalam

slam dalam realitas kehidupan. Hal ini

ini tidak cukup . ‘
ini tidak persepsi dan pikiran ;

akinan dan kesadaran penuh untuk
gan key

lakukan 9"

:" 1Bid. h 360.
' 1bid. h.360.
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menjauhkan pesan-pesan agama dari kancah politik. Inilah awal da
- i

persangkaan yang keliru dan ini pulalah pangkal kerusakan.®

Hasan Al-Banna melihat bahwa pemerintahan adalah bagian dari

pelaksanaan proyek kebangkitan. [a berkata :

Agama Islam ini, yang diyakini oleh Ikhwanul Muslimi

pemeriqtahan seb_agai salah satu pilar bangunannya, ia m::::lnmef"adikm

eksekutif sebagaimand ia mengandalkan bimbingan. Dahuly, khalifaimbaga
Sesungguhnya Allah mencegah de:;:,g,

bin Affan) berkata,
ang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran.”

kekuasaan sesuatu ¥
Rasullullah Saw. Telah menjadikan pemerintahan sebagai salah satu dari ikat

[slam. Pemerintahan dijelaskan dalam buku-buku figih dan akidah, dib an
angnya. Islam ad hukum dan penerspantya sekaﬁgluan
dang-undang, dan peradilan. S

ushul bukan dicab
:mana ia adalah pengajaran, Uft
bukanlah seorang Mukmin

menetapkan suatu gistem yans tidak berlandaskan kepada Islam. Tentang
karakter pemerintahan yang diserukan oleh Hasan Al-Banna :

Kami tidak mengakui sistem apapufl yang tidak berpangkal dari prinsip Islam
dan tidsk padanys....- Ko B kerja untuk menghidupkan sistem
pemerintahan egenap fenomenanys, dan membangun
pemerinta n

Islam. Beliau perkata -
paharu Islam pntuk menuntut diberlakukannya hukum
kecuali dengan bangkit dan

m .
para P¢ tidak terampunl
i tangan mereka yang tidak mau

Berdiam dirinya P ang
membersihka? merin [slam ¥ADE hanif ini, !khwanul Muslimin tidak
menESAkkﬂtzg gknya pom orin amuk difnya. Jl‘kl:ul mereka mendapati di
men:!?u:ltmat rerdapat 028 yang siap untuk memikul beban melaksanakan
\_’f‘f_’,'/’
L7
Ibid, b 360.
Jalan Kebangkﬁﬂ" Jslam:Peta Pemikiran Hasan Al- Banna,

oretas o

83
Abdyl Hamid Al-Ghazalt M
2001)h. 208

(Solo: Era Intermedia,
id h.208.
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rani Islam, mereks siap menjadi
ji idak

a sistem qu

amanat, dan berhukum kepad
penolongnya.

pasukan, pembela, dan ;
mendapatkannya, maka tetaplah pemerintahan
Ikhwan. Mereka akan terus bekerja dalam ranghka M i
1angan penguasa yang tidak mau metaksanakaf perintah Allal.

{ah Pergerakan Tkhwanul

am bukunya Risa

ayat dalam Al-QUf

Hasan Al-Banna dal
san, bahwa Allah

Muslimin 1 (1997: 359) mengutip

Menegaskan dalam firman-Ny2 -

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkat® wa
diturunkan Allaah daa_n jangan kemu merE ket ha'dak memalin
hatitah kamu te;'hadap mereka, SUPaY“dazu o Al.Maidahi 49)
Sebagian apa yang diturunkan Allah kepa®ar ‘

dapat diamb!

Dari berbagai uraia® di
Kedudukan pemerintaha [glam M€ - A
mencgakl‘a“

keberadaannya adalah wajib: untuk o
agama

bumi Tigak ada pemisah® anta

kenegaraan, Dan menurvt Hasal 7

kevar.:
€Yakinan tersebut.

1] sis
t
* Kekuasaan

%asar bersifat global, sedan?

ity 1oy .
% lebip, jelasnya Ia perkat?

I ;
qd ha) 200
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Tkhwan terhadap undang-undang dasar.
nginginkan 48ar kita membedakat antara dua istilah:
an undang-undang (qanun). Undang-undang
gatur batas-batas

bersifat global, yang men
fata hubunganiya dengan

tur hubungan antar

gistem yang menge
un materisl mercka, dan

B
anyak orang bertanya tentang sikap

Sebelumnya S esar
d as;rng-undang dasar (dustur) d
o adalah sistem hukum yang
ak asaan, kewajiban-kewajiban pen
yat. Sedangkan undang-undang adaleh
sesama _individu, melindungi hak-hak moral mauP
mengontrol apa-apa yang mere jakan.*

D. .. . .
i sini akan penulis uraikan tentang realitss di Mesir kala i

1. Prinsip-Prinsip U

Menurut
merupakan yang paling dekat
pengamat melihat prinsip Undang

memberi perlindung?” kepad?

representasi kehcndak r
gas Y28
rakyat, kontrol rakyat kepad? &
n kewe

tasan-bat”sa
| roleva® devge™ ™

penjelasan tentang b3
je]aS bag'l pengamat b wa 1a
at uwnda"e
dan sistem Islam dala™ forrt Undaﬂg'“n
e 8hwa Sistem
.« perlakV dan

Ikhwanul Muslimin mey
. oi di duitt

Mesir adalah gistem
[slat® Mereka

paling dekat kepad?
87

sistem yang Jain.
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m Dndang-Undang Dasar

2. Hal-Hal Pokok Dala
anna, Ikhwan

jkiran Hasan Al-B

Sesuai dengan peM
yang terkandung dalam

menyebutkan tentang hal-hal mendasar

undang-undang dasar-
hukum Al-Quran

maan dengal pe

unah yang SuC
aka umat harus memlllkl
menyimpulkan perbagdi pukusm dari teks syariat yang maulia,
kemudian menggarisk®” arah, tvA" dan kaidah'kaidah globalny®

mubah (dipefb"lehkﬂ“)

perbagai hal

pyerahat kepada

ci sebegal dua landasan yang

Bersa
yang mulia dan S

luhurnya-m

lalu mengatur

keseimbangan a°
berada dalam PETE?

menindas yang /ai™

Selain itu, un
yang m
ya_t‘aka t’

memuat berbag? kaidah puku® 7 gy 95
. jap lﬂd—wl-l u ‘
, met

untuk itu, selam?
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neeriminkan asprirasi rakyat

dan kontrol yang efektif dan me
perniliban wmm yan

sebagai buah dari pelaksanaal g bebas dan

bersih, maka keputusannya bersifat mengikat.”

. Undang-undang
[slam datang dengan prinsip-prinsip perundang-undangan
Hasan Al-Banna menegask pahwa [slam datang dengan prinsip-
prinsip syariat. 18 perkata :
daan tanp8 undang-
5858525

Sesungguhnyd Islam tidak :
agnys 987 i mte U5, pguan, A
opun. huko KETEC b isi

Menurutnya umat Jslart
un g—uﬂdﬂng

gak mene™”
an . akal jik
meﬂgatak sipaha™ dan “ﬁ;ﬁaﬂ dengan
L L L

dengan Islam. Ia .
tidak bis? syarsk? perseld

mé bi-NY® sWT telah

Ne y8 Allah ini dalam

kebangkitan ti

Sesusty yal'lgd‘ teﬂgﬂh qnah
ang 9! Su Ny8
1, daﬂ Rasu-lensen ai mas,ﬂ.lah




ia adalah orang-orang
daki, dan hukum

jahiliyah yang mereka kehen
da hukum Allsh bagi orang-orang yang

iagi, Barangsiapa yang tidak memutuskan dengan
adalsh golongaft orang-orang yang

mereka, Dan sesungguhnya kebanyakan manus

yang fsik Apakah hukum
siapakah yang Jebih baik daripa
yakin? ( Al-Maidah: 49-50)
Firman-Nya i
diturnkan Allah, maka me
kaﬁr.(Al-Maidah:44).
Barang siapa Yans tidak memutuskan P
turunkan Allah, maka
zalim,(A]-Maidah:45]
Barangsiapa yané tidak memutuskan dengan
orang-orang ¥&

maka mereka adalah golon

apa yang

reka
erkara dengan apa yang
orang-orang yang

jturunkan Altah,

apa yangd
ng fasik (Al-Maidah:4'?)

duk manusia ini, di

na Uﬂdﬂng‘uﬂdﬂ-ﬂg pro

Menurut Hasan Al-Ban
teks-teksnyd juga

samping pertentansan denga’
dasar mesir it¥ 5€

bertentangan dengan Undang-u

menyebutkan bahw? agama ¢

mungkin kita
; mr !:lan

yang punya akal- o
menghﬂfﬂ n

Allah dan R25U. i dmg'u“dan%ur erjudia  Makd,

memerang P?Tj”dl:’"’ i

mendukung 0
: o seordfie
bagalmanakah slk?l?i’? Ap}!kﬂh gia 15

b
s Pila
r Pemerintahan [slam® -

men

Menurut Hasan Al-
a po
"as dasar kaidah-kaidah yaﬂg 5 udah
 bag siste"”

ltu Merupak ko
an kerangkd po
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atas tiga pilar: rasa tanggung jawab pemerintah, kesatuan masyarakat, dan

sikap menghargai aspirast rakyat.
1) Tanggung Jawab Pemerintah
Pemerintah dalam menj

kepada Allah dan rakyat™y® pemerin

sedangkan rakyat adalah tuanny?

"Setjap kalian
atas yang digem

Ketika Abu Bakar ré- diangk

mimbar seraya berka®®
" hasilka?

ang ™
untuk keluargaku. AkUE" . baystlah

Namun, kini aku pekerja W

Maal kalian.” e
mem e

. il
Dengan pet elasal
. adil forhad® t

yang paling baik

bemerintah dengan 72

dasamn bahwa m g .
ya, ba a kepefltmg . N amun
kewajibannya sert me

mak?

a,
dalam melakuka? wgasny

sebaliknya, maK
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2
) Kmtugln Umat

na ukhuwah yang
ah salah satu

Umat
Islam adalah umat yang satth, kare

ah nempersatukan had mereka adal

kesempumaan

dc;]
gannya Islam tel
dengan

jman kecuall

land
asan iman, Tidak 2d3
kecuali dengan

uk
huwah, dan idak ak

men
egakkannya. Namun hal i

Menyata
kan pendapat dan mcnyampai

kepad
a yang besar, atau dari yan

slam, ¥

yan
g merupakan tradiai
AW. persabdd

nahi
hi munkar. Rasutullah >
R*:sgﬂma itu ﬂasch'at." Merekd perkatd "Bag! SN
ulullah menjawa’: »Bag! Allah, ]usl-‘l- Zﬂ, kitab- va, parg
in, dan Kalangd? gmum merek?:

kaum muslimit
gt zhalim

Ras
u :
lullah juga bcrsabda,
"Jika aku melihat ymatky takut ber.ka'ta k:kp:c!a or;:; s i
(dengan perkaisa®” T yahai S it ™

mereka.”

Pada i
rnwayat lain peli ds-
,,kaxﬂﬂfa"

au bersab

Pen "Dan perut pumi 1ebif baik o ™ Abdul M
ghulu para S yuhada' dalah a h bit )
yane i | ,nimpi“ dmjana rnemeﬂntah
rdiri di P as) pamo”
(berbuat ma'ruf) 42°

ia dibunuh.”
Di kalangd® um oo
g2

pe
rsoalan-persoda”
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yala Al-Islam yang

yakini adalah satu,
ntara itu, perbedaan dalam hal-hal

tidak akant mengakibatkan

sistem sosial yang mereka

telah dikenal luas oleh mereka. Seme
fury' (cabang) tidaklah membahayakan:

kebencian, pe

tidak perlu dilakukan

maka kepala negaralah yan

dengannya. Dan tidak ada lagi &0

3
) Menghargai Aspirasi Raky2t
l kan kontl'OI tBl’hﬂdaP

Di antar2

pemerintah dengad $¢%
, ; Scdaﬂskﬂ“
hal itu membawd kcb‘"kan' i aspiraSiﬂYa’ dan

bermusyawarah deng?® 19
. an-

Mmengambil yans baik
memerintahkatt kepad?

ity,
ok Jalam

Khutafaur RﬂSYidm'
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ah, mereka mengumpulkan para ahli
ercka sating bermusyawamh dan
ndapat mereka. Bahkan, para ahli

ari rangkaian pe
yslimin untuk (berpegang) kepada

31:9 datang kepada meré
ri kaum muslimin.

:“;[lgambil yang benar d
adi mengajak dan menganjurkar kaum 1M

pendapat yang benaf tadi.”
hiddiq sehagaimand disitir oleh Hasan Al-

Abu Bakar Ash-S

B
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fugaha. Selain itu, rakyat tidak boleh ikut
cam
et b 4 | pur dalam proses itu. Hal ini
engan sistem demokrasi yan
selebar-lebarnya bagi b e "
agi rakyat untuk terlibat aktif dalam pemerintah
rin
Dilatarbe ‘ iti )
lakangi oleh kritikan tersebut, mulai muncul inte
baru terha | Vi -
dap teori Vilayat-i Faqih. Interpretasi baru itu menyajika
konteks ' ' .
baru dari doktrin Vilayat-l Faqih yang mengakui pros
[+
pemahaman m i inggt
asyarakat terhadap faqih tertinge! (the supreme fagih),
tas kekuasaan faqih. Karena itu, perlu
ikasi dan implementasi
ukung model

sebagai elemen utama bagi validi
ks Insha’i (‘kontkret’) bagi apl

sebagai pengganti atau pend
dasarkan pada konteks khaban

pengenalan konte

doktrin Vilayat-I Faqih

interpretast sebelumnya yang lebili di
remnis teoretis:

(‘abstrak ) atau premis-p
ridis Vilayat-l Fagih merupakan suatu
Dalam rangka mendekatkan

yang dipercaya.
pemegang kekuasaan

“kontrak sosial”

Sifat yu

sepert!

peranan rakyat

“modern’,
rwakilan” (repre-
_ Salah satu




Dalam konsep perwakilan, pemimpin dalam komunitas
merupakan wakil rakyat, bukan wakil Imam. Oleh karena i 'ISIam |
yang terpilih dapat dicopot kekuasaannya oleh rakyat yan o
jika ia kehilangan kualitasnya sebagaimana diisyaratkan iamfmmhnya
Imam dalam Islam-tentu hal ini berbeda dengan kepemim:n::o:

ma’shiimi

in (Dua belas Imam) yang langsung ditunjuk oleh Allah SWT
Hal ini di

ini dilakukan untuk mengantisipasi dan menghindari adanya
dan otoriter yang pemah terjadi pada zaman Syah

kekuasaan yang absolut
Iran (monar8uki). Dengarn demikian, sah dan konstitusional, apabila ada
n mcnghancurkan rezim yang zalim

revolusi yang ingl
» atau juga modifikasi menunjukkan

Muncuinya winterpretasi bart
bahwa ada suatu sikap keterbukaan dan kel
atau konsep- Nampaknya,

ksanakan suatt sistefm
ikan dengan perkembangan zaman

uwesan dalam memahami dan
ada transformasi




negara adalah ti
ndakan bodoh. Nabi Muhammad Saw. da
w. dan empat khali
fah

pun sebenamya
adalah seorang politisi yang handal. Ko
a e ‘ . Konsep pemisahan
gama dan negara (sekularisasi) telah dijejalkan oleh
agen-agen

Ked,
va kekuasaan atau kedaulatan tertinggi ada pada Allah
dan

bukan
pada rakyat. Manusia hanyalah khalifah Allah SWT di muka b
umi
yan
g berwenang dalam melaksanakan kedaulatan-Nya. Kekhalifahan ini

b . e
ukan satu keistimewaan kelompok tertentu, melainkan untuk semu
uhan bertindak sebagai penguasa dan

a umat

manusia. Dengan demikian, T
pembuat Undang-Undang, sedangkan negara Islam hanya sebagai

pelaksana hukum (eksekutor) $3B-
dalah sebuah pemerintahan yang

Ketiga,

tunduk pada hukum Isfam
hukum Yyang dibuat oleh
pemerintahan [slam Yyang ideal ini ada
w. di Madinah dan « Alli bin Abl Thalib di Kufah.
yang menyebabkat Khomeini

n, ada dus faktof
. Pertatd, adanya fakt®;

Muhammad Sa
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belenggu-belenggu penindasan kemanusiaan .
keamanan terseb ehonom, polik, - dan
rsebut. Kedua, hal ini di
- ini didorong oleh adanya nilai-nilai yang
ut ole omeini yan

. yang berasal atau bersumber pada ideologi mazhab

i Nai-nilai :

yi’ah. Nilai-nilai pembebasan dan ilahiah yang sangat inheren di dalam |
hati g

ti Khomeini ini direpresentasikan dalam nilai-nilai moral-spiritual, dan
hati nurani Khomeini. Khomeini menginginkan pengaplikasian nilai-
ebut dalam wujud gerakan dan politik moral-

rrrrefweewernilai  ters
ndasan dan pembelengguan hak-

spiritual menentang segala bentuk pent
{ ini dijadikan sumber kekuatan bagi

-spiritual melawan

»

hak asasi manusia. Nilai-nila
Khomeini untuk melakukan la
Al hasil, kedua faktor t€
politis moral-spiritua

ngkah politik moral
rsebutlah yaog menyebabkan

rezim Syah Iran.
| dalam proses

Khomeini melakukan langkah

dengan menerapkan konsep Vilayat-l Fagih-nya.

Revolusi Islam Iran

o2 Tokoh
3. Persamaan dan perbedaan pemikira? Kedua 10 B
am Khomein sama-sama memiliki pandangat

a2 Hasan Al-Ban? dan Im
n negara Y

pemeﬂﬂtahan

an,

bahwa keberadad

kewajiban- Keberada?
kan
untuk menebaf
edangkan Imam
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Berdirinya pemerintahan Islam bertujuan untuk
menghilangkan

penindasan dari rezim Syah.
. Hasan
Al-Banna dalam menegakkan pemerintahan Islam tidak
ti
memaksakan konsep tertentu, bentuk bagi Hasan Al-Banna tidaklah

yang penting pemerintah dapat melaksanakan nilai-nilai Islam

penting,
raan, kebersamaan dan nilai-nilai dari Islam

seperti keadilan, kesejahte

lainnya. Sedangkan Imam Khomei
pinan para ulama, yang menjadi

ngan persyaratan-persyaIEtan tertenttt.
tertentu kala itu, karena

yang ada di Mesir

ni menawarkan konsep Vilayatul
Fagih  atau kepemim pemimpin

haruslah dari kalangan fagih de
dak berafiliasi pada partai
ala ity partai-partai
golongannya sendiri, tidak

Hasan Al-Banna ti
urut Hasan Al-Banté k
kekuasaall untuk
ir Sedangkan pem®
rlandaskan Islam

men

hanya mementingkan
rintaban Mesir yang

gkan rakyat Mes
dan g_undangnya be
gan g dari pada api.

ki imajinasi tentang

mementin
akan tetapi dalam

uIk
a jauh pané

secara resmi

pclaksanaaﬂy

Al-Bannad dan Imam Khomeini memili
an -

penindasan, masyarakat




Republik Islam Iran yang berlandaskan Islam dalam perspektif Syiah

atau lebih lengkapnya Vilayatul Fagih.
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PENUTUP

A. KESIMPULAN
Mengkaji pemikiran [mam Khomeini dan Hasan Al-Banna merupakan
hal i

al yang sangat menarik. Terckam dalam sejarah kedua tokoh tersebut

memiliki semangat juang yang tinggl dan memiliki petjalanan hidup yang
ran-pemikiran beliau berdua sangat diperlukan .’

perlu dijadikan panutan. Pemiki
kan atau pertimbangan oleh umat Muslim untuk

untuk dijadikan ruju

penegakkan syiar-syiar Islam.

Setelah menguraikan panjang lebar

pemikiran ffasan Al-Banna dan
Imam Khomeini tentang SISt pcmerintahan slam, dibawah ini akan penulis
iran dari kedua tokoh te

simpulkan beberapa pOkOk‘POkOk pemilcl
pgaskan keharusan untuk menegakkan syariat
baharu Islam untuk

Hasan Al-Bannd men
bahwa berdiam dirinya para P
adalab kejahatan

ukum Islam
kekuatan eksekutif dart

rsebut.

Islam. Beliau berkata - Jdok

menuntut diberlakukanny? h
a

terampuni, kecuall dengan bangd kit da
tangan mereka yang tidak M2
i menun

ini, Tkhwanu! Mustimin ¥
ti di tengal umat

ternyata tid

A



183

bagian dari manhaj Ikhwan Mereka akan terus bekerja dalam rangka

membersihkannya dari tangan-tangan penguasa yang tidak mau melaksanakan

perintah Allah.
Hasan Al-Banna berpendapat bahwa keberadaan Daulah Istamiyah

sangat penting untuk menopang dakwazh Islamiyah. Menurutnya Daulah

Islamiyah tidak akan tegak kecuali bertumpu di atas pondasi dakwah, sehingga
ia menjadi sebuah pemerintahan yang menghasung suatu misi, bukan sekedar
bagan struktur, dan bukan pul2 pemerintahan yang materialistis; yang gersang
pula dakwah tidak mungkin tegak kecuali

tanpa ruh di dalamnya. Demikian
dan

jika ada jaminan perlindungan; yang

akan menjaga, menyebarkan,

mengokohkannya.

gama Islam ini,

pelaksanaan proyek o
. . menjadikal pcmenntahan sebagai sal
n,
e jembaga eksekutif sebagaimand ia

Ikhwanu
gaudalkaﬂ :
g ketiga (Utsmatl

bangunannya, ia M
o bimbingan. D&%

a Allah mencegah 37

mengandalk

berkata, ” Sesungguhny
ah denga AL-QuIED :
. apaplm Yﬂ-ﬂg

tidak bisa diceB

fenomenanya,
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Dari berbagai uraian di atas, dapat diambil benang merah bah
wa

kedudukan pemerintahan Islam menurut Hasan Al-Banna itu wajib adany
a,

untuk menegakkan Agama Allah di muka bumi. Tidak ada pemisahan antara

agama dengan urusan politik kenegaraan. Dan setiap muslim harus memiliki

keyakinan tersebut.

enilai bahwa negara Islam berlandaskan pada tiga

Hasan Al-Banna m
pakan struktur dasar sistem pemerintahan

landasan kaidah pokok yang mert
k tersebut qdalah; pertama, pertanggung jawaban

Islam. Tiga landasan poko
terhadap rakyat. Kedua, kesatuan umat

pemimpin terhadap Allah SWT dan
pada agidah Isl
mereka dalam M
ereka baik yang persifat perintah

amiyyah. Kelige menghormati

Islam vyang berlandaskan
usyawarah, menerima

keinginan rakyat dengan melibatkan
m

usulan-usulan dan ke|c:»utusa:1-105311'““‘9"“’l

un larangan (munker)

ik, card,
adalah gistem serbaik, ©

solusi, apalagi tujuan

(ma’ruf) maup
bukan

K hilafah

um an di nia Maka .
mat Y bahk l ‘ i i . . Kel]a-
gistem tapt juga
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perangkat.
/ |
I|'

S
edangkan Imam Khomeini dalam sistem ‘
. k | pemenntahan Islamnya
warkan konsep wilayatul fagih, yakni kepemimpi |
S pinan para fagih. Vilayat- ( |
ang berasal dari pemiki '
o pemikiran atau persepsi Khomeini yang diambil i
ideoloe: ., .
ologi mazhab Syi’ah. Tetapi, ilmu agama bersifat terbuka terhada
kritikan s i p
ebagaimana ilm Hlmi itas i
ilmu pengetahuan ilmiah. Otoritas ilmu agama sama i

vali . : :
lidnya dengan otoritas sains dalam ilmu pengetahuan ilmiah. Penyusutan
dan pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu agama mengalami |

perubahan-perubahan dan jalan Jintasan yang sama.
g dilakukan oleh Ayatulldh Khomeini untuk

penglaran yang meningkat
keislamat, Khomeini
(mazhab

Eksperimentasi yan
ntahan Islam menunjulkan

atas satu bidang studi

paradigma ideologi baru
ratif pembebasan bagi rakyat

menegakkan pemeri

tatarannya. Dari kajian ilmiah
menaikkant taraf pemikirannya pada
Syi’ah), termasuk pengajuan [slam sebagai alte
jelata di hadapan kekuasaan kaut® feodal Syah 12
kan sebagdi ideologi mazhab Syi'ah dengan segala

tradisinya bahwa Isla™ tidak mem!
V,']gyar-f

Pendekatan tersebut
tradisi-

diproklamasi

mimpit- '
enuhi krite

diangkat sebagai P°
menemukan seseorans yang i
. wafat 430 .
meint ** imbing wmat
sekali di Iran tatkal? ’ cbaghi il imam memb!
. can §
fagih beP°

masa ghaibah 1

e



berdasarkan konsepsi Vilayar-! Fagqik, keberadaan pemerintahan
n Istam

merupakan Iri
p suatu keharusan spiritual maupun historis. Dan Khomeini adalah

oran i
g Yang dinilai mampu mengemban misi suci tersebut sebagai Seorang

Ima -

m atau Vilaygt-I Fagih. Namun, sebelum Khomeini meninggal, misi
tersebut digantikan oleh Ayatulldh Ali Khamenei pada bulan Juni 1989 atas
mandat Khomeini dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik

Islam Iran. Walaupun akhirmya, karisma Ali Khomenei sendiri cenderung
sebagai pemimpin revolusi dan

menurun atau kalah besar dibanding Khomeini

pendiri Republik Islam Iran.
sebagai telah memberikan peranan yang

Kedua, Vilayar-] Fagih dipand8
yang tidak 1ain adalah Ayatulldh Khomeini sendiri
mengakibatkant kekuasaan sulit dikontrol,
di sangat rendah. Padahal, dalam

partisipasi politk rakye!

amat besar kepada ulama,

dalam urusan kenegaraan. Hal inf
politk rakyat meT®
odap kekuasaan 420

dan tingkat partisipasi
h
nan dan penting.

krasi, kontrol ter

domi
merupakan dua unsur yang sang? :
o dilibatianny® PP

sistem demo

Ketiga, tida

an keputusan; S

rakyd

gistem

pengambil

fugaha. Selain itt
sangat berbeda dengan

¢ tidak bole

lebarnya bag!




B. SARAN

Disku .
rsus tentang pemerintahan Islam merupakan tema yang
sangat

menari i
k, yang tak usang ditelan waktu. Hal ini dikarenakan masalah politik

———
s

merupak i
pakan masalah yang mengurusi banyak orang, mengurusi umat, tidak

an ;
yang berkaitan dengan kekuasaan para raja ataupun politisi akan tetapi tentang

kemaslahatan umat.
ngat diperlukan untuk

Pengkajian terhadap konsep-konsep lama sa
ntelektual muda calon-calon pemimpin masa

menjadi referensi terhadap para !
ya telah menelurkan banyak tokoh

depan. Dunia Islam dalam rentetan historts
kan bagi pergcrakan umat Muslim. Demikian pula
literatur bermutu perlu

yang patut menjadi ruju
ngan literatur-

khasanah Islam yang begit kaya de
inamika intelektual ~maupun

yntuk  memperkay? d
da Yang Mcm!llkl K

penulis lakukan agar menjadi

dikupas kembali

AKhirnya hanya kepa erajean St pentl
irya

serahkan segala daya upaY? yang. €128

majuan [slam.

pemerintahan.

sumbangsih demi ke

C. PENUTUP
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